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Nama : Dewi Damayanti
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tukar Menukar (Ruislag) Tanah Wakaf (Kasus Tanah

Wakaf Wan Syarifah, Petogogan, Jakarta Selatan)

Tesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerah 
Petogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturan 
pertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimana 
ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan serta 
bagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN 
SYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40 
Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah, 
salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikccualikan, apabila 
benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama 
(Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang 
Wakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi
penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 
penyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) 
Undang-Undang Wakaf. Dalam hal teijadi perselisihan perwakafan ditempuh 
melalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapat 
melalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagi 
BWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankan 
keberadaan aset wakaf.

Kata Kunci: Ruislag, Tanah Wakaf
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: The Exchange (Ruislag) of Wakaf Land (Case on Wakaf 

Land Wan Syarifah, Petogogan, South Jakarta)
Title

This thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, South 
Jakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis is 
how’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute and 
how’s the role of BWI on the exchange (ruislag) on wakaf land WAN 
SYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Government’s Regulation 
Number 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf is 
prohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of this 
prohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for public 
purpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only be 
done after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11 
paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo 
Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legal 
research with the typology descriptive analytical research. The result on this 
research is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of the 
Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph 
(2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation, 
but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court of 
Religion. Mean while, the most BWT’s major role in the exchange (ruislag) wakaf 
land assets is to maintain the existence of the charitable assets.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, setiap orang memerlukan sebidang tanah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Tanah yang diperlukan untuk keperluan tersebut 

meliputi pula sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah serta ruang yang ada 

di atasnya. Tanah merupakan salah satu unsur penting dan sumber kemakmuran 

serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Sebelum dan sesudah berlakunya Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(untuk selanjutnya disebut UUPA), masalah tanah selalu ramai diperbincangkan. 

Hal ini dikarenakan tanah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, 

pemerintah maupun lembaga yang berhubungan dengan kebutuhan dan fungsi 

atas tanah. Dengan demikian hal tersebut adalah wajar jika kita dapat melihat 
serta memahami, sesungguhnya tanah ini sangat erat hubungannya dengan 

kehidupan masyarakat.
Masalah pertanahan pada hakekatnya adalah merupakan masalah lintas 

sektoral yang menyangkut berbagai instansi, di samping diatur oleh berbagai 

undang-undang, baik yang langsung mengatur tentang pertanahan maupun bidang 

lainnya tetapi tidak dapat dipisahkan dari masalah tanah, karena koordinasi 

merupakan suatu proses yang mutlak diperlukan dalam penanganan masalah 
pertanahan.1 Tanpa koordinasi yang teijalin dengan baik antar lintas sektoral yang 

terkait, akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak dikehendaki 

yang pada kasus tertentu akan mengorbankan kepentingan orang lain. Untuk 

mempertahankan keadaan yang aman dan terkendali seperti yang diharapkan, 

banyak pihak harus menjalankan fungsi dan peran dengan sebagaimana mestinya 

dan tidak kalah penting adalah beijalan dengan baiknya fungsi kontrol diantara 

mereka.

1 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan seri III dan IV, cet.I, (Jakarta: Prestasi 
Pustaka, 2003, hal.3)
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Menyadari pentingnya permasalahan tanah di Indonesia maka terhadap 

masalah tanah diatur dalam Hukum Agraria Nasional, yang tertuang dalam UUPA 

serta ditindaklanjuti oleh berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya.2 Dalam 

konsiderans berpendapat pada huruf a, disebutkan:

Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan- 
pertimbangan di atas perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang 
berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin 
kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak 
mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama3

Pengertian yang dapat ditarik adalah bahwa Hukum Agraria Nasional akan 
menjamin kepastian hukum dan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar 

pada hukum agama.
Salah satu permasalahan tanah yang cukup banyak menyita perhatian 

masyarakat adalah mengenai masalah p e rw a k a f a n  tanah dan berbicara mengenai 

perwakafan tanah tentu tidak dapat dipisahkan dari umat Islam. Bagi masyarakat 
Indonesia yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam, wakaf tanah 

merupakan salah satu ibadah sosial di dalam Islam yang sangat erat hubungannya 
dengan keagrariaan, yakni yang menyangkut m a s a la h  bumi, air dan ruang angkasa 

serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu masalah 

wakaf ini, selain terkait dengan aturan-aturan Hukum Agama Islam juga terkait 

dengan Hukum Agraria. Yang dimaksud dengan Hukum  Agraria disini ialah 

ketentuan-ketentuan hukum  yang mengatur hubungan-hubungan hukum dengan 
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

Tanah, demikian juga tanah wakaf, termasuk dalam bagian Hukum Agraria.

Perwakafan bukan hal yang asing lagi dikarenakan merupakan salah satu 

bentuk ibadah/pengabdian umat kepada Allah SWT dalam rangka penyempurnaan 

ibadah dengan cara mengorbankan harta benda yang dimiliki untuk diberikan bagi

2 Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, (Jakarta: 
PT Tata Nusa, 2003), hal.3.

3 Indonesia [1], Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No. 5, LN No. 104 tahun 
1960, TLNNo. 2043.
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kepentingan keagamaan dan kemasyarakatan.4 Jika dilihat dari segi Hukum Islam, 
telah teijadi transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Agraria Nasional, salah 
satu bentuknya adalah wakaf. Menurut Dr. Rifyal Ka’bah., MA, wakaf adalah 

lembaga islam kedua tertua di Indonesia (setelah atau bersamaan) dengan 

perkawinan. Sejak zaman awal telah dikenal wakaf masjid, wakaf langgar/surau 

dan wakaf tanah pemakaman di berbagai wilayah Indonesia.

Perwakafan tanah milik dapat dikatakan adalah sebuah aset berupa tanah 
yang diserahkan pemiliknya untuk dikelola dalam mengembangkan dan 

menggerakkan perekonomian masyarakat.5 Oleh karena begitu pentingnya 

masalah tanah wakaf ini di mata Hukum Agraria yang menganut paham bahwa 

bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial6 

maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukan secara khusus serta 

keberadaannya oleh negara diakui dan harus dilindungi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa:

Hak Milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan Sosial sepanjang 
dipergunakan untuk keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan- 
badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk 
bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial

Mengenai perwakafan tanah oleh karena kekhususannya di mata Hukum 

Agraria, dengan demikian kedudukan dan praktek pelaksanaannya akan diatur 

dengan suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, sebagaimana ditentukan 

dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA yang berbunyi: “Perwakafan tanah 

milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan-ketentuan 

demikian menegaskan bahwa soal-soal pertanahan yang bersangkutan dengan 

peribadatan dan keperluan suci lainnya, yang salah satunya adalah masalah 

perwakafan tanah, di dalam sistem Hukum Agraria mendapat perhatian 

sebagaimana mestinya.

4 Abdul Ghofiir Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: 
Pilar Media, 2003), hal.167.

5 Supriadi, Hukum Agraria, ed.l, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 133.

6 Indonesia [1], op.cit., Ps 1 ayat (2) dan Ps 6.
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Pasal 49 ayat (3) UUPA memberikan tempat yang khusus bagi hak-hak 

yang bersangkutan dengan keagamaan. Dalam penjelasannya dinyatakan:

Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini 
memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan 
peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam Hukum Agraria 
yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hubungkan 
pula dengan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) huruf b7

Setelah UUPA lahir, UUPA memerintahkan pengaturan perwakafan tanah 

Hak Milik dengan Peraturan Pemerintah, hal ini didasarkan pertimbangan oleh 

karena pada waktu itu tidak ada pengaturan yang tuntas dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan, sehingga dalam praktek keadaan tersebut memudahkan 

terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf sendiri. Terutama karena 
terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan, seperti wakaf keluarga, wakaf 

umum atau wakaf sosial dan lain-lainnya dan tidak adanya keharusan untuk 
didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan sehingga banyak yang tidak 

diketahui keberadaannya. Bahkan dapat terjadi benda-benda yang diwakafkan 
(termasuk tanah) dalam perkembangannya kemudian dianggap sebagai milik para 

ahliwaris nadzir-nya (pengurus).8

Realisasi daripada kehendak dalam ketentuan Pasal 49 khususnya ayat (3) 

UUPA maka sebagai wujud perlindungan dan perhatian Hukum Agraria terhadap 

perwakafan tanah, adalah dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan 
sebagai berikut:9

a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik 

(untuk selanjutnya akan disingkat PP No. 28 Tahun 1977);

Dimana berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 5 dan Pasal 14 

ayat (1) UUPA, sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan kepentingan 

masyarakat Islam pada umumnya. Sedangkan untuk langkah mempositifkan

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, cet.9, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal.348.

8 Ibid.

9 Hamami, op.cit., hal.38.
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dan penertiban tata cara adminstrasi serta manajemennya, diatur lebih lanjut 
dalam:

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik (untuk selanjutnya 

akan disingkat PMDN No. 6 Tahun 1977);

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik 
(untuk selanjutnya akan disingkat PMA No.l Tahun 1978);

d. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No Kep 19/75/78 

tentang Petunjuk pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik;

e. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
f. Peraturan penmdangan-undangan lainnya.

Selanjutnya, tidak hanya cukup dengan dikeluarkannya peraturan 

perundang-undangan tersebut diatas, pemerintah kembali merasa perlu untuk 

memberi dasar hukum yang lebih kuat lagi bagi pelaksanaan perwakafan di 

Indonesia yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf), yang 

diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Lahirnya peraturan perundang- 

undangan ini sekaligus melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah 

mengatur mengenai perwakafan di Indonesia.

Berbicara mengenai perwakafan tanah maka di dalamnya akan 

menentukan hak atas tanah itu sendiri, karena hak atas tanah mempunyai peranan 
penting dalam kehidupan manusia, makin maju masyarakat makin padat 

penduduknya dan akan menambah lagi pentingnya kedudukan hak-hak atas tanah 

itu. Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah hak diseluruh wilayah Indonesia, 

dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, mengharuskan untuk dilakukannya pendaftaran 

tanah menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya akan disingkat PP No. 

24 Tahun 1997), dimana jika dikaitkan dengan masalah perwakafan tanah, dalam

L
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Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa salah satu objek pendaftaran 

tanah adalah tanah wakaf.10

Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan perwakafan, tidak serta 

merta membuat masyarakat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada. Tanah 

wakaf yang berada di wilayah Indonesia terbentang luas namun sayangnya masih 

banyak tanah wakaf yang belum dilakukan pendaftarannya dan belum memiliki 

sertipikat yang menjelaskan posisinya sebagai tanah wakaf. Sebagaimana yang 

diketahui bahwa sertipikat merupakan alat bukti yang kuat dalam hubungan 

dengan pihak ketiga, terutama pada kondisi dimana nilai dan penggunaan tanah 

semakin besar serta luas sekarang ini maka tanah wakaf yang tidak jelas secara 

hukum dapat memudahkan kerawanan dan terjadinya penyimpangan dari hakikat 

dan tujuan wakaf, seperti adanya tanah wakaf yang seolah-olah telah menjadi 

milik ahli waris dari wakif (pemberi wakaf), adanya sengketa dan gugatan 

terhadap tanah wakaf dan berbagai kasus tanah wakaf lainnya.

Hal mana berarti, belum sempat tanah wakaf tersebut di dayagunakan 

sepenuhnya, ahli waris dari wakif menggugat dan mengklaim bahwa tanah yang 

kini dikelola oleh nadzir (pengelola tanah wakaf) adalah miliknya dan setiap saat 

dapat diambil dan dialihkan fungsinya. Jika teijadi demikian, nadzir tidak akan 

mampu melakukan perlawanan dan mempertahankan tanah wakaf tersebut. Pada 

akhirnya, tanah wakaf yang semula diharapkan dapat menopang kepentingan 

masyarakat, hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja.11 Melihat pentingnya 

wakaf bagi wakif maka untuk mendapatkan manfaat dari perbuatannya yang akan 

selalu mengalir setelah ia meninggal dunia, nadzir harus dapat mengelola dan 
mengurus tanah wakaf dengan baik serta dilarang memindahtangankan atau 

menggunakan dengan cara yang dapat menghabiskan atau melenyapkan 
eksistensinya.

Adapun permasalahan lain yang juga timbul berkaitan dengan perwakafan 

tanah ialah dalam hal dilakukannya perubahan fungsi ataupun perubahan status

10 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2008), hal. 178.

7i Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah W akaf <%i 
Negara Kita, (Bandung: Alumni, 1979), hal.2.
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tanah wakaf. Pada dasarnya, tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan 

perubahan, baik yang menyangkut masalah peruntukan/penggunaan lain dari apa 

yang sudah ditentukan dalam ikrar wakaf, maupun yang menyangkut masalah 

status tanah wakafnya itu sendiri, seperti dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, 

dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya 
yang akan berakibat berubahnya status tanah wakaf menjadi tanah bukan wakaf, 
kecuali atas keadaan-keadaan tertentu dengan persetujuan tertulis Menteri Agama, 
dapat diadakan perubahan, yaitu:

1. karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakifi
2. karena kepentingan umum.12

Seorang nadzir dalam melakukan perubahan peruntukan maupun status 

tanah wakaf tidak dapat melakukannya dengan begitu saja melainkan haruslah 
dengan persetujuan atau izin dari Menteri Agama. Tujuan pembatasan secara ketat 

semacam ini, adalah untuk mencegah agar penyimpangan yang teijadi dimasa 
lampau tidak terulang lagi, dimana di masa lampau sebelum berlakunya PP No. 28 
Tahun 1977, nadzir secara sepihak dapat melakukan perubahan status atau 

kegunaan tanah wakaf. Tentunya hal semacam ini sering menimbulkan reaksi di 
masyarakat terutama bagi mereka yang secara langsung berkepentingan dengan 

wakaf tersebut seperti halnya wakif atau keturunannya, maupun masyarakat yang 

menikmati manfaat dari tanah wakaf yang bersangkutan. Salah satu contoh kasus 

berkaitan dengan pembahan status tanah wakaf dalam hal ini karena adanya tukar 

menukar (ruislag) tanah wakaf antara nadzir dengan pihak ketiga ialah pada kasus 
tanah wakaf WAN S Y ARIF AH, Petogogan, Jakarta Selatan.

Sebidang tanah (belum bersertipikat) seluas ± 8985 m2 yang terletak di 

Jalan Nipah, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 

telah diwakafkan secara lisan oleh Habib Abdullah Al Aidid (wakif) sejak tahun 

1935. Tanah dimaksud diwakafkan bagi pemakaman umum khususnya bagi 

penduduk asli Petogogan. Amanah ini dahulu diserahkan kepada Lurah 

Petogogan, Abdul Malik. Untuk mengenang salah satu putri Habib bernama Wan 

Syarifah yang juga dimakamkan di tempat itu maka kemudian tanah tersebut

12 Indonesia [2], Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik PP No. 28, LN 
No. 38 tahun 1977, TLN No. 3107, Ps. 11 ayat (2).
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dikenal dengan tanah (pemakaman) wakaf WAN SYARIFAH, bahkan dinamakan 

Jalan Nipah karena merupakan panggilan akrab Wan Syarifah.
Pada tahun 1975 Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur 

DKI Jakarta Nomor D.III-6143/a/l 6/75 Tanggal 3 November 1975 tentang 

Penutupan Tempat Pemakaman Umum Nomor 4 Blok P Kebayoran Baru 

(termasuk Pemakaman Wakaf Wan Syarifah yang terletak di sebelahnya). Dengan 

SK Gubernur, Pemda DKI berencana menata ulang lokasi tanah wakaf. Oleh 

karenanya, Gubernur pada waktu itu ingin agar tempat pemakaman dikosongkan 

dan dipindahkan ke TPU lain. Bahwa sejak penutupan tersebut dilakukan, 

pelayanan Pemakaman Umum Blok P maupun Pemakaman Wakaf W'AN 

SYARIFAH terhenti. TPU Blok P maupun WAN SYARIFAH tertutup bagi 

pemakaman baru maupun pemakaman tumpangan.

Setelah dikeluarkannya SK Gubernur, praktis tidak ada lagi warga 

Petogogan yang dikuburkan di pemakaman wakaf WAN SYARIFAH namun 

justru masalah baru mulai bermunculan. Kondisinya tidak terawat lagi, sehingga 

sebagian arealnya dapat dimanfaatkan dengan mudah untuk mendirikan 

bangunan/rumah hunian tanpa ijin (liar). Akibatnya mengganggu kondisi 

lingkungan (kumuh, rawan sosial/rawan kamtibnas) terutama pada malam hari 

dijadikan tempat mangkal para WTS/PSK dan transaksi narkoba. Dengan 

demikian diatas tanah pemakaman wakaf WAN SYARIFAH tersebut telah 

terdapat bangunan liar yang dihuni sebanyak 85 KK dan kuburan ± 1000 makam.

Adanya kondisi-kondisi tersebut tentunya merugikan serta menimbulkan 

suasana yang tidak nyaman bagi warga Petogogan yang mempunyai makam 
keluarga di lokasi tersebut. Yang lebih utama lagi tentunya penggunaan tanah 

wakaf dirasa sudah melenceng dari niat awal wakif. Di atas tanah wakaf kemudian 

juga sempat didirikan sebuah bangunan Musholla oleh para ahli waris wakif. Oleh 

karena adanya kondisi-kondisi sebagaimana yang telah disebut diatas, para ahli 

waris Habib Abdullah Al Aidid (wakif) pada tahun 1987 mendirikan sebuah 

yayasan yang diberi nama Yayasan Amaliyah Arrofiqqorrahin Wan Syarifah. 

Yayasan ini berposisi sebagai nadzir (pengelola tanah wakaf).
Seiring dengan berjalannya waktu, lokasi pemakaman umum Blok P 

kemudian telah dimanfaatkan untuk pembangunan kantor Walikotamadya Jakarta
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Selatan dan taman kota sedangkan pada lokasi pemakaman Wakaf WAN 

SYARIFAH kondisinya masih sama. Pada tahun 2004 ada rencana dari 

Pemerintah Kota (untuk selanjutnya akan disingkat Pemkot) Jakarta Selatan untuk 

menjadikan lokasi pemakaman wakaf WAN SYARIFAH sebagai bagian dan 

perluasan kantor Walikotamadya Jakarta Selatan. Atas adanya penutupan serta 

kondisi-kondisi yang kemudian ada di atas tanah wakaf ditambah lagi dengan 
adanya rencana Pemkot itulah maka pihak yayasan berharap agar tanah wakaf 

WAN SYARIFAH dapat ditukar (di ruislag) dengan tanah lain.
Pada tahun 2005, Pemkot Jakarta Selatan merespon keinginan yayasan 

untuk melakukan ruislag tanah wakaf. Pihak penukar sekaligus pihak 

pengembang yang akan terlibat dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ini 

adalah PT Multi Promo Mandiri (untuk selanjutnya akan disingkat PT MPM). 

Perusahaan tersebut kemudian melakukan perjanjian tukar menukar dengan pihak 

yayasan pada tanggal 24 Juli 2006 di hadapan Notans dengan ditandatangani oleh 

Direktur Utama PT MPM dan Ketua Yayasan. Adapun tanah pengganti yang akan 

diterima oleh pihak yayasan yaitu sebidang tanah bekas HMA (belum 

bersertipikat atas nama Dean Bin Dekok) seluas 10.600 m2 di Jalan Raya Kecapi, 
Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi. Bukti kepemilikan ialah surat girik dan bukti 

pembayaran PBB atas tanah yang bersangkutan. Diatas tanah pengganti menurut 

rencana PT MPM akan dibangun madrasah, musholla serta fesilitas keagamaan 

lainnya. PT MPM juga menjanjikan akan dilakukan pemugaran terhadap musholla 

Wan Syarifah yang telah ada di Jalan Nipah. Lokasi tanah penukar terletak di

daerah yang strategis, diantara perumahan.
Atas rencana ini, makam-makam yang ada di lokasi tanah wakaf WAN 

SYARIFAH akan segera dipindahkan ke tempat lain namun adapun enam lokasi 

TPU yang disarankan menjadi tempat pemindahan makam, yaitu TPU Tanah 

Kusir, TPU Jeruk Purut, TPU Kampung Kandang, TPU Srengseng Sawah, TPU 

Menteng Pulo dan TPU Jaga Garsa. Pihak yayasan atas biaya PT MPM 

menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) per 

kerangka sebagai kompensasi pemindahan kerangka.
Proses ruislag tanah wakaf WAN SYARIFAH tidaklah berjalan lancar 

seperti yang diharapkan oleh karena sejumlah warga (untuk selanjutnya akan
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disebut ahli waris makam) merasa keberatan apabila makam anggota keluarga 

mereka harus dipindah. Tindakan keberatan para warga juga dilakukan karena 

belum adanya alasan yang jelas, akan dibangun apakah diatas tanah Wakaf WAN 

SYARIFAH namun menurut kabar akan dibangun sebuah apartemen. Tanpa ada 

sosialisasi sebelumnya, satu persatu makam telah dibongkar sejak akhir 

November 2006. Sebagian ahli waris makam yang berkeberatan terhadap 

pembongkaran makam keluarga mereka kemudian membentuk Ikatan Keluarga 
Besar Ahli Waris Makam Tanah Wakaf Wan Syarifah.

Setelah berlakunya Undang-Undang Wakaf, dalam Pasal 40 huruf f, juga 

diatur suatu ketentuan bahwa terhadap harta benda yang sudah diwakafkan salah 

satunya dilarang untuk ditukar. Namun ketentuan dalam pasal ini dapat 

dikecualikan apabila tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai 

dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan didasarkan pada ketentuan 

perundangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan syariah.13 Pelaksanaan 

ruislag hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri 

Agama atas Persetujuan Badan Wakaf Indonesia14 (sebelumnya berdasarkan PP 

No. 28 Tahun 1977, harus ada izin dari Menteri Agama cq. Direktorat Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam).

Dalam proses ruislag tanah wakaf ini masih terdapat sejumlah ahli waris 

makam yang berkeberatan selain itu yang lebih penting lagi masih menunggu 

keputusan dari Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan, yang 

sebagaimana dalam isi suratnya tertanggal 31 Juli 2006, dikatakan bahwa proses 

ruislag tanah wakaf Wan Syarifah masih belum memenuhi persyaratan. Meskipun 
demikian, para ahli waris makam kemudian menerima surat edaran atau formulir 

pemindahan kerangka jenazah yang diedarkan dengan mengatasnamakan yayasan 

dan hanya dengan pemberitahuan melalui telepon dengan bernada ancaman yang 

mengaku pihak dari yayasan, pada bulan Mei 2007, makam-makam yang ada satu 

persatu kembali mulai dibongkar.

13 Indonesia [3], Undang-Undang tentang Wakaf. UU No. 41, LN No. 159 tahun 2004, 
TLN No. 4459, Ps. 41 ayat (1).

14 Ibid., Ps. 41 ayat (2).
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Apakah dalam hal ini pihak yayasan sebagai nadzir dapat dikatakan telah 
melakukan penyalahgunaan tanah wakaf mengingat telah dilakukannya perjanjian 

tukar menukar dengan pihak ketiga serta memperbolehkannya dilakukan 

pembongkaran makam, sebelum adanya izin tertulis dari Menteri Agama 

mengenai tukar menukar (iruislag)? Prosedur dan syarat-syarat apakah yang harus 

dilakukan untuk dapat melakukan ruislag tanah wakaf? Bagaimanakah pengaturan 

yang berlaku apabila terjadi perselisihan perwakafan? Serta bagaimanakah peran 
dan Badan Wakaf Indonesia (untuk selanjutnya akan disingkat BWI) dalam tukar 

menukar (ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH?

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya, pokok permasalahan yang akan dibahas ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN 

SYARIFAH yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

2. Bagaimana pengaturannya apabila teijadi perselisihan perwakafan?

3. Bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam tukar menukar 

(ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara jelas mengenai tukar 

menukar (ruislag) dalam pengaturan perwakafan;

2. Untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara jelas mengenai 

ketentuan hukum yang berlaku dalam hal teijadi perselisihan perwakafan;

3. untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara jelas mengenai peran 

BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH.
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat yaitu:

1. Manfaat Akademis: Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya ilmu hukum serta diharapkan 

pula dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik 

pada masalah yang dibahas dalam penulisan ini;
2. Manfaat Praktis: Penulisan ini diharapkan dapat berguna dan memberikan 

pengetahuan lebih mendalam mengenai tukar menukar (ruislag) tanah wakaf.

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu 

penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.15 Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat normatif,16 yang 

bertujuan meneliti terhadap sistematik hukum17 dalam hal ini menganalisis norma- 
norma hukum yang ada dan melihat bagaimana berlakunya hukum tersebut yaitu 

hukum yang mengatur mengenai perwakafan tanah serta ruislag tanah wakaf. 

Apakah dalam prakteknya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun tipologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan 

sudut sifatnya ialah penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan dan 

menganalisa mengenai pelaksanaan ruislag tanah wakaf menurut ketentuan 
hukum yang berlaku. Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian 

multidisipliner yaitu ditinjau dari sudut Hukum Islam dan Hukum Tanah 
Nasional.

15 Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.III, (Jakarta: Universitas 
Indonesia-Press, 1986),hal.7.

16 Penelitj^ji Normatif penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang 
tertulis, baik yang diriangkan dalam fypntuk peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya.

17 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet.I, (Jakarta: Badan 
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2Ö05), hal. 10.
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Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang 
diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer,18 yang meliputi peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan peraturan tanah, peraturan perwakafan tanah khususnya 

ruislag tanah wakaf. Selain itu juga melalui;

b. Bahan hukum sekunder,19 berupa semua buku-buku, tesis serta artikel-artikel 

dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan peraturan tanah, 

perwakafan tanah khususnya ruislag tanah wakaf.

c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum.

Penelitian ini juga menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan narasumber yaitu pihak yang terkait sekedar untuk menambah 

informasi atas penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

dokumen, yaitu mencari dan mengumpulkan data berdasarkan data yang tertulis 
seperti buku, peraturan-peraturan dan tesis. Di samping itu juga wawancara 

dengan narasumber sekedar untuk menambah informasi atas penelitian. Metode 

analisis data yang digunakan adalah kualitatif, sebagai hasil pengumpulan data 

melalui data primer dan data sekunder sehingga hasil dari analisa tersebut dapat 

ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan konsep yang mempunyai relevansi 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan disusun dalam tiga bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

18 Bahan Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berlaku di Indonesia. 
Bahan hukum primer digunakan untuk mencari landasan hukum yang dapat digunakan dalam 
penelitian.

19 Bahan Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan 
hukum sekunder digunakan sebagai landasan teoritis.
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Dalam bab ini berisikan gambaran umum mengenai Latar 
Belakang yang menjadi dasar penulisan, Pokok Permasalahan, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 Tukar Menukar (Ruislag) Tanah Wakaf Berdasarkan 

Ketentuan Hukum yang Berlaku
Dalam bab ini akan terbagi dalam beberapa sub bab sebagai 

berikut:
Sub bab 2.1 yang beijudul Uraian Tentang Perwakafan 

Dalam sub bab ini akan diterangkan mengenai Perwakafan Tanah 

Menurut Hukum Islam, Perwakafan Tanah Menurut Ketentuan 

Hukum Lain, Pengaturan Perwakafan, Pengelolaan Benda Wakaf 

Oleh Nadzir, Pelaksanaan Perwakafan, Pendaftaran dan 

Pencatatan Perwakafan, Perubahan Status Tanah) Wakaf dan 

Pengertian mengenai Yayasan.
Sub bab 2.2 yang beijudul Analisis Mengenai Tukar Menukar 

(Ruislag) Tanah Wakaf (Kasus Tanah Wakaf WAN SYARIFAH, 

Petogogan, Jakarta Selatan)

Dalam sub bab ini akan diterangkan mengenai Posisi Kasus serta 

Analisis terhadap pokok permasalahan yang diteliti, yaitu 

bagaimana pelaksanaan tukar menukar (ruislag) tanah wakaf 

WAN SYARIFAH yang sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku, Ketentuan hukum penyelesaian perselisihan perwakafan 

serta Peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf 

WAN SYARIFAH.
Bab 3 Penutup

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran dan 

permasalahan yang diteliti.
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BAB 2

TUKAR MENUKAR (RUISLAG) TANAH WAKAF 

BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

2.1 Uraian Tentang Perwakafan

2.1.1 Perwakafan Tanah Menurut Hukum Islam

2.1.1.1 Sejarah Perwakafan Tanah

Sejarah perwakafan (khususnya tanah) di Indonesia, tidak terlepas 
dari sejarah perkembangan wakaf secara Islam itu sendiri, khususnya sejarah 

perkembangan di Negara-Negara Islam terutama di Arab Saudi.20. Sejarah 
yang dijadikan titik awal mula praktik perwakafan tanah dimulai ketika dalam 
suatu hadits:21

Dan dari Ibnu ‘Umar, bahwa ‘Umar pernah mendapatkan sebidang 
tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah! Aku 
mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum 
pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, 
lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? maka jawab 
Nabi, “jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah 
hasilnya” lalu ‘Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh 
dujual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk 
orang-orang fakir, untuk kelusrga terdekat, untuk memerdekakan 
hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untk orang yang 
keputusan bekal dalam peijalanan (ibnu sabil); dan tidak berdosa 
orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan 
carayang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) 
dengan syarat juga dijadikan Hak Milik dan dalam satu riwayat 
dikatakan: dengan syarat juga dikuasai pokoknya (HR Jama’ah).

20 M. Fuad Nasar, “Implementasi Wakaf dari Masa ke Masa”, Republika, (11 Agustus 
2003): 4.

21 Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadits-Hadits Hukum, jil.5, diterjemahkan oleh 
Mu’ammal Hamidy, Imron A.M, Umar Fanany (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hal.2001.

t
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Sejak perbuatan wakaf dari Umar bin Khatab tersebut itulah

kemudian diikuti oleh perbuatan-perbuatan para sahabat lainnya seperti:
a. Sahabat Ustman bin Affan:22

Dan dari ‘Ustman, bahwa Nabi saw, pernah datang ke Madinah, 

sedangkan di Madinah ketika itu tidak ada air tawar, kecuali sumur 

Rumah, lalu ia bersabda, “Siapakah yang mau membeli sumur Rumah lalu 

ia memasukkan timbanya ke dalam sumur itu bersama-sama timba- 

timbanya kaum muslimin lainnya yang dia akan mendapakan sesuatu yang 

lebih baik daripada sumur itu kelak di surga”. Lalu kubelinya sumur itu 

dari tulang punggung hartaku (HR Nasai dan Tarmidzi; dan Tarmidzi 

mengatakan Hadis ini Hasan).

Untuk wakaf semacam ini di dalam Hukum Islam (fiqh) dikenal dengan 

istilah wakaf Khairi, yakni suatu wakaf yang diperuntukkan untuk 

kepentingan umum (masyarakat). Wakaf semacam inilah yang digariskan 

oleh politik Hukum Nasional.

b. Sahabat Abi Thalhah:23

Dari Anas, sesungguhnya Abu Thalhah berkata, ya Rasulullah! Bahwa 

Allah berfirman “kamu tidak akan mendapat kebaikan hingga kamu 

menginfaqkan sebagian dari apa-apa yang kamu cintai” sedang hartaku 
yang amat kucintai ialah Bairaha’ (yaitu tanah lapangan terbuka), sedang 

tanah itu benar-benar (telah ku) sedekahkan (waqafkan) untuk (jalan) 

Allah, yang kuharapkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Oleh 
karena itu letakkan dia, ya Rasulullah dimana saja yang engkau (pandang 

baik) sesuai dengan petunjuk Allah kepadamu. Lalu Rasulullah bersabda 

“Oh Oh, (ini adalah suatu hal yang besar dan bagus). Itu adalah harta yang 

menguntungkan. Sungguh aku telah mendengar dan aku berpendapat 

hendaknya harta itu engkau jadikan untuk kelaurga terdekat”. Lalu Abu 

Thalhah berkata “akan kukeijakan, ya Rasulullah”. Lalu oleh Abu Thalhah

22 Ibid., hal.2002.

23 Ibid., hal.2008.
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harta itu dibagi-bagi untuk keluarga dekatnya dan anak-anak pamannya. 
(H R Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Wakaf semacam ini di dalam Hukum Islam (fiqh) dikenal dengan istilah 

wakaf Ahli, yakni wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan keluarga 

atau perseorangan.

c. Sahabat Bani Nadjar:24

Secara bergotong royong mengumpulkan harta bendanya dan kemudian 

mewakafkannya untuk membangun sebuah masjid. Wakaf semacam ini 
seperti halnya yang terkisah di dalam hadits dari Anas “Bahwa Nabi 

memerintahkan untuk dibangun sebuah Masjid. Lalu setelah selesai, beliau 

bertanya kepada Bani Nadjar “Berapa harga dinding-dinding itu?”. Jawab 

mereka “Tidak, Ya Rasullullah! Kami tidak ingin diganti, itu adalah untuk 
Allah”.

Wakaf semacam ini dikenal dengan istilah Wakaf Syuyu’, yakni suatu 

wakaf yang dilakukan oleh kelompok perorangan atau dilakukan secara 
gotong royong.

Setelah peristiwa-peristiwa perwakafan sebagaimana yang telah 

dilakukan oleh para sahabat Nabi tersebut, wakaf menjadi berkembang dan 

melembaga sebagai salah satu komponen dalam Hukum Islam yang tidak 

kalah pentingnya dari komponen-komponen Hukum Islam lainnya. Berbagai 
peristiwa dan perbuatan para sahabat Nabi tersebut diatas, dapat dijadikan 
sebagai dasar khusus dari pada perintah amalan wakaf.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, sejarah 

perkembangan perwakafan tanah mengikuti pula perkembangan sejarah Islam 

yang terdapat di suatu negara. Namun demikian, pada saat bangsa Indonesia 

dijajah oleh Belanda, pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia sangat 

memperhatikan perwakafan tanah milik ini, yakni dengan mengaturnya dalam 

sebuah peraturan yaitu Bijblad-Bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 

12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934 dan Nomor 13480 Tahun 1935.

24 Hamami, o p .c ithal.44.
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Gambaran pengaturan perwakafan tanah yang terdapat dalam peraturan 

pemerintahan jajahan Belanda tersebut mengindikasikan bahwa perwakafan 

tanah telah disetujui oleh Pemerintahan Belanda pada waktu itu.

2.1.1.2 Hukum Islam Sumber Transformasi Perwakafan Tanah dalam Hukum 

Nasional

Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sebenarnya. 

Dengan kata lain, selain mengandung kaidah-kaidah yang mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhannya, yang sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh 

pemeluk agama Islam secara pribadi, namun agama islam juga mengandung 

kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan 

benda dalam kehidupan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya memerlukan 

bantuan penyelenggara negara untuk dapat melaksanakannya dengan 

sempurna. Untuk hal yang pertama, dikenal dengan istilah ibadat sedangkan 

untuk hal yang kedua dikenal dengan istilah mu'amalat. Dengan demikian 

antara Islam dan Hukum Islam tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga 

pertumbuhan Islam selalu diikuti oleh pertumbuhan Hukum Islamnya itu 
sendiri.25

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk Agama Islam 

dengan demikian pergaulan kehidupan masyarakatnya banyak dipengaruhi 

oleh Hukum Agamanya, yakni Hukum Islam. Oleh karenanya kedudukan 
Hukum Islam menjadi amat penting dan menentukan pandangan hidup serta 

tingkah laku para pemeluknya maka Hukum Islam telah menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakatnya mengenai hukum dan 

keadilan. Berkaitan dengan hal-hal di atas maka praktek-praktek Hukum Islam 

di Indonesia secara sosiologis empirik, penerapannya di tengah-tengah 

masyarakat juga terus berkembang serta makin lama makin meningkat ke 

berbagai sektor hukum. Tidak hanya di sektor hukum kekeluargaan seperti 

perkawinan dan kewarisan tapi juga ke sektor hukum lainnya seperti hukum

25 Ibid., hal.33-34.
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hibah, wasiat, shodaqohy zakat dan bahkan sampai ke sektor hukum 
perbankan.

Kenyataan di atas dapat kita lihat dalam perkembangan pembinaan 

Hukum Nasional di Indonesia, dimana Hukum Islam telah banyak 

memberikan pengaruh yang positif dalam berbagai macam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Adapun transformasi Hukum Islam ke 
dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah 

Negara;
g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tenteng Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Perkawinan;

i. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim; 

Selain transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional mengenai hal-hal 

diatas, juga telah ditransformasikan ke dalam Hukum Nasional (peraturan 

perundang-undangan) tentang pertanahan, yakni mengenai perwakafan tanah.

Mengingat betapa pentingnya masalah tersebut dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia yang mayoritasnya pemeluk agama Islam maka 

lembaga wakaf tanah ini harus ditransformasikan ke dalam peraturan 

perundang-undangan, guna melindungi eksistensi dan keberadaannya di 

tengah-tengah masyarakat. Dimana pengaturan sebelumnya didasarkan kepada 

doktrin-doktrin flqh yang banyak mengandung ikhtilaf sehingga berakibat 

menimbulkan ketidakpastian satu sama lain. Ditransformasikannya Hukum 

Islam tentang perwakafan ke dalam Hukum Nasional mengakibatkan 

peraturannya tidak lagi terpisah-pisah di dalam berbagai doktrin kitab-kitab
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fiqh (;madzhab), yang seringkali mengandung ikhtilaf dan membawa ketidak 

pastian disebabkan tata cara dan pengadministrasiannya secara publik tidak 

diatur dan oleh karenanya langkah ke arah terwujudnya landasan kesamaan 

kerangka hukum dan kesamaan pandangan hukum yang berwawasan nasional, 

telah tercipta dengan dituangkannya perwakafan tanah tersebut ke dalam 

peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UUPA yang 

tidak mengesampingkan Hukum Agama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan 

Pasal 5 yang berbunyi:

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa 
ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan 
bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan- 
peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan 
peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan 
mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama

Pasal 14 ayat (1) huruf b UUPA menyebutkan:

...Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu 
rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan 
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya:
a. ...;
b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci 

lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
c. ...

Mengingat prinsip bahwa semua hak atas tanah adalah berfungsi 

sosial serta harus mewujudkan penjelmaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha 

Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial maka 

dengan tegas negara melalui Pasal 49 ayat (3) UUPA, mengakui dan 

melindungi masalah perwakafan. Dan karena masalah perwakafan tanah 

dinilai penting, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan 

tersendiri yaitu yang kemudian diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 serta
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diatur lebih lanjut dalam PMDN No. 6 Tahun 1977, PMA No. 1 Tahun 1978 
serta peraturan-peraturan lainnya.

Kesemuanya kemudian disempurnakan arah dan pengaturannya 

dalam buku III tentang Hukum Perwakafan sesuai dengan Instruksi Presiden 

No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No. 145 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam. Pada perkembangan mengenai pengaturan 
perwakafan selanjutnya, dikeluarkan Undang-Undang Wakaf.

Dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa dalam rangka perkembangan pembangunan Hukum Nasional yang 

diamanatkan dalam TAP MPR No. IV Tahun 1973, pemerintah telah 

menunjukkan kehendak politik hukum di bidang perwakafan terutama 

perwakafan tanah dalam bentuk hukum positif, sehingga untuk selanjutnya 

rujukan pokok masalah perwakafan sudah pasti dan jelas, tidak lagi ada 
kerancuan di tengah-tengah masyarakat mengenai masalah perwakafan, 

terutama perwakafan tanah.

2.1.1.3 Kedudukan Wakaf sebagai Lembaga Hukum

Eksistensi dan keberadaan wakaf dalam sistem keperdataan dan 

peribadatan dalam Islam, tidak lain adalah sebagai lembaga dan ibadah sosial 

yang oleh Al Qur’an dikategorisasikan sebagai amal sholeh yang merupakan 

perwujudan dari iman. Selain itu bersumber pada sunnah rasul, wakaf adalah 
merupakan shodaqoh jariyah, yakni suatu shodaqoh yang selama masih dapat 

dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat dan umat, akan mengalirkan pahala 

secara terus menerus kepada pemberinya. Dikatakan demikian oleh karena 

harta yang disedekahkan melalui wakaf, khususnya tanah, merupakan harta 

benda yang tahan lama sehingga manfaatnya akan dapat terus dinikmati untuk 

maksud-maksud kebaikan meskipun orang yang bersedekahnya itu sendiri 

telah meninggal dunia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW 

yang berbunyi: “Bila telah mati seseorang anak Adam, maka terputuslah
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semua amal perbuatannya, kecuali tiga hal, yakni shodaqah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat dan anak shaleh yang senantiasa mendoakannya”.26

Shodaqoh Jariyah merupakan suatu amal perbuatan shaleh, terpuji 

dan mulia yang mana pelaksanaan dan penunaiannya sangat dianjurkan oleh- 

NYA demi pengembangan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, 

khususnya bagi umat Islam dalam rangka usaha mencapai kesejahteraan 
material dan spiritual, menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur 

atas dasar ridha-NYA. Dengan demikian wakaf sangat besar artinya bagi 

kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan.

Terhadap perintah amalan wakaf beberapa diantaranya dapat 

dilihat dan dipahami dari ketentuan Al Qur’an surat Ali ‘Imran ayat 92 dan 

surat Al Hajj ayat 77 yang teijemahannya berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 
yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, 
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji

Kamu tidak sekali-kali sampai kepada suatu kebaktian (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu 
cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya 
Allah mengetahuinya

Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah, sujudlah, sembahlah 
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu dapat 

kemenangan

Jika ditelaah berbagai ketentuan firman di atas maka dapat 

diketahui bahwa penyampaian perintah penunaiannya adalah bersifat umum, 

yaitu berupa suatu perintah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan yang dimaksud 

mengandung dan mencakup pengertian zakat, infak, shadaqah serta wakaf. 

Wakaf dikatakan sebagai suatu kebaikan karena merupakan suatu penyerahan

26 Ibid., hal.39-40.
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harta benda untuk kepentingan sosial yang tujuannya semata-mata hanyalah 

untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah dalam rangka mendapatkan 

pahala dari-NYA. Sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa 

ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat dijadikannya sebagai dasar umum 

dari perintah amalan wakaf.

Dengan demikian dapat dinilai bahwa perbuatan wakaf tidak 
seperti sedekah biasa. Wakaf akan mendatangkan pahala dan manfaat yang 
lebih besar terhadap pewakafiiya (waJdf). Dikatakan demikian, karena 

pahalanya akan tetap diterima olehnya secara terus menerus selama benda 
yang diwakafkan itu masih dapat dimanfaatkan. Selain itu, juga dapat 

mendatangkan kemajuan bagi kehidupan masyarakat, terutama umat Islam, 

baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang kemasyarakatan lainnya.

2.1.2 Perwakafan Tanah Menurut Ketentuan Hukum Lain

2.1.2.1 Latar Belakang Hukum Agraria dalam Pengaturan Perwakafan Tanah

Berdasarkan peristiwa-peristiwa di masa lampau terhadap benda 

wakaf (khususnya tanah), seperti berubahnya status tanah wakaf menjadi milik 

pribadi, ketidakjelasan perwakafan tanah dalam hal untuk apa tanah tersebut 

diwakafkan setelah wakif dan nadzir-nya meninggal dunia, adanya perubahan 

status maupun peruntukkan wakaf oleh nadzir atas kehendaknya sendiri tanpa 

dilakukan permusyawarahan terlebih dahulu dengan masyarakat dan 

sebagainya maka pemerintah berpendapat bahwa oleh karena masalah 

perwakafan tanah merupakan salah satu masalah agama yang penting ditinjau 

dari UUPA serta erat hubungannya dengan tugas-tugas keagrariaan dengan 

demikian perlu diatur persoalannya secara khusus sebagaimana kemudian 

diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3) UUPA 

dimana pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PP No. 28 Tahun 1977. PP 

ini masih ditindak lanjuti oleh peraturan perundangan lainnya.27

27 Ibid., hal. 16.
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Pengaturannya ke dalam sistem Hukum Agraria, ialah mengingat 

wakaf (terutama wakaf tanah) merupakan suatu lembaga keagamaan yang 

dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana pembangunan dan 

pengembangan kehidupan keagamaan khususnya bagi umat Islam, dalam 

rangka mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil menuju masyarakat adil 

dan makmur berdasarkan pancasila. Sementara di sisi lain, peraturan 

perundang-undangan sebelum diatur dalam Hukum Agraria, belum memenuhi 
kebutuhan akan cara-cara perwakafan serta membuka kemungkinan timbulnya 

hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan tidak adanya data-data yang 

nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang di wakafkan.28

Adapun hal-hal yang diatur oleh peraturan perundangan 

perwakafan antara lain mengenai tata cara kepengurusan, tata cara pemberian 

hak, sampai dengan tata cara untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah 

yang diwakafkan. Hal ini dimaksudkan guna memberikan jaminan dan 

perlindungan terhadap keutuhan dan kelestarian harta agama yang berupa 
wakaf tersebut.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, penuangannya ke dalam 
berbagai peraturan perundangan selain untuk memberikan kepastian hukum 

terhadap tanah wakaf juga untuk menghindari teijadinya persoalan-persoalan 

yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dimana di lain pihak, kedudukan 

tanah menjadi sangat penting dan sangat kompleks, sehingga sering 

dihadapkan kepada perbenturan kepentingan antar berbagai pihak. 

Persengketan-persengketaan tanah wakaf antara lain disebabkan karena tidak 
jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik antara wakif dengan nadzir 

ataupun antara keluarga wakif dan umat Islam setempat dengan nadzir-nya. 

Demikian pula persengketaan antara nadzir dan masyarakat dengan pihak- 

pihak lain yang berkepentingan dengan tanah tergebut. Selain itu, juga banyak 

persengketaan terjadi karena adanya perubahan status atau peruntukkan wakaf 

(seperti perubahan tanah wakaf menjadi milik perseorangan atau berubahnya 

peruntukkan dari apa yang telah diikrarkan, yang oleh nadzir-nya kemudian 

dimanfaatkan untuk keperluan lain tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu

28 Indonesia [2], op.cit., Konsideran Bagian Menimbang.
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dengan wakif atau keluarga). Sebab persengketaan lainnya, dimana setelah 
wakif meninggal dunia, sebagian ahli waris menolak dan tidak mengakui 

bahwa tanah dimaksud adalah tanah wakaf. Peristiwa semacam ini banyak 

teijadi terutama bagi perwakafan yang berbentuk wakaf mu'alaq, yakni wakaf 

yang pengikrarannya diucapkan sewaktu wakif masih hidup sedangkan 

pelaksanaannya itu sendiri ditangguhkan setelah ia meninggal dunia.

Kenyataan-kenyataan sebagaimana yang telah disebut di atas 
apabila tidak diadakan pengaturannya dan tetap di biarkan terus menerus 

berlanjut sebagaimana praktek yang telah teijadi di masa lampau (sebelum 

adanya peraturan perundang-undangan perwakafan) Maka tidak saja akan 

dapat mengurangi kesadaran beragama (terutama mereka yang beragama 

Islam) namun juga dapat menghambat usaha-usaha pemerintah dalam 

menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban ke arah beragama 
sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

Diaturnya mengenai masalah-masalah perwakafan dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan di maksud, berarti pelaksanaannya itu sendiri 

tidak hanya cukup dilaksanakan melalui pengikraran secara lisan semata 

namun juga harus dituangkan dalam bentuk tulisan atau akta, yang 

pengikraran dan pengaktaan-nya harus dilakukan di hadapan pejabat yang 

berwenang sehingga perwakafan tanah kemudian akan mempunyai alat 

pembuktian yang kuat berupa akta yang akan dapat melindungi dan menjamin 

kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri. 
Dengan demikian atas dasar kemaslahatan umum pengaturannya dalam 

Hukum Agraria yang kemudian tertuang di berbagai peraturan perundangan 
adalah memang dikehendaki oleh Hukum Islam.

Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan perwakafan, 

menunjukkan bahwa masalah perwakafan tanah di negara kita telah diatur, 

ditertibkan dan di arahkan menuju tercapainya suatu kehakekatan tujuan 

wakaf sebagaimana yang di kehendaki oleh ajaran Islam itu sendiri, oleh 

karena pelaksanaannya tidak hanya semata cukup di dasarkan pada arah 

terpenuhinya berbagai unsur dan syarat tertentu sesuai dengan kehendak 
peraturan perundangan yang berlaku.
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Terhadap setiap pelaksanaan wakaf kini dalam pengucapan ikrar 

wakafnya harus dinyatakan di hadapan pejabat khusus yang berwenang serta 

harus dituangkan pula dalam sebuah akta resmi dan agar tanah wakaf tersebut 

dapat terkelola secara tertib dan teratur maka pengurusan wakaf harus 

diserahkan kepada seorang pengelola khusus yang telah mendapat pengesahan 

dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya tanah yang telah di wakafkan harus 

segera didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional 
(Kantor Pertanahan) Kabupaten/Kota (dulu Kantor Sub Direktorat Agraria) 

setempat.

Hal mana berarti ada 2 (dua) lembaga pemerintah yang berwenang 

menangani masalah perwakafan tanah ini, yaitu:29

a. Departemen Agama

berwenang dan berkewajiban untuk mengatur, melaksanakan tata cara, 

pengawasan serta bimbingan pelaksanaannya.

b. Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan)

berwenang dan berkewajiban untuk mendaftar dan mencatat perwakafan 

tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertipikatnya.
Telah di daftar dan di catatnya perwakafan tanah pada Kantor Pertanahan 

maka tanah wakaf dimaksud telah mempunyai kedudukan kuat karena wakaf 

telah mempunyai alat pembuktian yang kuat.

2.1.2.2 Sejarah Peraturan Perwakafan Tanah di Indonesia

Wakaf sebagai suatu Lembaga Islam yang erat kaitannya dengan 

masalah sosial dan adat Indonesia, sejak dulu diatur dalam Hukum Adat yang 

bersifat tidak tertulis dengan mengambil sumber dari Hukum Islam. Di 

samping itu, Pemerintah Kolonial juga telah mengeluarkan peraturan yang 

mengatur mengenai perwakafan tanah.30

29 Hamami, op.cit., hal. 19.

j0 Farida Prihartini; Uswatun Hasanah; dan Wirdyaningsih, Hukum Islam Zakat dan 
Wakaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, 2005), hal. 122.
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Mengenai perwakafan tanah yang telah dikenal sejak sejak 
Pemerintahan Kolonial sampai dengan Pemerintahan Orde Baru 

pengaturannya itu sendiri tidaklah secara tuntas mengatur yang mencakup 

pengaturan mengenai tata caranya, pengelolanya, perubahan peruntukan 

maupun pendaftarannya dan lain-lain. Keadaan dimaksud tercantum pada 

peraturan perundang-undangan sebagai berikut:31
a. Zaman Pemerintahan Kolonial

Selama Pemerintahan Kolonial berkuasa di Indonesia ada 3 (tiga) 

macam peraturan yang berhubungan dengan perwakafan tanah, yakni:

1) Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 31 Januari 1905, Nomor 435

Peraturan dimaksud sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 

Nomor 6196. peraturan ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan 

Madura, kecuali daerah-daerah Vostalanden Surakarta dan 

Yogyakarta. Adapun kandungan yang ada dalam peraturan tersebut:

a) Untuk mengawasi agar tanah-tanah yang di atasnya telah didirikan 
suatu bangunan dan yang sudah tidak lagi dipergunakan sebagai 

wakaf, jangan ditelantarkan;

b) Supaya diadakan pendaftaran agar dapat dibatasi kepentingan 

apabila kepentingan umum menghendaki.

Dengan adanya peraturan ini maka bagi seseorang yang hendak 

mewakafkan tanahnya harus minta izin terlebih dahulu kepada Bupati 

setempat. Surat Edaran ini mendapat reaksi yang cukup keras dari 

umat Islam.32

2) Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A 

Peraturan dimaksud sebagaimana termuat dalam Bijblad 1931 Nomor 

125/3.

3) Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 24 Desember 1934 dan 

tanggal 27 Mei 1935

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut ialah:

31 Hamami, op.cit., hal.6-8.

32 Imam Suhadi, Hukum Wakaf Indonesia, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1983), hal.6.
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a) Nomor 3088/A yang termuat di dalam Bijblad tahun 1934 Nomor 

13390 dan;
b) Nomor 1273/A yang termuat di dalam Bijbald 1935 Nomor 13480. 

Kedua Surat Edaran tersebut berisi antara lain bahwa untuk sahnya

suatu wakaf tidak disyaratkan lagi harus minta izin terlebih dahulu 

kepada Bupati akan tetapi cukup memberitahukannya. Hal ini 

dilakukan dengan maksud untuk mempertimbangkan apakah ada atau 

tidak peraturan-peraturan umum atau daerah yang menghalang-halangi 

pelaksanaan tujuan wakaf. Apabila ada, maka Bupati berhak 

mengajukan wakaf tanah-tanah yang lainnya. Dengan demikian 

diharapkan tanah wakaf tidak akan terkena dengan perubahan- 

perubahan dan rencana-rencana yang akan dibuat di masa yang akan 

datang dan tidak terkena gangguan atau kepentingan pemerintah 

lainnya sehingga tanah wakaf dapat berfungsi untuk selama-lamanya.

Ketiga macam peraturan tersebut di atas bukanlah merupakan 
peraturan yang mengubah hukum flqh yang mengatur perwakafan yang 

tidak mengatur tentang keharusan adanya qabul, nadzir, saksi-saksi, 

pencatatan dan pendaftarannya di Badan Pertanahan (Kantor Agraria) 
setempat.

b. Zaman Kemerdekaan

Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang agama 

sebagai salah satu struktur kelengkapan pemerintahan maka kemudian 

didirikanlah Departemen Agama yaitu dengan suatu pertimbangan bahwa 

masalah perwakafan tanah selain berkaitan erat dengan masalah 

keagrariaan namun juga dengan masalah keagamaan maka dari itu tugas 

pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Departemen Agama.

Sehubungan dengan kewenangan Departemen Agama atas 

masalah-masalah perwakafan, dikeluarkan beberapa peraturan pemerintah 

tentang perwakafan tanah, antara lain:
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1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 jo. Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 1950 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10 
Tahun 1952;

2) Petunjuk Departemen Agama Tanggal 22 Desember 1952 tentang 

Petunjuk-Petunjuk Mengenai Wakaf;

3) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Islam tanggal 8 Oktober 1956 
Nomor 3/D/1956 tentang Wakaf yang Bukan Milik Kemasjidan;

4) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Islam Nomor 5/D/1956 tentang 
Prosedur Perwakafan Tanah.

Peraturan-peraturan sebagimana yang telah disebut di atas namun 

keadaannya sama halnya dengan peraturan-peraturan yang telah 

dikeluarkan pada zaman Kolonial, dalam arti tidak memberi aturan yang 

jelas, tegas dan tuntas terhadap praktek perwakafan tanah, yakni dalam hal 
mengatur tata cara, peruntukan atau kegunaannya, hak dan kewajiban 

pengelolanya, kewajiban pendaftaran tanahnya, cara perubahan status dan 
peruntukkannya, dan lain-lain.

Akibat dari ketidaktegasan dan ketidaktuntasan pengaturannya 

dalam mengatur masalah perwakafan tanah maka dengan adanya peraturan- 

peraturan tersebut tetap saja memudahkan timbulnya penyimpangan dan 

penyelewengan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri sehingga dalam 

prakteknya peraturan perundang-undangan yang dimaksud baik yang 
dikeluarkan di zaman penjajahan Belanda maupun setelah kemerdekaan tidak 

dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam rangka 

pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia, persoalan tentang perwakafan 

tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam pasal 49 UUPA dan 

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) perwakafan tanah menjadi wewenang 

Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala 
Kantor Urusan Agama Kabupaten.33

Tugas Menteri Agama/Pejabat yang ditunjuk ialah mengawasi, 

meneliti dan mencatat perwakafan tanah apakah sesuai dengan maksnH dan

33 Ibid., hal.9.
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tujuan perwakafan menurut agama Islam atau tidak. Untuk keperluan 
perwakafan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan-peraturan 

pemerintah sebagaimana yang telah disebut diatas, dapat dibuat surat-surat 

bukti bani berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada. Sebagai langkah 

penerbitan, Kantor Pusat Jawatan Agama mengeluarkan Surat Edaran Jawatan 

Urusan Agama Islam Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah 

tersebut yang antara lain memuat anjuran agar perwakafan tanah dibuat secara 

tertulis.

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama antara 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tertanggal 5 Maret 1959 No.Pem 

19/22/23/7 SK/62 Ka/59 P, maka pengesahan perwakafan tanah milik yang 

semula menjadi wewenang Bupati dialihkan kepada Pengawas Bidang 

Agraria. Dimana dalam pelaksanaan selanjutnya dengan diatur Surat Pusat 

Jawatan Perwakafan Tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan 

pengaturan melalui Peraturan Pemerintah yaitu PP No. 28 Tahun 1977 PP 

dimaksud baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UUPA. Dengan 

dikeluarkannya PP ini, diharapkan tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak 

di Indonesia dapat lebih tertib dan lebih teijaga.
Wakaf sebagai salah satu Lembaga Islam yang berkembang di 

Indonesia khususnya tanah, erat sekali hubungannya dengan pembangunan. 

Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah baik 

untuk memenuhi kebutuhan perorangan maupun untuk pembanguna n - 

pembangunan prasarana umum meningkat pula. Kondisi yang demikian 

menyebabkan masyarakat dan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha 

untuk memanfaatkan tanah yang ada secara efisien dan mencegah adanya 

pemborosan dalam memanfaatkan tanah. Disamping hal tersebut, adanya 

keluhan masyarakat dan instansi yang mengelola tanah wakaf bahwa sebelum 

dikeluarkannya PP, pengurusan dan pengelolaan tanah-tanah wakaf kurang 

teratur dan kurang terkendali sehingga sering teijadi penyalahgunaan wakaf.

Sebagai suatu Lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah 

tanah, perwakafan di Indonesia diatur pelaksanaannya dengan beberapa 

peraturan perundang-undangan, baik yang langsung maupun tidak langsung.
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Adapun peraturan perundang-undangan yang langsung mengenai perwakafaan 
tanah adalah:34

a. PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

Dimana berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 5, Pasal 14 

ayat (1) huruf b serta Pasal 49 ayat (3) UUPA, sekaligus juga untuk 

memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. 
Sedangkan untuk langkah mempositifkan dan penertiban tata cara 
administrasi serta manajemennya, diatur lebih lanjut dalam:

b. PMDN No. 6 tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai 
Perwakafan Tanah Milik;

c. PMA No. 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

d. Instruksi Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

e. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 

Kep/D/75/D/l 978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan 
tentang Perwakafan Tanah Milik;

f. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian 

Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama 

Propinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia Untuk 
Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala KUA Kecamatan Sebagai 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

g. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 

Tahun 1978;

h. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 

Nomor D Ii/5/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan 

Tanah Milik dan Permohonan Keringanan dan Pembebanan dari Semua 
Pembebanan Biaya;

34 Prihartini, op.cit., hal.125-127.
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i. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 
No.D/II/511/1981 tanggal 16 April tentang Petunjuk Pemberian Nomor 

pada Formulir Perwakafan Tanah Milik 

j. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Di samping itu, ada juga beberapa peraturan perundang-undangan 

yang tidak langsung menyebut mengenai perwakafan tanah antara lain sebagai 
berikut:35

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 

Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960, yaitu dalam Pasal 49 
ayat (3);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 

tentang Pendaftaran Tanah (kemudian diganti dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Peraturan 

ini berlaku umum, artinya semua tanah. Oleh karena itu peraturan ini juga 

berlaku untuk tanah wakaf;

c. Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tanggal 23 September 

1961 tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas 

Tanah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan- 

Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1978 tentang Biaya 

Pendaftaran Tanah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 348 Tahun 1982 tentang 

Penyertipikatan Tanah Bagi Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum 

Sosial dan Lembaga Pendidikan yang Menjadi Objek Proyek Operasi 
Nasional Agraria;

g. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SK.178/DJA/1982 tentang 

Penunjukkan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat Sebagai Badan 

Hukum yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik.

35 Ibid., hal.127-128.

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



Dari beberapa peraturan-peraturan penting yang berhubungan 
dengan peraturan-peraturan perwakafan tanah milik yang telah dikemukakan, 

terlihat jelas bahwa perwakafan di Indonesia mendapat perhatian besar dari 

pemerintah. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan adanya peraturan-peraturan 

diatas dan Undang-Undang Peradilan Agama ini diharapkan pelaksanaan 

perwakafan di Indonesia dapat beijalan tertib dan teratur tanpa penyimpangan- 
penyimpangan sebagaimana yang sudah disebutkan.

Untuk mengefektifkan peraturan-peraturan yang telah ada pada 

tanggal 30 Nopember 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama 

dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 

Tahun 1990 tentang Serlipikat Tanah Wakaf. Dengan dikeluarkannya PP No. 

28 Tahun 1977 dan beberapa peraturan yang mendukung terlaksananya PP 

tersebut maka seluruh peraturan atau ketentuan-ketentuan perwakafan tanah 

milik zaman Kolonial terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain dikeluarkannya peraturan-peraturan sebagaimana yang telah 
disebut, masih diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua 

hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat 

dijadikan pedoman oleh para Hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga 

teijamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.36 Oleh karenanya kemudian 

ada suatu gagasan mengenai perlunya untuk menyusun suatu Kompilasi 

Hukum Islam (KHI).

Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang 

berkenaan dengan masalah perwakafan, kenyataan menunjukkan bahwa jika 

dilihat dari tertibnya administrasi, perwakafan di Indonesia telah meningkat 

karena sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertipikat, akan tetapi 

dampak bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat masih belum nampak. 

Hal ini dikarenakan dalam PP No. 28 Tahun 1977 hanya mengatur wakaf 

tanah milik saja sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur. 

Dengan demikian tentunya perwakafan di Indonesia masih cukup sulit untuk

36 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Direktorat Pembinaan Badan 
Peradilan Agama, 1992), hal. 139.
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dikembangkan ditambah lagi dengan masih kurang profesionalnya para nadzir 

wakaf dalam pengelolaan wakaf, sehingga mereka belum bisa 

mengembangkan wakaf secara produktif.

Selain itu apabila dilihat dari tujuan Negara Indonesia dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain adalah memajukan 

kesejahteraan umum maka dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu 

diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam 

lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah 

strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu untuk 

meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya 

bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial melainkan juga 

memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan 

kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai 
dengan prinsip syariah.37

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta untuk 

memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan Hukum Nasional 

perlu dibentuk Undang-Undang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai 

perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang 

telah ada dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Wakaf namun terdapat 

pula berbagai pokok pengaturan baru antara lain sebagai berikut:38

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi 

benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa untuk sahnya 

perbuatan hukum wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang 

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus 

dilaksanakan. Dengan demikian, undang-undang ini tidak memisahkan 

antara wakaf ahli yang pada umumnya pengelolaan dan pemanfaatan 

benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi 

yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan 
tujuan dan fungsi wakaf;

37 Indonesia [3], op.cit., Penjelasan Bagian Umum.

38 Ibid.
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2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum yakni 

cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan 

bangunan maka menurut undang-undang ini, wakif dapat pula mewakafkan 

sebagian kekayaannya berupa benda wakaf bergerak, baik berwujud 

maupun tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, 

kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak 
lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan 
melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS);

3. Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana 

ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk memajukan 

kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat 
ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf 

dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang 
pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi 

syariah;

4. Untuk mengamankan benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang 
merugikan kepentingan wakaf, perlu ditingkatkan kemampuan profesional 

nadzir;

5. Dalam undang-undang ini di bentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang 

merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas di bidang 

perwakafan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nadzir,

| melakukan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf berskala
internasional, memberikan persetujuan atas perubahan dan status benda 
wakaf serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah 

dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

(selanjutnya akan disebut Undang-Undang Wakaf) merupakan saat yang 

dinanti-nantikan baik di lingkungan akademis maupun praktisi dan adanya 

Undang-Undang Wakaf di Indonesia merupakan suatu keharusan. Hal ini 

berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada bahwa jumlah tanah wakaf di 

Indonesia cukup banyak tetapi sampai saat ini keberadaan wakaf belum
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berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Padahal di 
Negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Bangladesh dan Turki, 

wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat 

membantu berbagai kegiatan umat dan di berbagai negara yang wakafnya 

sudah berkembang dengan baik tersebut pada umumnya masalah wakaf telah 

diatur dengan undang-undang.39
Masalah-masalah yang sudah disebutkan di atas, di berbagai negara 

telah diatur dengan baik dalam undang-undang maupun peraturan 

perundangan yang lain. Wakaf sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi 

Islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat maka pelaksanaan dan 

pengelolaannya harus diatur dengan peraturan perundangan yang memadai. 

Selama ini pengelolaan wakaf di berbagai negara pada umumnya diatur 

dengan undang-undang. Sejarah menunjukan bahwa wakaf yang tidak diatur 

dengan peraturan yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan 

sehingga wakaf yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan umat, sulit 
teralisasi.

2.1.2.3 Ruang Lingkup Pengaturan Perwakafan Tanah

Dalam tujuan pokok pengundangan UUPA yang bertujuan untuk 

menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu antara lain:

a. Meletakkan dasar-dasar penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan 

merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan 

bagi negara dan rakyat, terutama rakyat petani, dalam rangka terciptanya 

masyarakat yang adil dan makmur;
b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan di 

dalam hukum pertanahan;

c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai 

hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia

maka azas Hukum Agraria Barat yang bersifat individualisme, dirubah dengan 

azas nasionalisme. Azas mana berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta

39 Prihartmi, op.cit., hal.131.
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kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik 
Indonesia menjadi hak dari Bangsa Indonesia, tidak semata-mata menjadi hak 

dari pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah dan pulau tidaklah 

pula menjadi hak rakyat asli daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Atas 

pengertian ini maka hubungan Bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang 

angkasa merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat dalam 
tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan mengenai seluruh wilayah 
negara.

Berkaitan dengan dianutnya azas nasionalisme maka sistem 

perhakkan atas tanah yang semula diatur berdasarkan hubungan 

individualisme Hukum Barat dirubah berdasarkan hubungan hak ulayat 

negara. Semua hak-hak atas tanah dalam Hukum Agraria berfungsi sosial. 

Artinya bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak 

dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) 

semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu akan 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaannya harus disesuaikan 
dengan keadaan dan sifatnya dari pada haknya, sehingga tanah tersebut akan 

dapat bermanfaat bagi pemiliknya maupun bagi masyarakat serta negara. Oleh 

karena itu dalam Hukum Agraria kita tidak menganut sistem adanya suatu hak 
mutlak atas tanah.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam PP No. 
28 Tahun 1977, ruang lingkup wakaf hanya terbatas pada w akaf benda tidak 

bergerak seperti tanah dan bangunan, namun dengan adanya Undang-Undang 

Wakaf, wakif dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa benda tidak 

bergerak yang meliputi:40

(a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku baik yang telah maupun yang belum terdaftar;

(b) Bangunan atau bagian yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf a;

(c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

40 Indonesia [3], op.cit., Ps. 16 ayat (2).
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(d) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;

(e) Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundangan yang berlaku.

Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa benda-benda 
bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak ini meliputi 
benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang. Benda bergerak 
selain uang meliputi:41

(a) Logam mulia;

(b) Surat berharga;

(c) Kendaraan

(d) Hak Atas Kekayaan Intelektual;
(e) Hak Sewa; dan

(f) Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 
perundangan lainnya.

Adapun mengenai hak atas tanah yang dapat diwakafkan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf kini telah diperluas yaitu 
meliputi:

(a) Hak Milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;

(b) Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas tanah 

negara;

(c) Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau 

Hak Milik wajib mendapat izin tertulis pemegang Hak Pengelolaan atau 

Hak Milik;

(d) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Apabila wakaf di atas Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas 

tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik dimaksudkan sebagai wakaf untuk 

selama-lamanya maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang Hak

41 Ibid., Ps. 16 ayat (3).
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Pengelolaan atau Hak Milik.42 Hak-hak atas tanah yang diwakafkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif 
secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa dan tidak 
dijaminkan.

Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan 
untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah dalam Pasal
17 ayat (1) huruf c tersebut. Benda wakaf tidak bergerak dapat diwakafkan 

beserta bangunan dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.43 

Namun untuk hak atas tanah yang diperoleh dari instansi pemerintah, 

pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintah desa atau sebutan lain 

yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang 
sesuai peraturan perundang-undangan.44

Undang-Undang Wakaf tidak lagi memisahkan antara wakaf ahli 
(wakaf keluarga) yang pada umumnya pengelolaan dan pemanfaatan benda 

wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi (wakaf 
sosial/umum) yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai 

dengan tujuan dan fungsi wakaf. Pengalihan hak melalui cara wakaf bersifat 

kekal, abadi dan untuk selama-lamanya. Artinya suatu tanah yang telah 

dialihkan haknya kepada pihak lain dengan cara wakaf, berakibat tanah 

tersebut teri embagakan untuk selama-lamanya dan tidak dapat dialihkan 

kepada pihak lain lagi, baik melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan 
sebagainya kecuali ada alasan-alasan hukum yang membolehkannya.

42 Indonesia [4], Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42, LN No. 105 Tahun 2006, TLN No. 4667, Ps. 17 ayat (2).

43 Ibid., Ps. 18 ayat (2).

44 Ibid., Ps. 18 ayat (3).
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2.1.3 Pengaturan Perwakafan

2.1.3.1 Pengertian dan Fungsi Wakaf

Wakaf berasal dari Hukum Islam, yang diberlakukan sebagai 

Hukum Nasional. Negara Indonesia menganut asas Pancasila yang 
memberikan hak kepada rakyatnya untuk melaksanakan kaidah-kaidah yang 
sesuai dengan keyakinan agamanya. Menurut pendapat Akhmad Ashar Bassir, 

dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (2), yang 

menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya dan kepercayaannya itu maka secara yuridis formal 

Hukum Islam berlaku bagi penduduk yang memeluk ajaran Islam.45

Bersumber pada sunnah Rasul, wakaf merupakan suatu shadaqah 

jarriyah yaitu salah satu sumbangan kebaikan yang mengalirkan pahala 

setelah yang bersangkutan meninggal dunia, sebagaimana yang dijelaskan 

dalam sebuah hadits riwayat muslim. Berdasarkan hadits tersebut, agar amal 

seseorang dapat berlangsung terus, ia perlu melakukan shadaqah jariyah yang 

apabila di wujudkan dalam bentuk benda (terutama benda tidak bergerak yaitu 

t?nah) maka sebagaimana yang telah Nabi ajarkan kepada kita, supaya 

eksistensi tanah itu berlangsung terus maka yang disedekahkan atau dibagikan 

kepada umum ialah manfaat (hasil) dari tanahnya.

Perkataan waqf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia 
berasal dari kata keija dalam bahasa Arab waqofa-yaqifu-waqfan yang berarti 

ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, 
mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdi dan 

tetap berdiri.46

Arti kata wakaf dengan demikian menurut istilah berarti menahan 

harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan

45 Dewi Shinta Anggraini, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Fungsi dan Status Tanah Wakaf 
di Indonesia (Studi Kasus Lahan Pemakaman Muslim di Kelurahan Citeurup, Kecamatan Cimahi 
Utara)”, Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2004, hal. 17.

46 Prihartini, o p .c ithal. 108.
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penggunaannya dibolehkan oleh agama dengan maksud mendapatkan 
keridhaan Allah. Walaupun lembaga wakaf ini bersumber dari Hukum Islam, 

namun bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam wakaf sudah meresap 

dalam Hukum Adatnya, dalam arti masyarakat Hukum Adat sudah mengenal 

dan mengetahui lembaga wakaf sebagaimana diatur dalam Hukum Islam.47 

Meresapnya wakaf ke dalam Hukum Adat sebagaimana dikemukakan oleh Ter 

Haar menyebabkan timbulnya berbagai bentuk wakaf di tengah-tengah 
masyarakat seperti wakaf keluarga, wakaf umum, dan lain-lain.

Definisi wakaf dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo. 

Pasal 1 huruf b PMA No. 1 Tahun 1978 ialah perbuatan hukum seseorang atau 

orang-orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta 

kekayaannya berupa tanah milik dan melembag^kannya untuk selama- 

lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum sesuai 

dengan ajaran Islam. Sedangkan definisi wakaf menurut Pasal 1 Undang- 
Undang Wakaf, ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari berbagai definisi yang ada maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa eksistensi benda wakaf haruslah bersifat tetap, artinya 

walaupun faedah harta itu diambil namun tubuh (zat) benda itu masih ada 

selama-lamanya, sedangkan hak kepemilikannya berakhir dan berpindah ke 
tangan Tuhan. Hal ini mengandung arti bahwa wakaf dipersembahkan oleh 

wakif untuk tujuan amal sholeh guna mendapat keridhaan Tuhan. Dengan 

melepaskan harta wakaf tersebut maka harta tersebut menjadi kepunyaan 

Tuhan sehingga tidak dapat dimilikiserta dipindahtangankan kepada siapapun 

dan dengan cara bagaimanapun juga, kecuali dalam hal-hal yang 

diperbolehkan.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar ibadah wakaf menurut 
ajaran Islam, adalah sebagai berikut:

47 Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam, Kompetensi 
Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh, (Bandung: 
Mandar Maju, 1997), hal.63.
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1) Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 245:48
...Barangsiapa yang memberi “pinjaman” kepada Allah berupa 
“pinjaman-pinjaman” yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) 
maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan 
lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan 
(rezeki) dan kepadaNYA-lah kamu dikembalikan;

2) Al Qur’an surat Al Hajj ayat 77:49
...Perbuatlah oleh kamu kebaikan semoga kamu dapat kemenangan;

3) Al Qur’an surat Ali ‘Imran ayat 92:50

...Tidaklah akan tercapai oleh kamu kebaikan, sebelum kamu sanggup 

membelanjakan sebagian daripada barang yang kamu sayangi;

4) Hadits Riwayat Bukhari Muslim:51

Bahwa Umar mendapat tanah di negeri Khaibar, lalu berkata ia kepada 
Rasullullah SAW: Ya Rasulullah, apakah yang akan engkau perintahkan 
kepadaku mengenai tanah itu? Lalu Rasulullah berkata, “Kalau engkau 
mau dapat engkau tahan asal (pokok)-nya, dan engkau bersedekah dengan 
dia”, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya 
tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan;

5) Hadits Riwayat Nasai:52

Dari Ibnu ‘Umar r.a.m ia berkata: ‘Umar pernah berkata kepada Nabi 
saw: bahwa seratus bagian yang menjadi milikku di Khaibar itu adalah 
harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain 
harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkan 
(mewaqafkan)-nya kemudian Nabi saw menjawab, “tahanlah pokoknya 
dan wawafkanlah buah (hasil)-nya”;

48 Abdurrahman, op.cit., hal.7.

49 Ibid.

50 Ibid.

51 Teijemahan Nailul Authar, op.cit., hal. 2003.

52 Ibid., hal.2005.
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6) Hadits Riwayat Jama’ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majjah:53

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabada, “apabila manusia 
meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu 
shodaqoh jariyah, ilmu yang dapat dimanfaatkannya atau anak shaleh yang 
mendoakannya”

Mengenai keutamaan harta wakaf dapat dijelaskan bahwa 
mewakafkan harta benda jauh lebih utama manfaatnya daripada bersedekah 

dan berderma biasa sebab harta wakaf itu kekal dan terus menerus selama 

harta itu masih tetap mengasilkan sebagaimana layaknya dengan cara yang 
produktif.

Fungsi yang diemban oleh wakafnya itu sendiri adalah tidak lain, 

sebagai pengekalan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. 

Sehingga melaluinya, manfaat daripada tanah atau harta benda yang telah 

diwakafkan tersebut dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.3.2 Bentuk dan Macam Wakaf

Menurut Ameer Ali, wakaf dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan,

yaitu:
1) Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda

Wakaf dalam golongan pertama ini dapatlah disamakan dengan apa 

yang disebut oleh Hukum Modem sebagai public trust yang bersifat amal 
atau untuk tujuan kebaikan umum, misalnya sekolah atau rumah sakit;

2) Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin

Wakaf golongan kedua meliputi wakaf keluarga yang dimaksudkan 
untuk kepentingan keluarga yang mendirikan wakaf;

3) Untuk keperluan yang miskin semata-mata

Wakaf golongan ketiga meliputi lembaga-lembaga yang membagi- 

bagikan bahan makanan, bahan pakaian atau bantuan obat-obatan bagi 
mereka yang tidak mampu semata-mata.

53 Ibid., hal.2000.
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Ditinjau dari sudut peruntukkannya, dalam lembaga wakaf dalam 
Hukum Islam, dikenal adanya 2 (dua) istilah yaitu:54

1) Wakaf Ahli, atau dikenal dengan wakaf khusus atau wakaf keluarga karena 

ditujukan khusus bagi orang-orang tertentu, perorangan atau banyak, baik 

dari keluarga wakif ataupun bukan;

2) Wakaf Khairi, atau dikenal dengan wakaf sosial karena diberikan dengan 
tujuan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat secara 
umum, tidak boleh orang-orang tertentu saja.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya di dalam 

Hukum Islam dikenal juga:55
1) Wakaf Syuyu'

Adalah wakaf yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara gotong 

royong, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung) menjadi satu 

untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan dan 
berserikat.

Praktek-praktek wakaf syuyu' ini banyak teijadi dan dilakukan oleh 

masyarakat Indonesia dimana harga tanah sudah semakin mahal, misalnya 

dalam hal pembangunan suatu masjid yang memerlukan lahan atau tanah 

yang cukup luas. Apabila panitia pembangunan masjid tersebut tidak 

memiliki dana yang cukup untuk membeli lahan yang diperlukan dan tidak 

ada orang yang mampu/orang yang mewakafkan tanah seluas tanah yang 
diperlukan maka panitia pembangunan biasanya (apabila tanah yang 

diperlukan sudah ada namun dana untuk pembelian tanah belum 

mencukupi), akan menawarkan kepada masyarakat untuk memberikan 

wakaf semampunya. Dalam arti masyarakat tersebut secara berserikat 

(gotong royong) membeli sisa harga tanah yang belum terbeli (terbayar) 

oleh panitia. Praktek perwakafan ini baik menurut Hukum Islam (Jiqh) 

maupun menurut Hukum Agraria dapat dibenarkan.

54 Hamami, op.cit., hal.66.

55 Ibid., hal 68-69.
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2) Wakaf Muallaq

Adalah suatu wakaf yang dalam pelaksanaannya digantungkan atau 
ikrarnya ditangguhkan pelaksanaannya oleh wakif sampai ia meninggal 

dunia. Dalam arti, bahwa wakaf itu baru berlaku setelah ia meninggal 

dunia.

Untuk wakaf ini dalam prakteknya di masa sekarang, yakni setelah 
masalah perwakafan diatur secara positif melalui Hukum Agraria, sudah 

tidak dibenarkan lagi. Hal tersebut karena menurut Hukum Agraria, suatu 

perwakafan tanah harus berlaku seketika itu juga, yakni setelah wakif 
mengucapkan ikrar wakaf.

2.1.3.3 Rukun dan Syarat Wakaf

Demi kekalnya tujuan yang hendak dicapai dengan perbuatan 

wakaf, ada beberapa unsur/rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut:56
a. Wakif

Yang dimaksud dengan wakif ialah subyek hukum, yakni orang yang 

berbuat. Oleh sistem peraturan perundang-undangan wakif ini 

dirumuskannya dengan “orang atau orang-orang atau badan hukum yang 
mewakafkan tanah miliknya”.

Bagi seseorang atau orang-orang yang hendak mewakafkan tanahnya 

haruslah memenuhi berbagai syarat tertentu. Pemenuhannya itu sendiri 
dimaksudkan untuk menghindari adanya ketidaksahan perbuatan 

hukumnya, baik karena adanya faktor intern seperti cacat atau kurang 

sempurnanya dalam cara berfikir, maupun faktor ekstern seperti karena 

merasa dipaksa oleh orang lain. Pemenuhan berbagai syarat semacam ini, 

juga berlaku bagi perwakafan yang dilakukan oleh suatu badan hukum 

atau yayasan yang bergerak di dalam bidang keagamaan atau sosial, 

dengan menyesuaikan persyaratan seperlunya sesuai dengan persyaratan 
subyek hukum tersebut.
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Adapun syarat yang dimaksud ialah:57
1) Wakif harus mukallaf yakni orang atau orang-orang yang dianggap 

mampu untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Dengan kata lain, 

ia oleh hukum tidak dilarang untuk melakukan perbuatan hukum. 

Sehingga apabila ternyata perbuatan wakaf dilakukan oleh orang-orang 

yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, maka perbuatan 

wakafnya dianggap tidak sah.
2) Dalam pelaksanaan perwakafannya itu sendiri haruslah atas dasar 

kehendak sendiri. Yakni kehendak dan kemauan yang ikhlas, tanpa 

disertai adanya suatu paksaan dan/atau ancaman dari pihak luar. 

Apabila tidak terpenuhi, maka wakafnya tidak sah.

3) Wakif harus dapat mewakafkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, suatu 

perwakafan adalah sah dan dapat dilaksanakan apabila w akif 

mempunyai kecakapan untuk melakukan tabarru yaitu melepaskan hak 

milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Orang dapat dikatakan 

mempunyai kecakapan tabarru dalam hal perwakafan apabila orang 

tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal 

sehat, baligh dan rasyid. Kemampuan melakukan tabarru dalam 

perbuatan wakaf sangat penting karena wakaf merupakan pelepasan 

benda dari pemiliknya untuk kepentingan umum. Oleh karenanya 

syarat wakif yang paling penting ialah kecakapan bertindak, telah dapat 

mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan 
merupakan pemilik dari harta yang diwakafkan tersebut. Mengenai 

kecakapan bertindak ada dua istilah, baligh dititikberatkan pada umur, 

dalam hal ini umumnya ulama berpendapat 15 tahun. Sedangkan 
rasyid dititikberatkan pada kesempurnaan cara berpikirnya, yaitu 

haruslah orang-orang yang cerdas atau matang dalam bertindak. 

Ketentuan mengenai wakif dalam Undang-Undang Wakaf diatur dalam

Pasal 7-8. Wakif dapat meliputi perseorangan, organisasi atau badan 

hukum. Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila
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memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan 
perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif Organisasi 

hanya dapat melakukan wakaf apabila harta benda wakaf milik Organisasi 

sesuai dengan anggaran dasar Organisasi yang bersangkutan. Sedangkan 

bagi wakif Badan Hukum ialah apabila mewakafkan harta benda wakaf 
milik Badan Hukum sesuai dengan anggaran dasar Badan Hukum yang 
bersangkutan.

b. Mauquf Bih

Yakni harta kekayaan yang diwakafkan itu sendiri. Agar harta yang 

diwakafkan sah maka harta benda yang diwakafkan itu harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu sebagai berikut:58

1) Benda yang diwakafkan harus mutaqawwim dan iaqar

Yang dimaksud dengan mutaqawwim adalah barang yang dimiliki 
oleh seseorang dan atas barang yang dimiliki tersebut boleh 

dimanfaatkan menurut syariat Islam dalam keadaan apapun, misal 

kitab dan barang-barang tidak bergerak. Di samping itu benda tersebut 

juga harus ‘aqar yaitu benda tidak bergerak dan dapat diambil 

manfaatnya. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Wakaf, wakif 

juga dapat mewakafkan benda-benda bergerak (baik berwujud maupun 

tidak berwujud). Benda bergerak meliputi benda bergerak selain uang 
dan benda bergerak berupa uang.

Manfaat suatu benda saja tidak bisa diwakafkan oleh karena 

maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh mauquf alaih dan 
pahala bagi wakif Untuk itu zat wakaf harus tetap dan dapat 

dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama serta tidak habis dipakai. 

Selain itu tidak sah pula harta yang diwakafkan untuk hal-hal yang 

tidak dihalalkan menurut ajaran Islam, misalnya untuk alat-alat 

peijudian. Dari syarat-syarat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

harta yang diwakafkan harus mempunyai nilai ekonomis, halal, tetap 
zatnya dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus.

58 Prihartini, o p .c ithal. 112-115.
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2) Benda yang diwakafkan harus jelas wujud dan batas-batasnya
Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan 

permasalahan yang mungkin teijadi di kemudian hari setelah harta 

tersebut diwakafkan. Dengan kata lain bertujuan untuk menjamin 

kepastian hukum dan kepastian hak bagi mustahiq (orang yang berhak 

untuk menerimanya) untuk memanfaatkan benda wakaf tersebut.

3) Harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan w akif secara 

sempurna, artinya bebas dari segala beban.

4) Benda yang diwakafkan harus kekal

Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa zat benda yang 

diwakafkan harus kekal. Namun Imam Malik dan Golongan Syi’ah 

Imamiah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. 

Sedangkan golongan Hanafiyyah mensyaratkan bahwa harta yang 

diwakafkan zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat 

dimanfaatkan secara terus menerus. Mereka berpendapat demikian 

karena pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda- 

benda tidak bergerak. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah benda 

bergerak hanya dapat diwakafkan dalam beberapa hal:59 

Pertama, keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak 
dimana ada 2 (dua) macam:

a) Benda tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat 

dan tetap. Misalnya bangunan dan pohon. Menurut Ulama 

Hanafiyyah, bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang 

bergantung pada benda tidak bergerak;

b) Benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak 

bergerak seperti alat untuk membajak, kerbau yang dipergunakan 

untuk bekeija.

Kedua, kebolehan wakaf benda bergerak berdasarkan asas yang 

memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang

59 Muhammad Abu Zahrah, Mudhadarat f i  al-Waqf, (Kairo: Dar al-Fikri al Araby, 1971),
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dipergunakan untuk berperang. Ketiga, wakaf benda bergerak itu 
mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf.

Dari pendapat di atas dapat dengan jelas diketahui bahwa para 

ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa syarat benda yang diwakafkan 

adalah benda-benda tidak bergerak, hanya benda-banda bergerak 

tertentu saja yang boleh diwakafkan yakni benda-benda yang 
memenuhi syarat di atas dan yang sudah pernah diwakafkan oleh para 

sahabat. Dengan demikian jelas bahwa ulama Hanafiyyah 
memperbolehkan wakaf uang.60

Diperbolehkannya mewakafkan benda-benda bergerak seperti uang 
dan benda bergerak selain uang sebagaimana yang kini diperbolehkan 
dalam Undang-Undang Wakaf sangatlah penting untuk 

mengembangkan benda-benda tidak bergerak. Untuk itu perumusan 

mengenai benda yang boleh diwakafkan serta jangka waktunya sangat 

diperlukan, terutama di Negara-negara yang wakafnya belum 
berkembang dengan baik seperti Indonesia.

c. M auquf Alaih
Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah yang berhak menerima 

wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan 

diperbolehkan oleh syari’at Islam. Syarat mauquf alaih adalah qurbat atau 
pendekatan diri kepada Allah. Seperti yang telah diketahui bahwa wakaf 

adalah perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 
Oleh karenanya yang menjadi obyek atau tujuan wakaf (mauquf alaih)-nya. 

haruslah obyek kebajikan yang termasuk dalam bidang qurbat kepada 

Allah.
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d. Shighat atau ikrar
Yaitu suatu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda

miliknya.61 Pengucapannya harus memenuhi berbagai syarat, yakni:

1) Ikrar harus jelas dan tegas kepada siapa (nadzir) dan untuk apa benda 

tersebut diwakafkan. Oleh karena itu apabila dalam mewakafkan w akif 
berikrar tanpa menyebutkan untuk siapa dan untuk keperluan apa, 

maka wakaf tidak sah;
2) Pengucapannya harus dilakukan di hadapan PPAIW (jika tanah, 

PPAIW di kecamatan letak tanah berada). Selain diucapkan secara 

lisan juga harus dituangkan ke dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf 

(AIW)/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Apabila w akif 
tidak dapat menghadap langsung, ia dapat membuat ikrar secara 

tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota setempat dan selanjutnya ikrar tersebut dibacakan 

oleh kuasa wafa/kepada nadzir di hadapan PPAIW;

3) Pengucapan dan penuangannya dalam AIW/APAIW harus disaksikan 

oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Syarat saksi adalah 
beragama Islam, adil, laki-laki serta aqil baligh;

4) Dalam pengucapan ikrarnya harus berlaku seketika itu jaga, tanpa 

digantungkan dengan terjadinya sesuatu peristiwa yang akan datang 

(bersifat tunai). Dengan demikian benda yang telah diikrarkan saat itu 

juga telah diberlakukan/berstatus sebagai benda wakaf. Hal ini 

mengingat bahwa dengan adanya ikrar wakaf berakibat lepasnya hak 
seketika itu juga setelah wakif mengucapkan ikrar wakaf. Berbeda jika 

suatu wakaf digantungkan kepada kematian seseorang (wakaf muallaq) 

maka dalam hal ini fiqh  memandangnya sebagai perbuatan wasiat. 

Wakaf baru dipandang teijadi setelah wakif meninggal dunia dan 

hanya dapat dilaksanakan sebatas sepertiga bagian. Apabila wakaf ini 

melebihi sepertiga harta peninggalan, kelebihannya dapat dilaksanakan

61 Indonesia [2], op.cit., Ps. 1 ayat (3) jo. Indonesia [5], Peraturan Menteri Agama 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 
Milik, PMANo. 1 tahun 1978, Ps. 1 huruf d.
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sebagai wakaf jika ahli warisnya mengizinkan. Praktek wakaf 
semacam ini tidak dianut di Indonesia;

5) Tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu syarat apapun. Misalnya “saya 

wakafkan tanah ini dengan syarat apabila suatu saat keturunan saya 

membutuhkankannya maka wakaf ini boleh ditarik kembali”. Namun 

fiqh  Islam mengenal adanya kebolehan pernyataan syarat-syarat 
penggunaan wakaf selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, 
misalnya sesorang mewakafkan tanah untuk mendirikan sebuah 

Pondok Pesantren khusus untuk putri. Syarat seperti ini harus 
dihormati karena tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Lain 

halnya apabila seseorang mewakafkan tanahnya untuk didirikan 

sebuah masjid namun hanya boleh dipergunakan oleh masyarakat atau 

golongan-golongan tertentu saja. Dalam keadaan demikian, wakaf 
tetap sah namun syaratnya tidak perlu diperhatikan (syaratnya batal) 

karena bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu wakaf juga harus 
dibebaskan dari segala macam imbalan;

2.1.4 Pengelolaan Benda Wakaf oleh Nadzir

Nadzir berasal dari kata keija Bahasa Arab nadzara-yandzuru- 

nadzran yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. 
Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi 

tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia 

dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas 

untuk memelihara dan mengurus benda wakaf, dengan demikian nadzir berarti 
orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, 

memelihara dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak 

menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta 

itu tumbuh dengan baik dan kekal.62

62 Prihartini, o p .c ithal. 117.
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Dari pengertian nadzir yang telah dikemukakan, tampak bahwa 
dalam perwakafan, nadzir memegang peranan yang sangat penting. Agar benda 

wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus 

menerus maka benda wakaf tersebut harus dijaga, dipelihara dan jika 

memungkinkan dikembangkan. Apabila dilihat dari tugas nadzir dimana ia 
berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari 
benda yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas 
bahwa berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan bergantung pada nadzir yang 

bersangkutan.63

Menurut Mustafa Syalabi, penunjukan wakif pada dirinya sendiri 

untuk mengurus wakaf tidak dapat disebut nadzir namun keabsahan wakaf juga 

tidak bergantung pada penunjukkan nadzir, baik pada diri sendiri maupun pada 

orang lain.64 Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah 

satu rukun wakaf namun para ulama sependapat bahwa wakif harus menunjuk 

nadzir wakaf (pengawas wakaf) baik nadzir tersebut wakif sendiri ataupun atas 

mauquf alaih-nya..65 Pengangkatan nadzir ini ditujukan agar benda wakaf tetap 

teijaga dan terurus sehingga benda yang telah diwakafkan tidak sia-sia.

Pada umumnya para ulama membahas nadzir yakni dari segi:

2.1.4.1 Bentuk-Bentuk Nadzir

Menurut golongan Hanafiyyah penunjukan nadzir adalah hak 

wakif Wakif bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai nadzir atau tidak. Jika 

wakif tidak mengangkat dirinya atau orang lain untuk menjadi nadzir maka 

yang berhak menunjuk nadzir adalah orang yang diberi wasiat (jika ada) dan 

jika tidak ada maka yang berhak menunjuk nadzir wakaf adalah Hakim. 

Nadzir boleh lebih dari satu orang.

63 Ibid.

64 Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Riyad: Maktabah al-Riyad), juz V, hal.646.

65 Prihartini, op.cit., hal. 117.
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Menurut golongan Hanafiyyah, jika nadzir lebih dari satu, mereka 
akan menjaga harta wakaf tersebut bersama-sama dan tidak dibenarkan salah 

seorang d i antaranya membelanjakan harta tersebut dengan bebas.66 Abdul 

Wahab Khallaf juga menyebutkan bahwa menurut Abu Yusuf orang yang 

paling berhak menentukan nadzir adalah wakif, dengan alasan bahwa wakif 
tentunya berharap agar harta yang diwakafkan itu bermanfaat terus menerus. 

Dengan demikian dialah sebenarnya yang paling mengetahui orang yang 
mampu mengurus dan memelihara harta yang diwakafkan.

Wewenang Hakim untuk mengangkat nadzir kemudian diikuti oleh 
beberapa negara yang mempraktekkan perwakafan, misalnya Indonesia. 

Pengangkatan nadzir yang dilakukan oleh Hakim pada umumnya berdasarkan 

pertimbangan bahwa pengawasan terhadap nadzir akan lebih mudah.

Sekarang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang 
Wakaf, nadzir meliputi perseorangan, Organisasi atau Badan Hukum,

a. Nadzir Perseorangan
Nadzir Perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi 

persyaratan menurut undang-undang. Nadzir wajib didaftarkan pada 

Menteri dan BWI melalui KUA setempat. Dalam hal tidak terdapat KUA 

maka pendaftaran nadzir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor 
Departemen Agama atau perwakilan BWI di Propinsi/Kabupaten/Kota. 

BWI kemudian akan menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadzir. Nadzir 

Perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri paling sedikit 
tiga orang. Salah seorang diantaranya diangkat menjadi ketua dan salah 

seorang nadzir harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf 

berada. Nadzir berhenti dari kedudukannya apabila ia meninggal dunia, 

berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI.

66 Dalam perkembangannya, nadzir wakaf terdiri dari kelompok orang bahkan ada yang 
berbentuk Badan Hukum. Hal ini disebabkan nadzir yang terdiri dari kelompok orang ini 
umumnya dapat mengembangkan wakaf dengan baik, baik dari segi pengawasan manpnn 
pengelolaan wakaf tersebut. Antara lain dapat menghindari teijadinya manipulasi atas harta wakaf 
oleh perorangan, menghindari perselisihan di kemudian hari dan memudahkan koordinasi serta 
bimbingan bagi nadzir. Apalagi jika wakaf itu dikelola oleh pemerintah dengan membentuk badan 
pengelola wakaf tersendiri seperti di Mesir, Saudi Arabia, Yordania dan lain-lain.

L
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Namun' berhentinya salah seorang nadzir Perseorangan tidak 
mengakibatkan berhentinya nadzir perseorangan lainnya.67

Apabila diantara nadzir Perseorangan berhenti dari kedudukannya, 

nadzir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk 

selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak 

tanggal berhentinya nadzir Perseorangan dan pengganti nadzir akan 

ditetapkan oleh BWI. Apabila tidak terdapat KUA setempat maka laporan 

tersebut dilakukan nadzir meialui KUA, Kantor Departemen Agama atau 

Perwakilan BWI di Propinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam hal 

berhentinya nadzir untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf 

dalam jangka waktu tidak terbatas maka nadzir yang ada memberitahukan 

kepada wakif apabila wakif sudah meninggal dunia. Nadzir yang dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan 

tugasnya, Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul w akif 

atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian 
dan penggantian nadzir f*

b. Nadzir Organisasi

Nadzir Organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui 

KUA setempat. Dalam hal tidak terdapat KUA maka pendaftaran nadzir 

dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama atau 

perwakilan BWI di Propinsi/Kabupaten/Kota.

Nadzir Organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang 

sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:69

1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan;

2) Salah seorang pengurus harus berdomisili di Kabupaten/Kota letak 

benda wakaf berada;

3) Memiliki:

67 Indonesia [4], op.cit., Ps. 5.

68/&«/., Ps.6.
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a) Salinan Akta Notaris tentang pendirian dan Anggaran Dasar;
b) Daftar Susunan Pengurus;

c) Anggaran Rumah Tangga;

d) Program Kerja dalam pengembangan wakaf;

e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari 

kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi;
f) Surat Pernyataan bersedia untuk di audit.

Persyaratan dalam point 3, harus dilampirkan pada permohonan 

pendaftaran. Pendaftaran dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Nadzir Organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan. Apabila salah seorang 

nadzir yang diangkat meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan 
tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir maka nadzir yang 

bersangkutan harus diganti. Organisasi yang bersangkutan kemudian harus 

melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling 
lambat 30 (tigapuluh) hari sejak kejadian tersebut.

Nadzir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak 

melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan 

peruntukan yang tercantum dalam AIW maka pengurus pusat organisasi 

bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI. 
Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban 

sebagaimana dimaksud tersebut, nadzir Organisasi dapat diberhentikan 

dan diganti hak ke-nadziran-nya. oleh BWI dengan memperhatikan saran 

dan pertimbangan MUI setempat. Apabila nadzir Organisasi dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun sejak dibuatnya AIW tidak melaksanakan tugasnya 

maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau 

ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan 

penggantian nadzir.
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c. Nadzir Badan Hukum
Nadzir yang berbentuk Badan Hukum ini adalah suatu bentuk 

perkumpulan orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi yang 

oleh hukum diperlakukan seperti halnya seorang manusia, sebagai 

pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban70, yang penunaiannya itu 

sendiri diwakili oleh para pengurusnya. Nadzir Badan Hukum wajib 
didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat. Dalam hal 

tidak terdapat KUA, pendaftaran nadzir dilakukan melalui KUA terdekat, 

Kantor Departemen Agama atau perwakilan BWI di 

Propinsi/Kabupaten/Kota.

Nadzir Badan Hukum yang melaksanakan pendaftaran harus 
memenuhi persyaratan:71

1) Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan dan/atau keagamaan islam;

2) Pengurus Badan Hukum harus memenuhi persyaratan nadzir 
perseorangan;

3) Salah seorang pengurus Badan Hukum harus berdomisili di 

Kabupaten/Kota benda wakaf berada;
4) Memiliki:

a) Salinan Akta Notaris tentang pendirian dan Anggaran Dasar Badan 

Hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;

b) Daftar Susunan Pengurus;
c) Anggaran Rumah Tangga;
d) Program Keija dalam pengembangan wakaf;

e) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau 

yang merupakan kekayaan badan hukum;

f) Surat Pernyataan bersedia untuk di audit.

Persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut di atas, harus dilampirkan 

pada permohonan pendaftaran.

70 R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980),
hal.15.

71 Indonesia [4], op.cit., Ps. 11 ayat (3).
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Nadzir perwakilan daerah dari suatu Badan Hukum yang tidak 
melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai peruntukan yang 

tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf maka pengurus pusat Badan Hukum 

bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWL 

Dalam hal pengurus pusat Badan Hukum tidak dapat menjalankan 
kewajiban sebagaimana tersebut di atas maka nadzir Badan Hukum dapat 
diberhentikan dan diganti hak ke-nadziran-nya. oleh BWI dengan 

memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat. Apabila nadzir 

Badan Hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibuatnya AIW 

tidak melaksanakan tugasnya maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri 

maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada 
B WI untuk pemberhentian dan penggantian nadzir.n

2.1.4.2 Syarat-Syarat Nadzir

1) Nadzir Perseorangan:

1) Warga Negara Indonesia;

2) Beragama Islam;

3) Dewasa;
4) Amanah;
5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan

6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

b. Nadzir Organisasi:

1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir 
perseorangan;

2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan/atau 
keagamaan Islam.

72 I b i d Ps.12.
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c. Nadzir Badan Hukum:
1) Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

nadzir perseorangan;

2) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; dan

3) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, 
pendidikan dan/atau keagamaan Islam.

2.1.4.3 Kedudukan, Kewajiban dan Hak Nadzir

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan 

mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. 

Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan sehingga 

berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan bagi mauquf alaih sangat tergantung 

pada nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak berguli bahwa nadzir 

mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta/benda yang diamanatkan 

kepadanya. Kekuasaan nadzir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk 

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Ia tidak 

boleh menjual, menggadaikan harta wakaf kecuali diizinkan.

Tugas-tugas nadzir apabila lebih diperinci yaitu antara lain 

melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan 
peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta 

melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.73 Sehubungan dengan tugas-tugas 
nadzir, ia wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI 

mengenai kegiatan perwakafan.74 Di dalam pengelolaan benda wakaf, ia bisa 

menyewakan benda wakaf tersebut. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa 

dalam pengelolaan benda wakaf tentu saja memerlukan biaya dan biaya itu 

dapat diambil dari benda wakaf yang bersangkutan atau diambil dari sumber

73 Ibid., Ps. 13 ayat (1).

74 Ibid., Ps. 13 ayat (2).
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lainnya. Mengenai sumber pembiayaan ini bergantung pada persyaratan yang 
d i kemukakan oleh wakif. Masa bakti nadzir adalah 5 (lima) tahun dan dapat 

diangkat kembali. Pengangkatan kembali nadzir dilakukan oleh BWI dengan 

syarat apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik 

dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan 
perundang-undangan.

Adapun hak-hak yang dipunyai oleh nadzir ialah ia dapat 
menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta 

benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).75 Serta 
berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jumlah dan jenisnya 

ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran MUI kecamatan dan KUA 
kecamatan setempat.76

2.1.5 Pelaksanaan Perwakafan

Seperti yang telah disinggung pada sub bab terdahulu, wakaf sebagai 
suatu instansi keagamaan sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi. 

Wakaf dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan dari rasa iman yang mantap 

dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia77 Sehingga ia merupakan 

salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hablum minallah (hubungan 

dengan Tuhan YME) dan hablum minannas (hubungan dengan sesama 
manusia).

Oleh karena wakaf merupakan perwujudan hablum minannas, maka 

bagi orang pribadi ataupun kolektif (keluarga) maupun Badan Hukum, apabila 

bermaksud hendak mewakafkan harta bendanya maka ia tidak dapat sekehendak 

hati saat itu juga dapat mewujudkan kehendaknya melainkan untuk mewujudkan 

keinginannya tersebut ia harus terlebih dahulu menempuh proses sesuai dengan

75 Indonesia [3], op.cit., Ps. 12.

76 Indonesia [6], Kompilasi Hukum Islam, Ps. 222.

77 Satria Efendi, M. Zein, Analisa Yuriprudensi tentang Perwakafan (Ikrar Wakaf), 
Dalam Yurisprudensi (Peradilan Agama) dan Analisa, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan 
Agama, 1995), hal.733.
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari proses 
persiapan sampai kepada pelaksanaan ikrar wakafnya itu sendiri.

2.1.5.1 Persiapan Pelaksanaan Perwakafan

Persyaratan-persyaratan administrasi atas harta benda wakaf yang

diperlukan untuk diserahkan kepada PPAIW ialah:

a. Surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf

Untuk perwakafan atas benda-benda tidak bergerak, diperlukan 

sertipikat hak atas tanah atau sertipikat satuan rumah susun yang 

bersangkutan. Apabila sertipikat tersebut belum dipunyainya maka dapat 
diganti dengan tanda bukti pemilikan lainnya atas tanah seperti petuk, 

girik, ketikir dan semacamnya. Sedangkan untuk benda bergerak selain 

uang wajib pula mempunyai bukti pemilikan benda bergerak selain uang 

tersebut. Persyaratan mana diperlukan untuk dapat membuktikan bahwa 

yang akan diwakafkan adalah benar-benar miliknya.

b. Surat Keterangan tidak dalam sengketa dan pembebanan

Surat Keterangan ini diperlukan guna memberikan kejelasan bahwa 

tanah yang akan diwakafkan betul-betul bebas untuk dialih-hakkan kepada 

pihak lain, karena tidak terikat oleh suatu sitaan (tersangkut dalam 

sengketa) akibat adanya pembebanan tertentu. Dengan demikian berarti 
pelaksanaan wakaf dijamin keamanannya dari gangguan-gangguan yang 

dapat mengancam keberadaannya.

Surat keterangan ini harus dimintakan oleh calon w akif kepada Kepala 

Desa atau Lurah (sejenisnya) yang mewilayahi tanah yang akan 

diwakafkan. Juga harus diperkuat oleh Camat setempat. Hal-hal tersebut 

dimungkinkan karena dialah sebagai pejabat yang terdekat dengan 

rakyatnya dimana setiap persoalan berada dalam pengurusannya, sehingga 

ia tahu persis akan setiap perkembangan tanah yang berada di dalam 

daerah yurisdiksinya.
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c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

Yang dimaksud ialah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diatur 

oleh peraturan perundangan yang berlaku.

d. Surat Izin Bupati/Walikotamadya

Dalam prakteknya wewenangnya di delegasikan kepada Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Surat ini dibutuhkan guna 

mengetahui sejauh manakah keadaan tanah yang akan diwakafkan di masa 

yang akan datang. Apakah termasuk dalam rencana pemerintah untuk 

dipergunakan sebagai kepentingan pembangunan seperti untuk gedung- 

gedung pemerintah atau terlewati oleh pembangunan jalan-jalan baru dan 

sebagainya.

Apabila ternyata tanah tersebut sudah termasuk dalam rencana 
pemerintah seperti dalam contoh tersebut di atas maka Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota atas nama Bupati atau Walikotamadya tidak 

akan mengizinkannya dan menganjurkan supaya tanah lain yang 
diwakafkan. Larangan ini dimaksudkan semata-mata agar tanah wakaf 

tersebut tidak diganggu gugat nantinya sehingga keadaannya tetap aman. 

Dengan kata lain, tanah-tanah yang akan diwakafkan juga tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan Pemerintah.

Termasuk pula dalam tahap persiapan adalah menghubungi para 
saksi (minimal dua orang) yang akan dibawa oleh calon wafdf. Para saksi 
dimaksud sebaiknya dipilih dari mereka yang dalam pandangan kehidupan 

masyarakat sehari-hari dapat dipercayai kesalahan dan kebaikannya, misalnya 

Kyai, Pemuka Masyarakat, Imam Masjid, Ustadz. Dalam Undang-Undang 

Wakaf, syarat-syarat saksi diatur dalam Pasal 20, yaitu dewasa, beragama 

Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Selain 

itu, calon w akif juga, harus menghubungi nadzir yang hendak diserahi amanat 

guna pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf tersebut.
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2.1.5.2 Tata Cara Pelaksanaan Perwakafan

Setelah semua syarat-syarat administrasi untuk mewakafkan telah 

terpenuhi, selanjutnya calon wakif bersama-sama dengan nadzir serta para 

saksi yang telah dihubungi harus datang menghadap dan menemui Kepala 

KUA kecamatan setempat sebagai PPAIW untuk menyampaikan maksud dan 
kehendaknya, yaitu hendak melaksanakan ikrar wakaf. Ikrar wakaf ini 

nantinya akan dituangkan daiam bentuk AIW.

PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah 

Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. PPAIW 

harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat 

lain yang ditunjuk oleh Menteri. Sedangkan PPAIW harta benda wakaf 

bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.78 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1-3) ini tidak meuwtup 

kesempatan bagi wakif untuk membuat P\W di hadapan Notaris. Persyaratan 

Notaris sebagai W  AIW ditetapkan oleh Menteri.

Sebelum dilaksanakan ikrar wakaf, PPAIW yang bersangkutan 
berkewajiban memeriksa terlebih dahulu terhadap kehendak wakif. 
Pemeriksaan yang dimaksud menyangkut hal-hal:

a. Latar belakang maksud dan kehendak calon wakif dalam arti apakah 

kehendak dan maksud calon wakif tersebut betul-betul ikhlas atas kemauan 
sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;

b. Keadaan tanah yang hendak diwakafkan, apakah tanah tersebut merupakan 

tanah milik dari yang bersangkutan dan terlepas dari pembebanan apapun 
juga.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan penelitian 

atas syarat-syarat administrasi yang telah diserahkan calon wtfA://'kepadanya.

Tidak terlepas dari kewajiban PPAIW adalah memeriksa para saksi 

yang telah diajukan oleh calon wakif apakah telah memenuhi persyaratan

78 Indonesia [4], op.cit., Ps 37 ayat (1), (2), (3).
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selain itu ia juga wajib memeriksa nadzir yang ditunjuk atau dibawa oleh 
calon wakif. Apabila nadzir belum didaftarkan maka setelah nadzir tersebut 

dinilai oleh PPAIW telah memenuhi persyaratan, harus segera didaftarkan.

Setelah PPAIW menilai semua persyaratan telah terpenuhi 

sehingga tidak ada halangan hukum untuk dilaksanakannya suatu perwakafan 

maka PPAIW mempersilahkan calon wakif untuk mengucapkan ikrar wakaf 
kepada nadzir yang bersangkutan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang 
saksi.79 Ikrar wakaf itu sendiri dapat dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan.80 

Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak 
dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan 

oleh hukum, wakif dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan 

persetujuan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan selanjutnya ikrar 
itu dibacakan oleh kuasa wakif dengan surat kuasa kepada nadzir, dihadapan 
PPAIW, yang diperkuat oleh dua orang saksi.81

Pengucapan/pernyataan ikrar wakaf harus mencakup:
a. Nama dan identitas wakif,
b. Pernyataan kehendak;

c. Identitas harta benda yang akan diwakafkan;

d. Tujuan yang diinginkan;
e. Nadzir beserta identitasnya; dan

f. Saksi-saksi.

Pernyataan kehendak wakif (ikrar wakaf) tersebut di atas dapat dalam bentuk 
wakaf khairi atau wakaf ahli. Wakaf ahli diperuntukan bagi kesejahteraan 
umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif. 
Dan dalam hal sesama kerabat ahli tidak ada lagi karena telah meninggal 

dunia, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi 
yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

79 Indonesia [3], o p .c itPs. 17 ayat (1).

80 Indonesia [3], Ibid., Ps. 17 ayat (2).

81 Ibid., Ps. 18.
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Setelah pernyataan kehendak wakif dalam bentuk ikrar wakaf 
dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan maka demi untuk memperoleh bukti 

autentik, yang akan dipergunakan bagi keperluan pendaftaran pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota serta untuk keperluan penyelesaian sengketa yang 

mungkin saja tegadi di kemudian hari maka PPAIW segera menuangkan ikrar 
wakaf tersebut ke dalam AIW sesuai dengan jenis harta benda yang 
diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf dengan dihadiri oleh 

nadzir, mauquf alaih dan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Kehadiran 

nadzir dan mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda 

bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nadzir 

dan/atau mauquf alaih. Dalam hal mauquf alaih adalah masyarakat luas 

(publik), kehadiran mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf tidak 

disyaratkan. Ikrar wakaf kepada nadzir di hadapan PPAIW, diterima oleh 

mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh nadzir untuk keentingan 
mauquf alaih.

AIW harus mencakup:82
a. Nama dan identitas wakif ,
b. Nama dan identitas nadzir;

c. Data dan keterangan harta benda wakaf;

d. Peruntukan harta benda wakaf;

e. Jangka waktu wakaf.

Dalam hal wakif adalah Organisasi atau Badan Hukum, nama dan identitas 

wakif yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus Organisasi atau 

direksi Badan Hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Anggaran 

Dasar masing-masing. Sedangkan dalam hal nadzir adalah Organisasi atau 

Badan Hukum, maka nama dan identitas nadzir yang dicantumkan dalam akta 

adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus Organisasi atau Badan Hukum 

yang bersangkutan bersangkutan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 

masing-masing.83 AIW yang telah ditandatangani oleh wakif nadzir, dua orang

82 Indonesia [4], op.cit., Ps. 32 ayat (4).

83 Ibid., Ps. 32 ayat (5), (6).
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saksi, dan/atau mauquf alaih (tanda tangan mauquh alaih dicantumkan dalam 
AI W, dalam hal wakif menentukan secara khusus mauquh alaih) disahkan 
oleh PPAIW.

PPAIW segera membuat AIW rangkap 4 dengan materai menurut 

ketentuan yang berlaku dan selanjutnya, selambat-lambatnya 1 bulan dibuat 
ikrar wakaf, tiap-tiap lembar harus telah dikirim dengan pengaturan dan 
pendistribusian sebagai berikut:

1) Lembar 1: disimpan oleh PPAIW

2) Lembar 2: lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor
Sub Direktorat Agraria setempat

3) Lembar 3: untuk Pengadilan Agama setempat

Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh wafa/kepada nadzir dengan 
membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan 

AIW/APAIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf. Dalam berita 
acara serah terima harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda 
wakaf yang ditandatangani oleh w a kif dan nadzir.M

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan 

perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk dan 2 (dua) 

orang saksi serta surat asli wakaf tidak mungkin dibuat karena wakif sudah 

meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya maka dibuat Akta 
Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Mengenai APAIW, dibuat berdasarkan permohonan masyarakat atau 

dua orang saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf dan mendengar 
perbuatan wakaf. Permohonan tersebut harus dikuatkan dengan adanya 

petunjuk tentang keberadaan benda wakaf. Apabila tidak ada orang yang 

memohon pembuatan APAIW maka Kepala Desa tempat benda berada wajib 

meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.85

84 Ibid., Ps. 36.

85 Ibid., Ps. 35 ayat (1), (2), (3).
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Atas penerbitan AIW/APAIW sebagaimana tersebut di atas, PPAIW 
yang bersangkutan harus membuat salinannya dan kemudian disampaikan 
kepada:86

a. Wakif;

b. Nadzir;
c. Mauquf alaih;

d. Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah;
e. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak 

bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh PPAIW ialah mencatat dalam 

Daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya bersama aktanya dengan baik.

Telah selesainya pengikraran wakaf dan penuangannya ke dalam 

AIW/APAIW dan salinannya maka berarti perbuatan mewakafkan tersebut 

telah dianggap sah dan mempunyai bukti autentik. Tindakan selanjutnya untuk 

lebih memperkuat bukti autentik yang telah ada, yaitu dengan 

mendaftarkannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat 

(dahulu Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota). PPAIW atas nama 

nadzir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya 

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka 

pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 

30 (tigapuluh) hari sejak penandatanganan APAIW87 sedangkan untuk AIW, 
paling lambat 7 (tujuh) hari hari keija sejak ATW ditandatangani.88

86 Ibid., Ps. 34 huruf e.

87 Ibid., Ps. 35 ayat (4)

88 Indonesia [3], op.cit., Ps. 32.
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2.1.6 Pendaftaran dan Pencatatan Perwakafan Tanah

2.1.6.1 Pendaftaran Perwakafan Tanah

Berdasarkan ketentuan perwakafan yang terdahulu yaitu PMDN No. 6 
Tahun 1977, semua tanah yang telah diwakafkan dan telah dibuatkan AIW- 

nya harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat 
untuk memperoleh sertipikat wakaf. Kewajiban untuk mengajukan 

pendaftaran ini dilakukan oleh PPAIW atas nama nadzir. Permohonan bagi 

pendaftaran perwakafannya harus disampaikan oleh PPAIW selambat- 

lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar 
Wakaf.89

Permohonan pendaftaran perwakafan tanah-tanah milik yang belum 

terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau belum ada serdpikatnya 

maka dapat dilakukan bersama-sama dengan permohonan haknya menurut 
ketentuan pendaftaran tanah. Sedangkan jika suatu bidang tanah akan 
diwakafkan sebagian maka oleh calon wakif terhadap bidang tanah tersebut 
harus dilakukan pemisahan terdahulu atas bagian-bagian yang tidak 

diwakafkan dan bagian yang akan diwakafkan kemudian pada masing-masing 

bagian bidang tanah tersebut dibuatkan buku tanah dan sertipikatnya atas 

nama calon wakif.
Adapun dokumen-dokumen yang harus diserahkan bagi keperluan 

pendaftaran adalah sebagai berikut:90

a. Sertipikat tanah yang bersangkutan;

b. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat;

c. Surat pengesahan dari KUA Kecamatan setempat mengenai nadzir yang 

bersangkutan.

89 Indonesia [71, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Pendaftaran Tanah 
Mengenai Perwakafan Tanah Milik. PMDN No. 6 Tahun 1977, Ps. 3.

90 Ibid.y Ps. 6 ayat (1).
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Dalam hal bidang tanah milik yang diwakafkan tersebut belum 

terdaftar atau belum ada sertipikatnya maka harus diserahkan:91

a. Surat permohonan konversi/penegasan haknya;

b. Surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainnya 

yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan 

pendaftaran haknya;

c. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW setempat;
d. Surat pengesahan dari KUA Kecamatan setempat mengenai nadzir yang 

bersangkutan.

Ketentuan yang kini berlaku sejak berlakunya Undang-Undang W akaf 

dalam hal pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah, 

dilaksanakan oleh PPAIW berdasarkan AIW atau APAIW. Dalam 

permohonan pendaftaran selain diperlukan salinan AIW atau APAIW, 
dilampirkan pula:92

a. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;

b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam 

sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh Kepala 

Desa atau Lurah atau sebutan lain yang setingkat, dan diperkuat oleh 
Camat;

c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi 

pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintahan desa 

atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;

d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertipikat dan 
keputusan pemberian haknya diperlukan iyin pelepasan/peralihan;

91 Ibid., Ps. 6 ayat (2).

92 Indonesia [4], o p .c itPs. 38 ayat (2).
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e. Izin dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik dalam hal Hak Guna 

Bangunan atau Hak Pakai yang diwakafkan di atas Hak pengelolaan atau 
Hak Milik.

Pendaftaran sertipikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau 
APAIW dengan tata cara sebagai berikut:93

a. Terhadap tanah yang sudah berstatus Hak Milik didaftarkan menjadi tanah 
wakaf atas nama nadzir;

b. Terhadap tanah Hak Milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas 

keseluruhan, maka harus dilakukan pemecahan sertipikat Hak Milik 

terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama 

nadzir. Dengan pemisahan tersebut, maka akan terbit dua sertipikat, yang 

keduanya atas nama wafdf. Untuk tanah yang tidak diwakafkan, 

sertipikatnya tetap dipegang dan dikuasai wakif, sedangkan untuk 

sertipikat tanah yang diwakafkan diserahkan kepada PPAIW bersamaan 
dengan pendaftaran perwakafan tanahnya guna penerbitan/perubahan 
sertipikat tanah tersebut menjadi sertipikat tanah wakaf;

c. Terhadap tanah yang belum berstatus Hak Milik yang berasal dari tanah 

milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir;

d. Terhadap Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas 

tanah Negara yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari 
pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah 
wakaf atas nama nadzir;

e. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushola, 
makam di daftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.

Kantor Pertanahan selanjutnya akan menerbitkan bukti pendaftaran tanah 

wakaf. Bukti pendaftaran ini harus disampaikan kepada Pejabat yang 

berwenang di bidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat kemudian 

mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan 
sertipikatnya.

93 Ibid., Ps. 39 ayat (1).
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Adapun tata cara dalam proses penerbitan sertipikat wakaf lama ialah:

1) Nadzir/tunman nadzir, wakiJJtunman wakif masyarakat, Kepala 

Desa/Lurah menghadap Kepala Kantor KUA selaku PPAIW guna 

melaporkan tanah wakaf yang diketahuinya dengan formulir WD,
2) PPAIW meneliti keberadaan tanah wakaf tersebut, dapat diyakini sebagai 

tanah wakaf/bukan dan selanjutnya mengesahkan nadzir,
3) PPAIW membuat APAIW (W3) dan salinannya untuk para pelapor/nadzir

(W3a);
4) PPAIW atas nama nadzir menuju Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, 

dengan membawa permohonan data wakaf dengan formulir W7,

5) Kantor Pertanahan memproses sertipikat tanah wakaf;
6) Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertipikat tanah wakaf kepada 

nadzir dan selanjutnya ditujukan kepada PPAIW untuk dicatat pada 

APAIW (W4a)
Untuk proses sertipikat wakaf bani, dengan tata cara sebagai berikut.
1) Wakif, nadzir dan para saksi menghadap Kepala Kantor KUA selaku 

PPAIW;
2) PPAIW memeriksa persyaratan wakaf dan mengesahkan nadzir,
3) Wakif mengucapkan ikrar wakaf di hadapan saksi-saksi dan PPAIW 

kemudia selanjutnya PPAIW membuat AIW dan salinannya untk

diserahkan kepada Wakif nadzir dan para saksi;
4) PPAIW atas nama nadzir memndaftarkan ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah 

wakaf dengan pengantar formulir W7;
5) Kantor Pertanahan memproses sertipikat tanah wakaf;
6) Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertipikat tanah wakaf kepada 

nadzir dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada 

Daftar Akta Ikrar Wakaf (formulir W4).
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2.1.6.2 Pencatatan Perwakafan Tanah

Setelah surat permohonan pendaftaran tanah wakaf diterima oleh 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan semua 

surat/dokumen yang harus diserahkan sehubungan dengan permohonan 
dimaksud telah dianggap lengkap maka Kepala Kantor Pertanahan mencatat 
tanah wakaf yang bersangkutan pada buku tanah dan sertipikatnya.94

Sehubungan dengan pencatatan ini, hal-hal yang perlu dilakukan 
oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan berdasarkan AIW/APAIW adalah:95

1) Mencoret nama/nama-nama pemegang hak yang lama yaitu wakif;
2) Mencantumkan kata-kata “WAKAF” dengan huruf besar di belakang 

nomor Hak Milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan 
sertipikatnya;

3) Mencantumkan kata-kata:

“Diwakafkan untuk.............. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAJW
Kecamatan..................... Tanggal..........  Nomor.......... ”, pada halaman
tiga kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertipikatnya.

4) Mencantumkan nama-nama nadzir pada halaman tiga kolom nama yang 

berhak dan pemegang hak lainnya dalam buku tanah dan sertipikatnya.

Pengisian kolom-kolom lainnya pada halaman tiga dalam buku tanah dan 

sertipikat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Jika nadzir terdiri dari Perseorangan maka yang ditulis dalam 
buku tanah dan sertipikatnya adalah nama-nama orang dari kelompok tersebut 

disertai kedudukannya Dalam kepengurusan sedangkan jika nadzir merupakan 
Orgamasasi atau Badan Hukum maka yang ditulis adalah nama Organisasi 

atau Badan Hukum yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah dilakukan 

pencatatan, PPAIW wajib menyampaikan kepada nadzir. Dalam hal harta 

benda wakaf ditukar atau dirubah peruntukannya, nadzir melalui PPAIW 

mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan BWI atas harta

94 Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Wakaf, (Bandung: CV. Mandar 
Maju, 2007), hal.36.

95 Indonesia [7], op.cit., Ps. 8 ayat (1).

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



benda wakaf yang ditukar atau dirubah peruntukannya itu sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran tanah wakaf.

2.1.7 Perubahan Status Tanah Wakaf

Pada dasarnya suatu tanah yang telah diwakafkan dilarang untuk 
dirubah menyangkut status tanah wakaf tersebut seperti dijual, dijaminkan, di 

sita, dihibahkan, diwariskan, ditukar (ruislag) atau dialihkan dalam bentuk 

pengalihan lainnya yang dapat mengakibatkan berubahnya status tanah wakaf 

menjadi tanah bukan wakaf. Larangan terhadap perubahan status harta benda 

wakaf tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang W akaf 

(sebelumnya ketentuan mengenai perubahan perwakafan tanah milik diatur 
dalam Pasal 11 PP No. 28 Tahun 1977).

Ketentuan mengenai larangan perubahan status tanah wakaf karena 

ditukar dapat dikecualikan, apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan 

digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang 
(RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan tidak bertentangan dengan syariah.96 Seorang nadzir dalam melakukan 

perubahan status tanah wakaf tidak dapat melakukannya begitu saja melainkan 

hanya dapat dilakukan setelah memperoleh i^in tertulis dari Menteri 

berdasarkan pertimbangan BWI. Tanah wakaf yang sudah dirubah statusnya 

karena penukaran, wajib ditukar dengan tanah yang manfaat dan nilai tukar 
sekurang-kurangnya sama dengan tanah semula. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai perubahan status harta benda wakaf pada Pasal 41 Undang-Undang 

Wakaf akan diatur lebih lanjut dalam PP No. 42 Tahun 2006.

Izin tertulis dari Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan 

sebagai berikut:97

96 Indonesia [3], op.cit., Ps. 41 ayat (1).

97 Indonesia [4], o p .c itPs. 49 ayat (2),
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a. Perubahan tanah wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai 
dengan RUTR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

b. Tanah wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau

c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan 
mendesak.

Selain dari pertimbangan tersebut di atas, izin pertukaran tanah wakaf hanya
dapat diberikan jika:98

a. Tanah penukar memiliki sertipikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; dan

b. Nilai dan manfaat tanah penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta 

benda wakaf semula.

Nilai dan manfaat tanah penukar ditetapkan oleh Bupati/Walikota

berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:99
a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/Kota;

d. Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota;

e. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.

Adapun nilai dan manfaat tanah penukar dihitung sebagai berikut:100

a. Tanah penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya 
sama dengan NJOP tanah wakaf; dan

b. Tanah penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk 

dikembangkan.

98 Ibid., Ps. 49 ayat (3).

99 Ibid., Ps. 49 ayat (4).

100 Ibid., Ps. 50.

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



Penukaran terhadap tanah wakaf yang akan dirubah statusnya 

dilakukan dengan cara-cara:101

a. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan 

perubahan status/tukar menukar tersebut;

b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kota;

c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah menerima 

permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti 

dalam Pasal 49 ayat (4) dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat 
Surat Keputusan;

d. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meneruskan 

permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan selanjutnya 

meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan

e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri maka tukar ganti 

dapat dilaksanakan dan oleh nadzir hasilnya harus dilaporkan ke Kantor 

Pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Tata cara perubahan status perwakafan tanah milik sebelumnya diatur dalam 

Pasal 12 dan Pasal 13 PMA No. 1 Tahun 1978 dimana perbedaannya dengan 

Undang-Undang Wakaf ialah bahwa dalam hal perubahan status tanah wakaf, 

yang berwenang untuk memberikan i*in adalah Menteri Agama cq. Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Penyimpangan-penyimpangan dari 

prosedur dan ketentuan tersebut di atas, selain terkena sanksi pidana seperti 

namun juga dengan sendirinya batal menurut hukum. Sesuai dengan ketentuan- 

ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perubahan status 

atas tanah wakaf, pelaksanaannya dibatasi secara ketat dimaksudkan agar dapat 

dihindarkan praktek-praktek yang dapat merugikan akan eksistensi dan 

keberadaan masalah perwakafan itu sendiri.
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2.1.8 Pengertian Mengenai Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang 

dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.102 Yayasan 

mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Yayasan 
didirikan oleh satu orang/lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan 
pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta 

Notaris dalam bahasa Indonesia. Yayasan akan memperoleh status sebagai 

badan hukum setelah Akta Pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia. Permohonon pengesahan Menteri harus diajukan 

Notaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Akta Pendirian 
ditandatangani.103

2.2 Analisis Mengenai Tukar Menukar (Ruislag) Tanah Wakaf (Kasus Tanah 

W akaf Wan Syarifah, Petogogan, Jakarta Selatan)

2.2.1 Posisi Kasus

Sebidang tanah (belum bersertipikat) seluas ± 8985 m2 yang terletak 
di Jalan Nipah, Kelurahan Pela Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan telah diwakafkan secara lisan oleh Habib Abdullah Al Aidid (Wakif) 
sejak tahun 1935. Tanah dimaksud diwakafkan bagi pemakaman umum 

khususnya bagi penduduk asli Petogogan. Amanah ini dahulu diserahkan kepada 

Lurah Petogogan, Abdul Malik. Untuk mengenang salah satu putri Habib 

bernama Wan Syarifah yang juga dimakamkan di tempat itu, maka kemudian 

tanah tersebut dikenal dengan tanah (pemakaman) wakaf WAN SYARIFAH

102 Indonesia [8], Undang-Undang Yayasan. UU No. 16, LN No. 112 tahun 2001, TLN 
No. 4132, Ps 1.

103 Indonesia [9], Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2001 tentang Yayasan. UU No. 28, LN. No. 115 tahun 2004, TLN No. 4430, Ps. 11.
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bahkan dinamakan Jalan Nipah karena merupakan panggilan akrab Wan 
Syarifah. Tahun 1974, dikeluarkan Surat Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT) 

yang isinya menerangkan bahwa menurut Daftar Pendaftaran Tanah, bidang 

tanah yang terkenal sebagai Tanah Wakaf WAN SYARIFAH adalah tanah 

bekas eigendom verponding tertulis atas nama Negara Republik Indonesia.

Adapun peristiwa-peristiwa atau hal-hal penting yang terjadi 
sehubungan dengan kasus ini, ialah:
1. Pada tahun 1975 Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan 

Gubernur DKI Jakarta Nomor D.III-6143/a/l 6/75 Tanggal 3 November 

1975 tentang Penutupan Tempat Pemakaman Umum (untuk selanjutnya 

akan disingkat TPU) Nomor 4 Blok P Kebayoran Baru (termasuk 

Pemakaman Wakaf WAN SYARIFAH yang terletak disebelahnya) yang 

pada waktu itu dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa mengingat TPU 

Blok P (termasuk Pemakaman Wakaf WAN SYARIFAH) sudah tidak 

dimungkinkan lagi (karena sudah penuh) untuk menampung pemakaman 

jenazah bara maupun tumpangan serta mengingat pula bahwa TPU tersebut 

akan dikosongkan dan dipindahkan maka sebagai langkah pertama perlu 

menyatakan penutupan tempat pemakaman tersebut, baik untuk pemakaman 
jenazah baru maupun pemakaman tumpangan.

Dengan SK Gubernur, Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan berencana 
menata ulang lokasi tanah pemakaman wakaf tersebut. Oleh karenanya, 

sejak penutupan tersebut dilakukan, pelayanan Pemakaman Umum Blok P 
maupun Pemakaman Wakaf WAN SYARIFAH otomatis terhenti. TPU Blok 

P maupun WAN SYARIFAH tertutup bagi pemakaman baru maupun 

pemakaman tumpangan. Setelah dikeluarkannya SK Gubernur, praktis tidak 

ada lagi warga, khususnya warga Petogogan yang dikuburkan di pemakaman 
itu;

2. Dengan adanya penutupan justru masalah baru mulai bermunculan. 

Kondisinya menjadi tidak terawat lagi, sehingga sebagian arealnya dapat 

dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung 

jawab untuk mendirikan bangunan/rumah hunian tanpa ijin (liar). Akibatnya 

mengganggu kondisi lingkungan (kumuh, rawan sosial/rawan kamtibnas),
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terutama pada malam hari dijadikan tempat mangkal para WTS/PSK dan 

transaksi Narkoba. Dengan demikian diatas tanah pemakaman wakaf WAN 

SYARIFAH tersebut telah terdapat bangunan liar yang dihuni sebanyak ± 68 

KK serta kuburan ± 1000 makam. Di atas tanah wakaf tersebut oleh para 

ahli waris wakif kemudian juga didirikan sebuah musholla yang bernama 
Musholla Arrofiqurrahim.

3. Dengan adanya kondisi-kondisi yang terjadi di atas tanah pemakaman 

wakaf WAN SYARIFAH, tentunya merugikan serta menimbulkan suasana 

tidak nyaman yang dirasakan oleh warga masyarakat Petogogan yang 

mempunyai makam keluarga di lokasi tersebut (untuk selanjutkan akan 

disebut ahli waris makam) namun yang lebih utama lagi penggunaan 

terhadap tanah wakaf tersebut dirasa telah melenceng dari niat awal wakif, 
yaitu hanya diperuntukan bagi pemakaman umat khususnya bagi warga 
Petogogan. Oleh karenanya kemudian para ahli waris wakif pada tahun 

1987 mendirikan Yayasan Amaliyah Arrofiqqorrahim Wan Syarifah (untuk 
selanjutnya akan disebut yayasan). Yayasan ini terdiri dari Badan Pendiri, 
Badan Pengurus (di dalamnya juga terdapat Pengurus Harian) serta 

pengawas. Pengurus Harian inilah yang nantinya akan berposisi sebagai 

Nadzir (pengelola tanah wakaf);
4. Sebelumnya, pada tahun 1979, salah satu ahli waris wakif telah 

mengajukan pendaftaran perwakafannya melalui KUA Kebayoran Baru, hal 

mana dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 15 PMA No. 1 
Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik.
5. Pada tanggal 17 September 1987, dikeluarkan suatu Daftar Isian 

Inventarisasi Data Pemakaman Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang 

merupakan suatu keterangan yang berisi bahwa berdasarkan informasi dari 

Habib Hamid bin Abdul Rachman Aidid (ahli waris dari wakif) menyatakan 

bahwa benar lokasi yang terletak di Jalan Nipah telah diwakafkan oleh wakif 

secara lisan pada tahun 1935 dengan dihadiri 3 (tiga) orang saksi. Bukti 
kepemilikan tanah berupa Surat Ukur Tanah dari Suku Dinas Pekeijaan 

Umum Jakarta Selatan Nomor 007/1970. Bukti lain tentang wakaf adalah
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pengakuan masyarakat secara tertulis serta surat kuasa dari ahli waris kepada 
Achmad bin Umar Alaydrus. Keadaan lokasi pemakaman saat ini tidak aktif, 

perpetakan makam tidak teratur dan sudah ditutup dengan SK Gubernur DKI 

Jakarta dengan No D.III-6143/a/16/75 Tanggal 3 November 1975. 

Kepengurusannya dilakukan oleh Yayasan Amaliyah Arrofiqorrahim;

6. Pada tanggal 1 Februari 1993, Syarief Husein Alaydrus, bertindak selaku 
salah seorang dari para nadzir, mengajukan permohonan pendaftaran tanah 
wakaf atas bangunan musholla. Hal tersebut dilakukan berdasarkan 

ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) PP No. 28 Tahun 1977, Pasal 3-4, Pasal 6 

ayat (2) serta Pasal 7-9 PMDN No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran 
Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik;

7. Seiring dengan beijalannya waktu, lokasi Pemakaman Umum Blok P 

kemudian telah dimanfaatkan untuk pembangunan Kantor Walikota Jakarta 
Selatan dan Taman Kota sedangkan pada lokasi Pemakaman Wakaf WAN 

SYARIFAH keadaannya masih sama;

8. Namun tanggal 23 Juli 2004 Walikota Jakarta Selatan mengundang 

perwakilan dari pihak yayasan guna membicarakan hal-hal sebagai berikut:

1) Kawasan tanah wakaf tersebut direncanakan akan digunakan sebagai 

perluasan/penataan kawasan Kantor Walikouunadya Jakarta Selatan;

2) Di atas tanah wakaf tersebut terdapat ± 68 KK yang telah menempati 

tanah cukup lama, warga meminta kepada Walikotamadya Jakarta 

Selatan, Camat Kebayoran Baru serta Lurah Petogogan guna segera 

dilakukannya pengosongan bangunan liar sehubungan dengan rencana 
tersebut di atas.

9. Oleh karenanya pada tanggal 22 September 2004, pihak yayasan 

mengajukan surat permohonan kepada pihak Walikota Jakarta Selatan, 

perihal agar tanah pemakaman wakaf WAN SYARIFAH secara pasti dapat 

dijadikan bagian Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan namun dengan 

catatan dapat diberikan penggantinya;

10. Tanggal 31 Maret 2005, pihak yayasan kembali membuat surat kepada 

Walikotamadya Jakarta Selatan perihal tidak keberatan diserahkan ke 

Pemerintah Kota asalkan diberi kompensasi;
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11. Pihak yayasan kemudian mencoba mengajukan permohonan ruislag 
tanah wakaf dengan surat No. 003/TV/IST/WS/2005 pada tanggal 25 April 
2005 melalui Kepala KUA Keb Baru dengan alasan-alasan serta 
pertimbangan sebagai berikut:

1) Bahwa lokasi tanah makam wakaf WAN SY ARIF AH yang berada di 

belakang Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan telah dimasukkan dan 
direncanakan oleh Pemkot Jakarta Selatan untuk perluasan/penataan 
Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan;

2) Bahwa guna realisasi program/rencana tersebut, kami sebagai 
pengelola/pemelihara serta pelestari nilai-nilai wakaf dari keluarga Wan 

Syarifah pada prinsipnya tidak berkeberatan, asalkan sesuai dengan 
ketentuan Hukum Agama dan Negara;

3) Bahwa untuk itu dimohon baik kepada Pemkot Jakarta Selatan c.q 
Walikota serta KUA di bawah Departemen Agama c.q KUA Kebayoran 

Baru, dapat memberi pertimbangan tentang hukumnya guna ruislag 

(penukaran) lokasi tanah ke tempat lain, sepanjang tidak bertentangan 
dengan Hukum Islam;

4) Bahwa yayasan berencana akan menukar/memindahkan ke lokasi di 

Jakarta Timur;
5) Bahwa penukaran (ruislag) tanah wakaf yayasan, diharapkan kepada 

Walikota dapat memberikan kebijaksanaan antara lain:
a) Tanah wakaf seluas minimal ± 9000 m2;
b) Bangunan kantor yayasan dan rumah penjaga;

c) Musholla/masjid untuk masyarakat sekitarnya dan rumah yatim;

d) Sekedar kas yayasan untuk biaya operasional/perawatan dan 

pemeliharaan.
12. Pemkot Jakarta Selatan akhirnya memenuhi keinginan yayasan untuk 

melakukan ruislag tanah wakaf. Pemkot kemudian menggandeng PT MPM, 

perusahaan properti yang nantinya akan bertindak sebagai pihak penukar 

sekaligus sebagai pihak pengembang;

13. Dengan telah adanya pihak yang bersedia untuk menjadi pihak penukar 

maka sesuai dengan prosedur/tata cara pengajuan permohonan ruislag, pihak
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yayasan pada tanggal 21 Juli 2006 mengajukan permohonan persetujuan 

(izin) tukar menukar tanah wakaf kepada Menteri Agama Up. Dirjen Bimas 

Islam dan Urusan Haji yang mana telah sesuai prosedurnya, permohonan ini 

harus diajukan terlebih dahulu melalui KUA Keb Baru. Dalam surat 

permohonan, diterangkan bahwa pihak penukar (PT MPM) terlebih dahulu 

telah membongkar bangunan liar di atas tanah wakaf serta pihak penukar 
berencana akan memindahkan kuburan-kuburan/makam di atas tanah 

pemakaman wakaf WAN SYARIFAH ke lokasi lain;
14. Pada tanggal 24 Juli 2006, PT MPM melakukan perjanjian tukar 

menukar (ruislag) dengan pihak yayasan di hadapan Notaris, yang 

ditandatangani oleh Direktur Utama PT MPM dan Ketua Yayasan. Dalam 

perjanjian tersebut, telah di perjanjikan bahwa tanah pengganti yang akan 

diterima oleh pihak yayasan adalah tanah bekas HMA (belum bersertipikat) 
Nomor 156 Persil Nomor 53 seluas 10.600 m2 terletak di Jalan Raya Kecapi, 

Kampung Rawa Bacang, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi (tertulis atas 
nama Dean bin Dekok). Bukti kepemilikan berupa surat girik dan bukti 

pembayaran PBB. Tanah pengganti terletak di lokasi yang strategis, diantara 

perumahan. Di atas tanah pengganti, menurut rencana PT MPM juga akan di 

bangun madrasah (TPA), musholla serta fasilitas keagamaan lainnya, hal 

mana berarti telah sesuai dengan keinginan dari pihak yayasan;

15. Untuk menindaklanjuti surat permohonan pihak yayasan tertanggal 21 

Juli 2006, KUA Kebayoran Baru meneruskan kepada Kantor Departemen 
Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juli 2006;

16. Tanggal 31 Juli 2006 Kantor Departemen Agama Jakarta Selatan 
menjawab surat permohonan ruislag tersebut, yang isinya menyatakan 

bahwa belum dapat meneruskan/merekomendasikan permohonan ruislag 
kepada Kantor Wilayah Departemen Agama c.q. Kepala Bidang mengingat 

masih adanya persyaratan ruislag yang belum terpenuhi sesuai Surat Edaran 

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI No. 
D.II/5/HK/007/901/1989;

17. Adapun yang kemudian menjadi awal pemicu dari timbulnya 

masalah/konflik serta terkuaknya fakta-fakta sebagaimana yang telah
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diuraikan diatas dalam kasus ruislag tanah wakaf WAN SYARIFAH ini 
ialah meskipun izin untuk melakukan ruislag tanah wakaf masih tertahan di 

Departemen Agama Jakarta Selatan, namun tanpa ada sosialisasi 

sebelumnya yayasan meminta agar para ahli waris makam untuk segera 

memindahkan makam ke TPU lain. Pihak yayasan menawarkan 6 (enam) 
TPU baru, yaitu TPU Menteng Pulo, TPU Jeruk Purut, TPU Tanah Kusir, 
TPU Srengseng Sawah, TPU Kampung Kandang dan TPU Jagakarsa. 
Sekitar tanggal 26 November 2006, sebanyak 23 makam mulai dipindahkan 

satu persatu. Atas pemindahan tersebut, pihak yayasan beijanji akan 

memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00- (duajuta rupiah) per kerangka 
sebagai kompensasi pemindahan kerangka;

18. Menurut dalih ketua yayasan, Syarief Husein Alaydrus, mengatakan 

“bahwa pembongkaran dilakukan karena ada rencana dari Pemkot. Pihak 

yayasan tidak bisa melarang warga atau ahli waris yang ingin memindahkan 
makam keluarganya. Pihak yayasan hanya mengajukan izin ruistlag 
sedangkan mengenai pemindahan serta akan dibangun apa di atas tanah 
wakaf tersebut adalah merupakan kewenangan pihak pengembang (PT 

MPM) dengan Pemkot setempat. Namun menurut kabar yang kemudian 

berhembus, di atas tanah wakaf tersebut akan dibangun sebuah apartemen. 

Selain itu pihak Walikota juga telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang 

nilai tukar menukar ruislag;

19. Pada tanggal 1 Mei 2007, Walikota Jakarta Selatan juga telah 
mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Monitoring Pemindahan 
Makam Yayasan Amaliyah Arrofiqorrahim Wan Syarifah (Surat Tugas 

Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 785/1.711.313). Tim inilah 

yang akan berkoordinasi dengan warga yang ingin memindahkan 

makamnya. Tim monitoring bukan terdiri dari unsur yayasan melainkan 

terdiri dari 20 instansi;

20. Meskipun belum final (belum adanya izin ruislag dari Menteri Agama) 

ditambah dengan adanya penolakan-penolakan dari sejumlah ahli waris 

makani serta juga ditentang oleh pihak lain seperti ketua komisi Fatwa MUI, 

para ahli waris makam kemudian menerima surat edaran atau formulir
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pendaftaran permohonan pemindahan kerangka jenazah yang diedarkan 
dengan mengatasnamakan yayasan serta hanya dengan pemberitahuan 

melalui telepon bernada ancaman, sekitar bulan Mei 2007, makam-makam 

yang ada satu persatu kembali mulai dibongkar. Sebagian ahli waris memilih 

pasrah dan segera memindahkan makam anggota keluarga mereka, tapi 

sebagian lagi dengan tegas menolak;
21. Para ahli waris makam yang menolak kemudian membentuk Ikatan 

Keluarga Besar Ahli Waris Makam dan segera membawa persoalan ini 

kepada Departemen Agama Jakarta Selatan serta mengadu ke Komisi A 

DPRD DKI Jakarta. Iming-iming yayasan yang menjanjikan akan 

memberikan uang sebesar Rp. 2 Juta per kerangka sebagai kompensasi, 

hingga saat dibongkarnya makam ternyata belum juga diterima keluarga:

22. Mengenai adanya surat edaran atau formulir permohonan pendaftaran 

pemindahan kerangka jenazah yang telah diedarkan dengan 

mengatasnamakan yayasan disangkal dengan tegas oleh Ketua Dewan 

Pembina yayasan, Alwi Aidid, yang menyatakan pihaknya tidak pernah 

meminta penggusuran makam. Dewan Pembina yayasan kemudian pada 
tanggal 27 Mei 2007 menyurati Ahli Waris keluarga yang dimakamkan yang 
berisi pemberitahuan bahwa:

1) Pihak yayasan tidak pernah mengeluarkan surat edaran pendaftaran 

permohonan pemindahan kerangka jenazah dengan mengatasnamakan 
yayasan

2) Pihak yayasan tidak pernah dan tidak akan mengeluarkan surat edaran 

atau formulir dalam bentuk apapun juga).
Apabila beredar surat-surat tersebut Dewan Pembina yayasan tidak akan 
bertanggung jawab;

23. Sementara itu, Wakil Walikota Jakarta Selatan juga menegaskan 

pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat perintah bongkar dan 

pemindahan makam. Pihaknya mengatakan “mengenai masalah 

pembongkaran adalah merupakan kesepakatan antara pihak yayasan dengan 

ahli waris makam. Apabila ada makam-makam yang telah dibongkar berarti
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telah ada kesepakatan sebelumnya antara pihak yayasan dengan ahli waris 

makam”.

2.2.2 Analisis Permasalahan

2.2.2.1 Bagaimana pelaksanaan Ruislag Tanah Wakaf WAN S Y ARIF AH 
yang Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

Dari keadaan-keadaan berdasarkan data yang ada mengenai tanah 

wakaf Wan Syarifah yang akan di ruislag maka dapat diketahui permasalahan- 

permasalahan sebagai berikut:
1. Kasus tanah wakaf WAN SYARIFAH ini teijadi sekitar pertengahan 

tahun 2006-2007, dimana sebidang tanah yang terletak di Jalan Nipah 

(belum bersertipikat atas nama wakij), telah diwakafkan secara lisan untuk 

pemakaman umum khususnya bagi warga Petogogan pada tahun 1935 
kepada Lurah Petogogan. Tanah ini kemudian dikenal sebagai tanah 
(pemakaman) wakaf Wfln Syanfah. Tahun 1974, dikeluarkan Surat 

Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang isinya menerangkan bahwa 

menurut Daftar Pendaftaran Tanah, bidang tanah yang terkenal sebagai 

tanah wakaf WAN SYARIFAH adalah tanah bekas eigendom verponding 

tertulis atas nama Negara Republik Indonesia.
Kemudian pada tahun 1975, ada SK Gubernur DKI Jakarta yang 

dikeluarkan dengan pertimbangan mengingat TPU Blok P (termasuk 

Pemakaman Wakaf WAN SYARIFAH) sudah tidak memungkinkan lagi 

untuk menampung pemakaman jenazah baru maupun tumpangan serta 

mengingat pula bahwa akan dikosongkan dan dipindahkan, maka sebagai 

langkah pertama perlu dinyatakan penutupan tempat-tempat pemakaman 

tersebut (baik untuk pemakaman jenazah baru maupun pemakaman 

tumpangan). Akibatnya kondisi atas tanah wakaf menjadi tidak terurus 

sehingga kemudian banyak berdiri bangunan-bangunan liar. Di atas tanah 

wakaf oleh para ahli waris kemudian didirikan sebuah musholla. Hal
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demikian menurut analisis dilakukan agar atas tanah tersebut masih dapat 
dimanfaatkan bagi keperluan keagamaan. Atas kondisi-kondisi yang 

belakangan teijadi di atas tanah wakaf, tahun 1987 oleh para ahli waris 

wakif didirikan suatu yayasan bernama Yayasan Amaliyah Arrofiqurrahim 

yang nantinya akan berposisi sebagai nadzir.
Berdasarkan hasil analisis, seseorang tetap dapat mewakafkan 

sebidang tanahnya walaupun tanah tersebut belum bersertipikat atas 
namanya atau belum terdaftar haknya (meskipun demikian ia tetap harus 

menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas tanahnya) sedangkan untuk 

hal-hal pengaturan perwakafan lainnya mengalami suatu perubahan dalam 

pengaturannya. Berdasarkan kasus ini dapat dianalisis bahwa Habib 
Abdullah Al Aidid mewakafkan tanah di Jalan Nipah dengan berdasarkan 

kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 

tahun atau lebih secara berturut-turut olehnya atau pendahulu- 

pendahulunya namun juga disertai syarat bahwa penguasaan dilakukan 

dengan itikad dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang 

berhak atas tanah serta diperkuat dengan kesaksian yang dapat dipercaya, 
penguasaannya tidak dalam sengketa dan tidak pernah digugat oleh warga 

masyarakat kelurahan Petogogan maupun pihak-pihak lainnya.

Adapun yang menjadi alasan didirikannya yayasan sebagai nadzir, 
dapat dianalisa dengan maksud agar tanah tersebut dapat dikelola secara 

tertib dan teratur. Oleh karenanya, pengurusannya harus diserahkan 
kepada suatu pengelola khusus yang telah mendapat pengesahan dari yang 

berwenang. Dahulu amanah hanya diserahkan kepada seorang Lurah. 

Berdasarkan ketentuan mengenai nadzir dalam PP No. 28 Tahun 1977, 

dapat terdiri dari kelompok orang atau badan hukum.

2. Sebelum dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 

Tanah Milik, banyak teijadi penyelewengan terhadap tanah wakaf. Oleh 

sebab itu pemerintah kemudian berpendapat karena masalah perwakafan 

tanah merupakan salah satu masalah agama yang penting ditinjau dari 

UUPA serta erat hubungannya dengan tugas-tugas keagrariaan, maka perlu
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diatur persoalannya secara khusus, sebagaimana yang kemudian telah 
diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b jo Pasal 49 ayat (3) UUPA. 

Berdasarkan ke dua pasal ini, peraturan mengenai perwakafan diatur lebih 

lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya PP 

No. 28 Tahun 1977. Selain itu, juga masih dipandang perlu untuk diadakan 
pengaturan-pengaturan lain mengenai tata cara perwakafan, tata cara 

kepengurusan, tata cara pemberian hak serta pendaftarannya dalam suatu 
Peraturan Pemerintah. Hal-hal mana kemudian diatur dalam PMDN No. 6 

Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah 

Milik serta PMA No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 

28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dapat dianalisis bahwa perbuatan perwakafan tanah pada tahun 1935 

secara lisan oleh wakif kepada Lurah Petogogan bagi pemakaman umum, 

khususnya bagi warga Petogogan, dapat dibenarkan selama perwakafan 

yang hanya diucapkan secara lisan tersebut juga dihadiri oleh minimal 2 
(dua) orang saksi. Haknya telah beralih sejak terpenuhinya syarat tunai 

yaitu pada saat diikrarkan oleh wakif kepada nadzir. Dengan demikian 
sejak haknya beralih, tanah tersebut tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.

Telah diaturnya masalah perwakafan dalam berbagai peraturan 

sebagaimana yang telah disebut diatas maka terhadap pelaksanaannya itu 
sendiri, w akif yang bersangkutan (jika wakif sudah meninggal, dapat 

dilakukan oleh ahli warisnya dengan bertindak untuk dan atas nama wakif) 
harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di 

hadapan PPAIW (Kepala KUA setempat) dengan disaksikan minimal 2 

(dua) orang saksi yang kemudian akan dilanjutkan dengan penuangan ikrar 

wakafnya ke dalam AIW/APATW-nya oleh PPAIW yang bersangkutan.

3. Dalam ketentuan PMA No. 1 Tahun 1978 yakni Pasal 15, diatur suatu 

ketentuan mengenai tata cara pendaftaran wakaf yang teijadi sebelum PP 

No. 28 tahun 1977. Hal mana karena alasan inilah, pada tahun 1979 nadzir 

mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf (untuk pemakaman) 

kepada Kepala KUA Kebayoran Baru selaku PPAIW dengan dilampiri
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dokumen yang diperlukan yakni Surat Keterangan Kepala Desa tentang 
perwakafan tanah serta 2 (dua) orang saksi ikrar wakaf atau saksi istifadah 

(orang yang mengetahui atau mendengar perwakafan tersebut)

Untuk membuktikan pendaftaran tanah wakaf ditetapkan APAIW 

namun kewajiban PPAIW sebelum dibuatkan APAIW-nya yaitu meneliti 
keadaan tanah yang bersangkutan, meneliti, mengesahkan nadzir dan 
meneliti saksi-saksi serta menerima penyaksian wakaf. Dalam hal 

perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sebelumnya, sedangkan 

perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (yaitu 

adanya surat kuasa dari ahli waris wakif kepada nadzir dan pengakuan 

masyarakat yang mengetahui/mendengar perwakafan tersebut) dengan 

disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi sementara surat asli wakaf 

tidak mungkin dibuat oleh karena wakif sudah meninggal lebih dahulu, 
maka dibuatkan dalam bentuk APAIW bukan AIW.

Dalam kasus, APAIW untuk pemakaman tidak dapat dibuat dan hasil 

analisa penulis dalam hal ini disebabkan karena setelah berlakunya PP No. 

28 Tahun 1977 diatur persyaratan bagi nadzir yaitu bahwa nadzir hanya 
dapat terdiri dari kelompok orang ataupun suatu Badan Hukum. Nadzir ini 

juga harus telah didaftarkan pada Ku A kecamatan setempat untuk 

mendapatkan pengesahan. Guna pendaftaran yang dimaksud adalah untuk 

menghindari perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang 
ditetapkan dan juga untuk memudahkan pengawasan. Pada waktu itu 
(tahun 1935), amanah wakaf atas pemakaman hanya diserahkan kepada 

Lurah Petogogan (Abdul Malik). Atas telah berlakunya ketentuan 

sebagaimana dimaksud di atas, pada tanggal 12 Oktober 1979 dibuatlah 

surat pernyataan dengan ditandatangani oleh Lurah Petogogan yang dalam 

isinya menyatakan bahwa benar pihak-pihak yang disebutkan didalamnya 

sebagai nadzir tanah wakaf Wan Syarifah yang telah ditunjuk oleh ahli 

waris Alm Habib Abdullah Al Aidid {wakif). Namun surat pernyataan 

tersebut kemudian tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran nadzir-nya 
kepada KUA Kebayoran Baru.
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Pada kenyataannya dalam kasus ini, meskipun tidak dapat dibuat 
APAIW-nya namun atas perbuatan wakaf yang teijadi pada tahun 1935 

tetap dapat dianggap sah dan haknya telah beralih kepada nadzir oleh 

karena telah dilakukan pengikraran wakaf secara lisan oleh wakif kepada 

nadzir (Lurah Petogogan) serta disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang 

saksi (dengan kata lain, telah terpenuhinya syarat tunai). Sebelum 

dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977, belum adanya suatu keharusan 
untuk menyatakan ikrar wakaf di hadapan PPAIW. Namun dengan belum 

adanya APAIW maka juga tentunya akan menimbulkan suatu dampak 

yaitu tidak adanya bukti otentik yang dapat dipergunakan bagi 

pendaftarannya dan bagi keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin 
teijadi di kemudian hari. Adapun fungsi dari dibuatnya AIW/APAIW itu 

sendiri ialah:

a. Membuktikan telah teijadi perwakafan dan akta tersebut 

ditandatangani oleh wakif, nadzir, mauquf alaih, saksi-saksi serta 

PPAIW;
b. Merupakan syarat agar wakaf dapat di daftarkan di Kantor Kepala Sub 

Direktorat Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) setempat.
Menurut hemat hasil analisis, setiap perbuatan wakaf yang dahulu t?! ah 

dilakukan secara lisan tersebut harus diulang kembali menurut ketentuan 

yang berlaku yaitu dinyatakan kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan 

dilanjutkan pembuatan APAIW-nya.

Pada tanggal 1 Februari 1993, yayasan berkeinginan untuk 

mendaftarkan tanah wakaf yang sama untuk keperluan musholla yang 

telah berdiri di atasnya. Dalam pengaturan perwakafan, meskipun 

perwakafannya untuk keperluan musholla namun yang didaftarkan adalah 

tetap terhadap tanah wakaf dimana musholla itu telah berdiri. Sebagaimana 

yang telah diketahui bahwa setelah berlakunya peraturan perundangan 

perwakafan maka setiap perwakafan harus diikrarkan kehendaknya secara 
jelas dan tegas dalam ikrar wakaf kepada nadzir di hadapan PPAIW. Hal 

ini berarti, harus dilakukan pengucapan ikrar wakafnya terlebih dahulu
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dihadapan PPAIW yang mana telah dilakukan pada tanggal 29 Maret 1993 
dan pada tanggal yang sama telah dibuat serta ditandatanggani APAIW- 

nya. Dengan telah selesainya pengikraran wakaf serta telah 

ditandatanganinya APAIW, maka perbuatan wakaf telah sah dan 

mempunyai bukti otentik (berupa APAIW). Tindakan selanjutnya, PPAIW 

yang bersangkutan berkewajiban untuk mendaftarkan perwakafan tersebut 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak APAIW ditandatangani.

Atas tanah pemakaman wakaf WAN SYARIFAH, sampai dengan 

diajukannya permohonan persetujuan tukar menukar oleh yayasan juga 

masih belum mempunyai sertipikat atas tanahnya. Sebagaimana yang telah 

diuraikan diatas pada tanggal 1 Februari 1993, yayasan sebagai nadzir, 

telah mengajukan surat permohonan bagi pendaftaran tanah wakaf atas 

musholla kepada Kepala KUA Kebayoran Baru. Pada tanggal 29 Maret 

1993 telah dibuat ikrar wakaf yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

penandatangan APAIW. Pada tanggal yang sama, KUA Kebayoran Baru 

(bertindak sebagai PPAIW atas nama yayasan) telah mengajukan 

pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan 
dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi 

pendaftarannya (sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMDN No. 6 

Tahun 1977) yaitu surat permohonan konversi/penegasan hak, surat bukti 

pemilikan tanah, APAIW serta surat pengesahan nadzir.
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 PMDN No. 6 Tahun 1977, 

permohonan pendaftaran perwakafan tanah-tanah milik yang belum 

terdaftar atau belum ada sertipikatnya, dilakukan bersama-sama dengan 

permohonan pendaftaran haknya kepada Kantor Sub Direktorat Agraria 

Kabupaten/Kotamadya (sekarang Kantor Pertanahan) setempat. Dengan 

demikian berarti, jika tanah milik yang diwakafkan belum terdaftar atau 

belum mempunyai sertipikat, maka pencatatan perwakafan tanah yang 

bersangkutan pada buku tanah dan sertipikatnya dilakukan setelah tanah 

tersebut dibuatkan sertipikatnya namun proses pensertipikatan tanah wakaf 

WAN SYARIFAH mengalami kendala, hal ini dapat diketahui dari proses
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pengajuan bagi pensertipikatan tanah yang kemudian dilakukan kembali 
pada tahun 2001.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Tanah, langkah- 

langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh tanah yang berstatus 

tanah Negara adalah yaitu:

a. Melakukan permohonan hak atas tanah (diikuti pemberian hak)
Adapun tata cara permohonan hak adalah sebagai berikut:

1) Pemohon mengajukan permohonan hak dengan mengisi formulir 

permohonan hak yang tersedia dengan dilampirkan surat-surat 

yang diperlukan mengenai pemohon dan surat-surat tanah yang 
dimohonkan hak atas tanah.

Surat permohonan tersebut diajukan kepada pejabat yang 

berwenang memberikan hak sesuai dengan jenis hak yang 
dimohon, peruntukan tanahnya (tanah pertanian atau non 

pertanian) serta luasnya melalui Kepala Kantor Pertanahan yang 

daerah keijanya meliputi desa/kelurahan letak tanahnya.
2) Kepala Kantor Pertanahan kemudian memeriksa surat-surat dan 

kelengkapan data mengenai pemohon serta tanah yang dimohon 

tersebut. Dibantu dengan Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A), 

kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah. Selanjutnya 

akan dikeluarkan Surat Rekomendasi (dikabulkan atau ditolak) 

permohonan hak yang bersangkutan dan disampaikan kepada 

Pejabat yang berwenang memberikan hak. Apabila dikabulkan 
maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) 

oleh pejabat yang berwenang memberikan hak yang akan 

disampaikan kepada penerima hak serta Kepala Kantor Pertanahan 

dimana bidang tanah tersebut terletak.

3) Berdasarkan SKPH yang telah diterima, penerima hak diharuskan 

memenuhi kewajibannya sehubungan dengan pemberian hak 
sebagai berikut:

a) Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB);
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b) Membayar uang pemasukan;
c) Mendaftarkan hak yang bersangkutan di Kantor Pertanahan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah.
Sedangkan kewajiban pemegang hak sehubungan dengan 

penguasaan tanahnya adalah sebagai berikut:

a) Memelihara tanda-tanda batas;
b) Menggunakan tanahnya secara optimal;

c) Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan 

tanah;

d) Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup;

e) Kewajiban yang tercantum dalam sertipikatnya.

b. Melakukan Pendaftaran Hak yang bersangkutan (pendaftaran tanah 

pertama kali)

Fungsi pendaftaran tanah dalam rangka permohonan hak pertama 
kali ialah untuk keperluan pembuktian (karena akan dibuatkan buku 

tanah dan sertipikatnya) serta sebagai syarat konstitutif (yaitu syarat 

yang harus dipenuhi untuk lahirnya hak atas tanah yang bersangkutan).

Kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam rangka 

pendaftaran tanah pertama kali meliputi:

1) Pengumpulan data fisik dari tanah, yaitu:
a) Penetapan letak tanah;

b) Penetapan batas-batas tanah;

c) Pemasangan tanda batas;
d) Pengukuran;

e) Hasil pengukuran dimasukkan ke dalam DAFTAR ISIAN 

DATA FISIK;

f) Diberikan nomor bidang tanah (5 digit)

2) Pengumpulan data yuridis dari tanah, yaitu:

a) Memeriksa surat-surat yang diajukan;
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b) Hasil pengumpulan data yuridis dimasukkan ke dalam 
LEMBAR DAFTAR ISIAN DATA YURIDIS

3) Pengumuman data fisik dan data yuridis dalam daftar isian selama 
60 hari (sporadik);

4) Dalam 60 hari tersebut harus dilihat jika tidak ada keberatan 
dilanjutkan namun jika ada yang mengajukan keberatan maka 
harus diselesaikan secepatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan;

5) Setelah jangka waktu pengumuman 60 hari berakhir, data fisik dan 
data yuridis yang diumumkan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

disahkan dengan suatu BERITA ACARA PENGESAHAN;
6) Penegasan Konversi;

7) Dilakukan pembukuan dalam buku tanah yang memuat data yuridis 

dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan dan sepanjang ada 

surat ukurnya dicatat pula pada surat ukut tersebut;

8) Diterbitkan sertipikat yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat 
ukur;

9) Penyerahan setipikat kepada pemegang hak.

Sertipikat itu sendiri merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam 

arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik 

dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai 

data yang benar. Namun demikian data fisik maupun data yuridis yang 
tercantum dalam sertipikat juga harus sesuai dengan data yang 

tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena 
data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut

Dari data kasus diketahui bahwa berdasarkan kesimpulan dari 

daftar hadir dan penerimaan honorarium panitia pemeriksaan tanah 

(panitia A dalam tugas pemeriksaan tanah) sesuai dengan SK Kepala 

BPN No. 12 Tahun 1992, pada tahun 2001, dinyatakan bahwa 

permohonan pendaftaran hak atas tanah wakaf Wan Syarifah dapat 

diluluskan dengan pemberian hak milik serta dengan melihat letak dan 

keadaan tanahnya maka tidak dipungut uang pemasukan kepada
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negara. Berdasarkan hasil dianalisis, alasan belum diterbitkannya 

sertipikat atas tanah wakaf WAN SYARIFAH dikarenakan adanya 

data yuridis yang belum terpenuhi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 

ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, jika dalam buku tanah terdapat catatan 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data 

yuridis, maka penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang 
bersangkutan dihapus. Catatan sebagaimana dimaksud dapat hapus 

apabila telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan 

atau telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan 

gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan. Atas tanah 

wakaf Wan Syarifah ini meski telah lewat 5 tahun namun prosesnya 

tidak dilanjutkan kembali oleh nadzir.
Belum diterbitkannya sertipikat atas tanahnya maka sudah barang 

tentu sertipikat wakaf juga belum bisa diterbitkan. Fungsi dan 

dilakukannya pendaftaran wakaf (yang kemudian sebagai buktinya 
akan diterbitkan sertipikat wakaf) adalah untuk memperkuat dan 

memperluas pembuktian. Arti memperkuat pembuktian ialah bahwa 

wakaf yang telah dibuktikan dengan AIW/APAIW-nya, kini dapat 

dicatat dalam buku tanah dan sertipikat hak yang bersangkutan 

sedangkan memperluas pembuktian berarti bahwa wakaf yang semula 
bersifat tertutup (hanya diketahui oleh wakif, nadzir, saksi-saksi serta 

PPAIW) dengan dilakukannya pendaftaran wakaf, maka wakaf 
tersebut dapat diketahui oleh umum (menjadi bersifat terbuka).

Kini dengan telah berlakunya ketentuan-ketentuan dalam PP No. 

42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, Pasal 39, 

terdapat suatu ketentuan baru yaitu dapat langsung didaftarkan menjadi 

tanah wakaf atas nama nadzir, salah satu ketentuannya ialah bahwa 

terhadap tanah yang belum berstatus tanah hak milik yang berasal dari 

tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama 

nadzir demikian juga terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri 

bangunan masjid, mushola, makam maka untuk keperluan pendaftaran 

sertipikat tanah wakaf dilakukan dengan cara pendaftaran tanah wakaf
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atas nama nadzir (dengan demikian, langsung dibuatkan sertipikat 

wakafnya atas nama nadzir yang bersangkutan) namun oleh karena 

kasus ini teijadi sebelum berlakunya PP tersebut dan pada saat setelah 

berlakunya PP juga tidak dilakukan pengajuan kembali bagi sertipikat 

wakafnya, dengan demikian atas tanah wakaf tersebut hingga kasus 
teijadi masih belum bersertipikat.

5. Bahwa meskipun salah satu pertimbangan untuk diperbolehkannya 

ruislag sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Diijen Bimas Islam 

dan Urusan Haji Departemen Agama huruf a jo. Pasal 11 ayat (2) PP No. 

28 Tahun 1977 jo Pasal 49 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006, yaitu karena 
harta benda wakaf tidak sesuai lagi dengan ikrar wakaf (dalam kasus, yaitu 

berupa pemakaman Wan Syarifah yang telah ditutup dengan 

dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur pada tahun 1975 dan masuk 
dalam rencana Pemkot sebagai bagian dari perluasan/penataan kawasan 
Kantor Walikota Jakarta Selatan) dan persyaratan lainnya dalam Surat 
Edaran Diijen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (yaitu 
tanah wakaf tersebut diperlukan untuk keperluan keagamaan yang 

langsung dan sangat mendesak), terpenuhi. Selain itu dalam pengajuan 

permohonan untuk memperoleh izin dilakukannya ruislag juga telah sesuai 
dengan tata cara yang berlaku. Namun proses ruislag tersebut tidaklah 

berjalan lancar dikarenakan masih menunggu keputusan dari Departemen 
Agama Kotamadya Jakarta Selatan. Dengan kata lain, surat permohonan 
masih tertahan di Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan (sesuai 
dengan isi surat dari Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan 

kepada Yayasan dan PT MPM pada tanggal 31 Juli 2006).

Dalam hal penahanan proses pengajuan izin ruistag ini menurut analisa 

penulis hal tersebut dilakukan karena masih belum terpenuhinya ketentuan 

Pasal 49 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006 serta 2 (dua) syarat ruislag 

lainnya sebagaimana yang diatur dalam Surat Diijen Bimas Islam dan 

Urusan Haji, yaitu:
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a. calon tanah penukar harus sudah bersertipikat
Dalam kasus sampai dengan tanggal diajukannya permohonan 

persetujuan tukar menukar oleh yayasan (tanggal 21 Juli 2006), tanah 

pengganti yang dimaksud masih dalam proses sertipikasi (bukti 

kepemilikan surat girik serta bukti pembayaran PBB atas nama Dean 

Bin Dekok). Yang lebih melanggar lagi, perjanjian tukar menukar 

antara pihak yayasan dengan PT MPM telah dilakukan di hadapan 

notaris (yaitu pada tanggal 24 Juli 2006) bahkan sebelum KUA 
Kebayoran Baru menindaklanjuti untuk kemudian meneruskan 

permohonan persetujuan (izin) tukar menukar dari yayasan kepada 

Kantor Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan. Dalam isi 

peijanjian tukar menukar, dipeijanjikan bahwa pihak pengganti (PT 

MPM) menyatakan akan menyelesaikan sertipikat dan pajak-pajak atas 

tanah tersebut serta pajak-pajak atas tanah Nipah.

Dibuatnya peijanjian tukar menukar dengan demikian dapat 
diketahui secara jelas bahwa nadzir yang bersangkutan tidak bertindak 

secara professional (telah melakukan perbuatan melawan hukum). Ia 

dengan jelas-jelas mengetahui bahwa belum ada izin ruislag dari 

Menteri Agama namun tetap melakukan peijanjian tukar menukar 

dengan PT MPM. Sedangkan Notaris yang bersangkutan juga dapat 

dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta melanggar 
kode etik Notaris, walaupun ia mengetahui bahwa izin ruislag belum 

didapatkan dari Menteri Agama, ia tetap bersedia membuat 
perjanjiannya.

b. nilai tanah penukar harus senilai dan seimbang serta sesuai dengan 
tanah wakaf

Sesuai dengan hasil penilaian dari tim penilai ruislag yang 
dibentuk oleh Walikota Jakarta Selatan, nilai keseimbangan terhadap 

rencana ruislag tanah wakaf WAN S YARIF AH adalah sebagai 
berikut:
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1) tanah wakaf W A.N SY ARYF AH \ei\e\ak d\ Jalan Nipah, Petogogan, 

Jakarta Selatan seluas ± 8985 m2 dengan NJOP Tahun 2006 = Rp. 

2.013.288,- dibulatkan menjadi Rp. 2.015.000,- dengan demikian 

mempunyai nilai keseluruhan 8985 m2 x Rp. 2.015.000,- = Rp. 

18.104.775.000,- (delapanbelas miliar seratus empatjuta tujuhratus 
tujuhpuluh lima ribu rupiah);

2) tanah pengganti terletak di Jatirahayu, Bekasi seluas 10.600 m2 
dengan NJOP Tahun 2006 Rp. 200.000,- dengan demikian 

mempunyai nilai keseluruhan Rp. 2.120.000.000,- (duamiliar 
seratus duapuluh juta rupiah).

Meskipun di atas tanah pengganti akan dibangun berbagai fasilitas 
keagamaan seperti madrasah, musholla dan lainnya serta semua biaya- 
biaya yang diperlukan seperti biaya pemugaran atas musholla Wan 
Syarifah, biaya pemindahan makam yang akan dibagikan kepada para 
warga yang bersedia memindahkan makam keluarganya, biaya 
perijinan dan pajak-pajak serta dana taktis operasional akan di 

tanggung oleh PT MPM selaku pihak pengganti sehingga nilainya 

tentunya akan menjadi lebih besar daripada nilai tanah wak?f WAN 

SYARIFAH yaitu menjadi senilai Rp 21.300.000.000,- (duapuluh satu 

miliar tigaratus juta rupiah) namun dalam persyaratan ruislag yang 

dihitung adalah nilai antara tanah wakaf dengan tanah pengganti itu 
sendiri haruslah bernilai sama (dalam PP No. 42 Tahun 2006 disebut 
dengan jelas dasarnya adalah NJOP).104

6. Bahwa mengenai masalah siapakah pihak yang sebenarnya 

mengeluarkan surat edaran atau formulir permohonan pendaftaran 

pemindahan kerangka jenazah dengan atas nama yayasan serta pihak yang 

harus bertanggung jawab atas telah dilakukannya pembongkaran- 

pembongkaran makam, terlihat dengan jelas bahwa pihak yayasan dan 

pihak Walikota Jakarta Selatan saling menyalahkan (saling melepaskan 
tanggung jawab).

104 Hasil Wawancara dengan Ketua Seksi Zakat dan Wakaf Departemen Agama 
Kotamadya Jakarta Selatan, Suja’i, tanggal 23 Maret 2009.
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Menurut hasil analisis:
1) Pihak Walikota Jakarta Selatan, sebelum ada izin dari Menteri 

yang menyetujui dilakukannya ruislag, ia dilarang mengeluarkan Surat 

Keputusan apapun berkaitan dengan kasus yang bersangkutan 

(Walikota mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Tim Moniloring 

Pemindahan Yayasan. Tim monitoring inilah yang ditugaskan untuk 

berkoordinasi dengan ahli waris makam yang ingin memindahkan 
makam keluarganya) walaupun seandainya ada pihak-pihak yang 

memohon;
2) Ahli waris makam bukanlah para ahli waris dari w akif warga 

hanya mendapat manfaat dengan dilakukannya perwakafan atas tanah 

di jalan Nipah (diwakafkan untuk kuburan dan musholla bagi umat 

Islam warga Petogogan) namun seharusnya para ahli waris makam 

tetap berhak untuk diberitahukan (dilakukan sosialisasi) sebelumnya 

mengenai adanya rencana pengosongan dan pemindahan makani.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat dianalisis bahwa 
sehubungan dengan masih adanya kendala-kendala di lapangan serta belum 

terpenuhinya syarat-syarat ruislag sehingga belum adanya izin dari Menteri 

Agama perihal ruistlag tanah wakaf antara yayasan dengan pihak ketiga, 

Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan kemudian memutuskan untuk 
melayangkan surat secara langsung kepada Walikota Jakarta Selatan dengan 
Nomor KD.09.01/7/BA.03.2/5853/2007 Tanggal 7 Juni 2007, yang berisi 

bahwa kewenangan untuk melakukan tukar menukar harta benda wakaf hanya 
ada pada Menteri Agama. Oleh karena itu peijanjian atas kesepakatan dengan 

pihak manapun yang dilakukan oleh nadzir tidak akan merubah status tanah 

wakaf tersebut dengan demikian pembongkaran dan pemindahan kerangka 

jenazah di tanah wakaf WAN SYARIFAH untuk sementara dihentikan. Hal 

mana juga dilakukan untuk menghentikan keresahan para ahli waris makam 

atas pembongkaran dan pemindahan makam keluarga mereka.

Menunjuk pada surat Departemen Agama tersebut diatas, pada 

tanggal 15 Juni 2007, Dewan Pembina yayasan mengeluarkan surat
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pemberitahuan kepada Syarief Husein Alaydrus, selaku Ketua yayasan, yang 
dengan surat itu memerintahkan:

1. menarik Surat Edaran mengangkat kerangka jenazah yang 
mengatasnamakan yayasan;

2. menghentikan pembongkaran kerangka jenazah walaupun ada permintaan 

dari ahli waris/kerabat makam, menutup kembali pagar-pagar yang terbuka 
dan hanya ada pintu masuk satu seperti semula, tidak mendirikan 

bangunan-bangunan lain seperti MCK, Pos, Posko, dll serta tidak ada lagi 

melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengangkatan atau 
pemindahan kerangka jenazah; tidak ada lagi orang yang mengaku dari PT 

Multi Promo Mandiri yang berada di lokasi;

3. memasang kembali papan nama “PEMAKAMAN WAN SYARIFAH 
ABDULLAH AIDID” yang telah diangkat.

*

Tanggal 20 Juni 2007, Walikotamadya Jakarta Selatan 
mengeluarkan Surat Sekretaris Kotamadya Jaksel Nomor 1081/1.711.313 
kepada Ketua dan Anggota Tim Monitoring Pemindahan Makam Yayasan, 

yang menyatakan bahwa mulai tanggal 21 Juni 2007 Surat Tugas Sekretaris 

Kotamadya Jaksel Nomor 785/1/711.313 Tentang Tim Monitoring 

Pemindahan Makam Yayasan dinyatakan dicabut. Selanjutnya pemindahan 

makam yang berada di tanah wakaf yayasan menjadi tanggung jawab 
sepenuhnya antara yayasan dengan para ahli waris makam.

Berdasarkan paparan-paparan hasil analisis terhadap kasus 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

tindakan Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan untuk tidak 

meneruskan permohonan izin terhadap ruislag tanah wakaf WAN 

SYARIFAH adalah tepat mengingat izin untuk melakukan ruislag hanya ada 

pada Menteri Agama. Dengan demikian ruislag tanah wakaf WAN 

SYARIFAH tidak dapat dilakukan dikarenakan belum sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku yaitu masih diperlukan persyaratan-persyaratan 

sebagai berikut:
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1. nilai keseimbangan (NJOP) antara tanah penukar sekurang-kurangnya 
adalah sama dengan tanah wakaf;

2. tanah yang akan dijadikan penukar serta tanah wakaf harus sudah memiliki 
sertipikat (bukti kepemilikan yang sah).

2.2.2.2 Ketentuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Perwakafan

Dalam kasus mengenai ruislag terhadap tanah wakaf WAN 

SYARIFAH kasusnya terhenti karena permohonan izin ruislag 

ditahan/dibekukan oleh Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan 

dengan pertimbangan masih belum terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan 

untuk memperoleh izin dari Menteri Agama. Dengan kata lain, 

penyelesaiannya belum sampai pada diajukannya gugatan ke Pengadilan 

Agama, namun hanya sebagai wacana, bahwa terhadap segala sengketa 
perwakafan yang teijadi, maka penyelesaiannya harus di tempuh melalui 

musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Apabila penyelesaian sengketa 

sebagaimana dimaksud tidak berhasil, maka sengketa dapat diperbolehkan 

untuk diselesaikan, salah satunya melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan 
Agama.105

Di Indonesia, hukum dijadikan sebagai suatu sandaran atau dasar 

yang utama yang akan memungkinkan teijadinya komunikasi yang efektif 
antara sesama anggota masyarakat dan negara. Hukum memberikan suatu 

gambaran bagi hubungan-hubungan yang dilakukan dalam masyarakat. 

Dengan kata lain, hukum mengatur bagaimana hubungan tersebut hendaknya 

dilakukan, bagaimana akibatnya dan sebagainya.106 Agar hukum dapat berjalan 

sebagaimana mestinya, maka negara kita telah mendirikan sebuah lembaga 

khusus yang diberi kekuasaan pengawasan atas pelaksanaan hukum (lembaga 

yudikatif) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lembaga yang

105 Indonesia [3], op.cit., Ps. 62.

106 Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980), hal. 10.
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dimaksud adalah Lembaga Kehakiman (diselenggarakan oleh Mahkamah 
Agung dan badan-badan Peradilan lain dibawahnya).

Badan-badan peradilan yang ada yaitu Peradilan Umum, Peradilan 

Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. 

Yang termasuk dalam kelompok Peradilan Khusus adalah salah satunya ialah 
Peradilan Agama. Dikatakan Peradilan Khusus karena tugasnya adalah untuk 
mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu. Bagi 

Peradilan Agama (termasuk Peradilan Tinggi) maka wewenang dan 

kompetensinya adalah khusus untuk mengadili masalah-masalah perselisihan 

hukum kekeluargaan dan sebagian hukum perikatan yang memerlukan 
penanganan dan penyelesaian secara syari’at Islam. Dengan demikian, karena 

dalam pelaksanaan masalah pelaksanaan perwakafan (khususnya tanah) dalam 
kehidupan masyarakat sehari-hari lebih banyak dilaksanakan secara syari’at 

Islam maka dari itu politik Hukum Nasional menggariskan bahwa badan 
Peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan 

yang teijadi di dalamnya adalah merupakan wewenang dan kompetensi dari 
Peradilan Agama107

Adapun apabila diperinci mengenai wewenang Peradilan Agama 

dalam masalah perwakafan tanah yaitu meliputi:

a. Wakaf, wakif, ikrar, nadzir dan saksi. Kewenangannya menyangkut 

masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan, yaitu yang menyangkut 
benda yang diwakafkan, wakif ikrar, nadzir dan saksi. Dalam hal 
perselisihan perwakafan pada umumnya banyak di dorong oleh faktor 
yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau 

untuk menarik kembali tanah (harta) yang telah di wakafkan, baik oleh 

w akif atau oleh para ahli warisnya. Salah satu faktor pendorongnya ialah 

w akif mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sehingga 

dengan demikian ahli warisnya merasa kehilangan sumber rezeki dan 

menjadi terlantar kehidupannya. Akibatnya tidak mustahil dijumpai ahli

107 Indonesia [10], Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, UU No. 3, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 4611, Ps. 49.

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



waris yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya kepada 

nadzir.
b. Bayyinah atau alat bukti administrasi tanah wakaf, seperti Akta Ikrar 

Wakaf, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Sertipikat Tanah Wakaf dan hal 

lainnya yang berhubungan dengan pencatatan dan pendaftaran perwakafan 

dan tanah wakaf;
c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf, seperti penyimpangan dan 

penggunaan harta wakaf oleh nadzir.

Kewenangan dari Peradilan Agama atas penyelesaian perselisihan 

perwakafan tanah telah berjalan lama, yaitu sejak keberadaan Peradilan 

Agama di Indonesia. Akan tetapi atas kebijakan politik hukum Kolonial 

Belanda sebagaimana tertuang dalam Stbl 1937 No. 116 dan Keputusan 

Gubernur Jenderal No. 9 Tahun 1937, mencabut kewenangan Peradilan 

Agama atas perselisihan perwakafan tanah dan selanjutnya dialihkan menjadi 

wewenang Peradilan Umum.

Setelah berlakunya PP No. 28 Tahun 1977 yang diatur lebih lanjut 
dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, 

ketentuan pasal ini menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perselisihan antara umat Islam di 

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan 
hukum Islam serta wakaf dan shodaqoh. Pengadilan Agama dimaksud adalah 
Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf yang bersangkutan atau 

Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA Kecamatan atau PPAIW tempat 
pelaksanaan ikrar wakaf dan pencatatannya.

Di dalam ketentuan PP No. 28 Tahun 1977 serta dalam berbagai 

peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas siapa-siapa ataupun pihak- 

pihak mana yang berhak mengajukan perkara perwakafan (khususnya tanah) 

serta bagaimana tata cara pengajuannya ke Pengadilan. Dengan demikian tata 

cara pengajuannya ke Pengadilan Agama adalah sama dengan tata cara 

pengajuan masalah perkawinan dan perceraian serta perkara-perkara lain yang 

telah berlaku selama ini di Pengadilan Agama, yakni berdasarkan hukum acara

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



perdata Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang 
Peradilan Agama. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada 
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah 
diatur secara khusus dalam undang-undang ini

Menurut Drs. H. Taufiq Hamami, SH berdasarkan telaahan 
terhadap berbagai yurisprudensi yang ada maka dapat disimpulkan bahwa 

orang-orang yang berhak mengajukan perkara perwakafan ialah pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan perwakafan/tanah wakaf yang bersangkutan, 
yaitu antara lain:

a. Wakif atau keluarganya (ahli warisnya);

b. Wakaf (yang pelaksanannya dilakukan oleh nadzir);
c. Wakif (ahli warisnya) dan wakaf secara bersama-sama;

d. Orang lain yang merasa berkepentingan dengan perwakafan tersebut;
e. Nadzir atau anak keturunannya.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan 

Agama yang mengatur mengenai hukum acara yang berlaku pada Pengadilan 

Agama maka tata cara penyelesaian perselisihan termasuk tata cara pengajuan 

perkara perselisihan perwakafan tanah adalah berdasarkan ketentuan- 

ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan Rbg. Gugatan 
perwakafan tanah tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama 
yang mewilayahi tanah wakaf atau tempat teijadinya perwakafan tanah. 
Gugatan dapat diajukan secara tertulis ataupun secara lisan.

Isi gugatan antara lain harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Identitas Penggugat;

b. Identitas Tergugat;
c. Dasar-Dasar gugatan (posita); dan

d. Isi tuntutan (petitum) yaitu mengenai apa yang dituntut atau apa yang 

dimohonkan.
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Isi tuntutan atau permohonan harus jelas, terang dan tertentu serta 
tidak bersifat umum.108 Antara dasar tuntutan (posita) dengan isi tuntutan atau 

permohonan (petitum) harus relevan. Ketidakrelevannya akan mengakibatkan 

tuntutan tidak diterima, meskipun dasar-dasar tuntutan atau permohonannya 

dinyatakan terbukti. Selain itu, penggugat di saat memasukkan perkaranya di 
Pengadilan Agama harus membayar perskot biaya perkara. Tanpa disertai 
dengan pembayaran ini maka perkara belum dapat diregistrasikan di 
kepaniteraan Pengadilan, akibatnya perkara belum dapat diperiksa akan tetapi 

bagi mereka yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran 

tersebut dengan syarat bahwa ketidakmampuannya dapat dibuktikan dengan 

surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui 
oleh Camat setempat.

22.23  Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Tukar Menukar (Ruislag) 

Tanah Wakaf WAN SYARIFAH

Pada dasarnya suatu tanah yang telah diwakafkan dilarang untuk 

dirubah menyangkut status tanah Vvakaf tersebut seperti dijual, dijaminkan, di 

sita, dihibahkan, diwariskan, ditukar (ruitlag) atau dialihkan dalam bentuk 

pengalihan lainnya yang dapat mengakibatkan berubahnya status tanah wakaf 

menjadi tanah bukan wakaf. Larangan terhadap perubahan status harta benda 
wakaf tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Wakaf 

(sebelumnya ketentuan mengenai perubahan perwakafan tanah milik diatur 

dalam Pasal 11 PP No. 28 Tahun 1977).

Ketentuan mengenai larangan perubahan status tanah wakaf karena 

ditukar dapat dikecualikan, apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan 

digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang 

(RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan tidak bertentangan dengan syariah. Tidak bertentangan dengan prinsip

108 Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 
1972), hal.22.
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syariah di sini artinya tidak bertentangan dengan akidah dan serta diharuskan 
peruntukkannya bagi kemaslahatan umum. Untuk lebih menjamin hal tersebut, 
pihak penukar diharuskan untuk membuat surat pernyataan bahwa di atas 

tanah wakaf akan dibangun/digunakan dengan hal-hal yang tidak bertentangan 
dengan syari’at Islam.

Seorang nadzir dalam melakukan perubahan status tanah wakaf 
tidak dapat melakukannya begitu saja melainkan hanya dapat dilakukan 
setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. 

BWI merupakan lembaga Independen dalam pelaksanaan tugasnya serta 
berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di propinsi 

dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan perwakilan 
BWI di daerah dilakukan setelah BWI berkonsultasi dengan pemerintah 
daerah setempat.

Da*am ketentuan Pasal 51 diatur bahwa BWI terdiri atas Badan 
Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana merupakan unsur 

pelaksana tugas dari BWI sedangkan Dewan Pertimbangan merupakan unsur 

pengawas pelaksanaan tugas BWI. Badan Pelaksana dan Dewnn Pertimbangan 

BWI masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang 

Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Mengenai susunan 

keanggotaan masing-masing, ditetapkan oleh para anggota. Adapun tugas dan 
wewenang yang dipunyai BWI, antara lain:109

a. melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf;

b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala 
nasional dan internasional;

c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan 
status harta benda wakaf;

d. memberhentikan dan mengganti nadzir,

e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
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BWI dalam hal pemberian rekomendasi persetujuan (izin) tukar 
menukar (ruislag) kepada Menteri di haruskan bertindak sangat hati-hati. Pada 

dasarnya meskipun NJOP antara tanah penukar dengan tanah wakaf telah 

seimbang dan lokasi tanah penukar berada di lokasi yang strategis namun 

peran BWI yang utama adalah mengamankan aset wakaf.

Apabila lebih diperinci maka peran BWI dalam hal tukar menukar 

(iruislag) tanah wakaf ialah sebagai berikut:110
1) Memberi rekomendasi kepada Menteri atas persetujuan (izin) tukar 

menukar tanah wakaf;

2) BWI pada dasarnya mempunyai suatu keinginan untuk tetap dpat 

mengamankan tanah wakaf (apabila hal tersebut masih dapat 

dimungkinkan untuk dilakukan). Artinya apabila tanah wakaf masih bisa 

untuk tidak ditukar (di ruislag) maka sebisa mungkin dipertahankan 

keberadaannya di lokasi yang bersangkutan;

3) BWI berkeinginan untuk selalu mempertahankan peruntukkan tanah 

wakaf. Niat awal peruntukkan harus tetap dijaga. Misalnya apabila tanah 
wakaf tersebut awalnya diperuntukkan untuk keperluan pembangunan 

sebuah masjid maka di tanah penukar juga minimal harus dibangun sebuah 

masjid walaupun bisa secara tidak utuh (di tanah penukar dijadikan tempat 

SPBU dimana di dalamnya juga disediakan fasilitas musholla);
4) BWI berorientasi untuk memproduktifkan tanah wakaf oleh karenanya 

tanah penukar diharuskan berada di lokasi yang strategis sehingga bias 
dikembangkan menjadi wakaf produktif;

5) Apabila telah diizinkan untuk dilakukannya tukar menukar (ruislag) maka 

peran BWI adalah untuk memantau agar tanah penukar dibuatkan 
sertipikat wakafnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap peran yang lebih utama bagi BWI dalam 

tukar menukar (ruislag) yang dikaitkan dengan kasus tukar menukar (ruislag) 

tanah wakaf WAN SYARIFAH ialah bahwa sebisa mungkin BWI tetap 

mempertahankan keberadaan tanah wakaf WAN SYARIFAH, dalam arti 

apabila masih dimungkinkan maka sebisa mungkin tidak diberikan

110 Hasil Wawancara dengan Staff Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, Fahmroji 
Tanggal 15 Juli 2009.
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rekomendasi persetujuan untuk dilakukannya tukar menukar (ruislag) atas 
tanah wakaf WAN SYARIFAH.
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BAB 3 

PENUTUP

3.1 K esim pulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dalam bab sebelumnya maka
dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kasus tukar menukar (ruislag) tanah wakaf Wan Syarifah, Petogogan, 

Jakarta Selatan yang dilakukan antara pihak yayasan (selaku nadzir) dengan 

PT M PM (selaku pihak penukar) tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengingat dalam hal perubahan 
status tanah wakaf dengan cara ruislag hanya dapat dilakukan apabila telah 

mendapat izin dari Menteri Agama. Dengan demikian tindakan penghentian 
permohonan persetujuan ruislag yang dilakukan oleh Departemen Agama 

Kotamadya Jakarta Selatan adalah tepat;
2. Apabila terjadi sengketa mengenai perwakafan maka penyelesaiannya harus di 

tempuh melalui musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Namun apabila 

penyelesaian sebagaimana dimaksud tidak berhasil, sengketa dapat 

diselesaikan yaitu salah satu caranya melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan 

Agama. Dalam kasus, sengketa ini belum sampai diajukan gugatan ke 
Pengadilan Agama karena permohonan persetujuan ruistlag telah dihentikan 
oleh Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan;

3. Peran yang lebih utama bagi BWI dalam hal tukar menukar (iruislag) tanah 

wakaf ialah mempertahankan keberadaan aset wakaf dalam arti apabila tanah 

wakaf WAN SYARIFAH masih bisa untuk dipertahankan maka sebisa 

mungkin tidak diberikan rekomendasi persetujuan untuk dilakukannya tukar 

menukar (ruislag) atas tanah wakaf WAN SYARIFAH.
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3.2 Saran

1. Perlunya ditingkatkan pengelolaan wakaf yang dilakukan dengan manajemen 

yang profesional, terutama dari segi nadzir karena ia memegang peranan yang 

sangat penting. Berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan bergantung pada 

nadzir yang bersangkutan. Agar benda wakaf dapat berfungsi sebagaimana 
mestinya dan dapat berlangsung terus menerus maka benda wakaf tersebut 

harus dijaga, dipelihara dan jika memungkinkan dikembangkan;

2. Perlunya peningkatan pemahaman serta pengecekan segala persyaratan yang 

diperlukan oleh instansi-instansi yang berkaitan dengan jalur permohonan 

persetujuan (izin) tukar menukar (ruislag) tanah wakaf sebelum memutuskan 

untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan;
3. Hendaknya para calon Notaris dapat mempelajari tentang wakaf. Untuk itu 

hendaknya materi mengenai perwakafan dapat dimasukkan ke dalam 

kurikulum pengajaran Magister Kenotariatan.
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Nomor

Lamp.
Hal Pendaftaran Tanah Wakaf yang 

terjadi sebelum keluarnya PP 

Nomor 28 Tahun 1977

' Kepada 

Y th . Kepala Kantor

Urjuwn Agama Kecam atan 

KHUTOIUn BAKU---
dl -  I

Assalamu'alalkum Wr. Wb.

Dengan Ini saya ;
Nama lengkap 1)
Tempat lahlr/umur 

Agama 
Kewarganagaraan 

Tempat tinggal

-SLLATJuH

• STAHIEy.HUSOT .B A P » ...............................................................

. Jelcart»| . lQ .O k r to "b c r  .1 9 4 3 ^ .........................................

...................................................................
................... ......................................................—

.Kp* .JCrtcnot .BT* .004/05 .Kol* . C t l l l i t a a .

. 7*5^|60.o2*.

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanoh yang berupa sawah, pakarangan, kobon atou tambak 2 ) 
Sertifikat/Persil 2) nomor 

Kelas Desa 

Ukuran panjang 
lebar 

luas

terletak dl :

Desa
Kecamatan

Kabupaten/Kotamadya 2)
Propinsi/Setingkat 
dengan batas-batas *.
Sebelah timur 

barat 
Utara 

selatan

Yang sekarang dikelola oleh 

adalah tanah wakaf untuk 3)

. l i l a . Fetogogao«. .
P*???..

. «Jakarta.

pjsik,. . ............................................

B lp c iu ...........................................................
......................... .............................

0. W p * .  ?  p ..................................................................

?TARr
KO3H0UE*

Bersama Ini saya serukaa-sur

)Fif;uHHGHrrK«

j a n J C e p a l a l D e s a  w n t a n g  p e r w a k a f a n  t a n a h  m i l i k  t e r v e b u t .

Hal Ini saya tampalkar\untuk didaftarkan «bagal tanah wakaf \

W a s s a l a m ,

r .. !»>♦
_YaQi p.

Catatan

1) Untuk n .m . lengkap ini dlmak>gdkan wlah iatu dari nadzlr, waklf atau ahli warl>nyf , »nak keturunan n a d ll, atau 
anggota maiyarakat yang mengetahui bahwa tanah lem but adalah tanah wakaf atau Kete la  Desa.

2). Coret yang tidak perlu. 1
3). Diisi »alah satu dari tujuan wakaf :

a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk masjid, langgar dan musholla
b. Keperluan umum termasuk dl dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar iam pal tingkat 

tinggi w rti tempit penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma dan kpperluan umum la innya sesuai 
ckngan ajaran agama Islam.

Surat Ini dimuat rangkap dua

lembar pertama untuk PPAIW
I

lembar kedua untuk enlp. . j
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SURAJ KETERANGAN KEPALA DESA 
TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK

Ncmc, ; .

-'cri.jjr. ’rr-.'.ij K c p cla Dcja . . . 
. ~ c r . c r : r ; V . 3 n  b z l v . v a  l a n s h  : 

S e r u p a  .
•"Cr j l l  n c . —. z r  

•nc.21 0?:; 
wV.u'ran.̂ ir.jjns 

i c t z r  

i’J 2 i
. »::!cloK ¿i :
- c j j 
ĉcarruicr.

•'obupatcr./K o 13 n-. 2 l' v o 1)■»
•"•'opini:
« O a l c h  L c r  ; r  i z . ' . i h  v . c k a ! .

Icwah, pcfczrangan. hebun s isu uihbsk 1)

7,.58£,6Q ,K2.;

P e to g o g an . ................. ¡.
Kebayoran. B aru . .. .  X 
Jakarta-"Sela tan\*  • - j* 
E K I.Jek a r te* .

Derr.iV.ic.nlah ajar.mcr.jzrfikan maklum bag: yang berV.cpenlin;»n.

s d  Vcsoctibcr 1992 
isco^jokakai s 

CAHKT ESATOlAJi BAEU,

' J a k a r t a ,  19 # ^opsmber 1992

*' *:P2:a c*- kelurahan, 
w ----“Ogatr^TC^c^KabayorsmEto

NIP: 01004-1945
-—l' • 'N «r''” // p c r iu.

C a ’ba-fcnn t

Dl'tcm .oh waUa£ t e r s e b u t  diertaar b e n l i r i  
s e b u a h  t>GG£imen M u sb o lla h *
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KANTOR URUSAN AGAMA 
KECAMATAN.

Nomor : f ..........
Lamp. : .t .(Mfo).tefcftAt,

K e p i b i  
Vth. Kepala kantor Pertanahan 

Kabupaten / Kota madyaHal : Pendaftaran tanah wakaf,
. . .

di -  * • *
*.RÄ.4t

Oengan hormat,

Bersama Ini kami »ampaikan berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan 
lampiran sebagal berikut:

1. Surat permohonan konversi/penegasan hak.
2. Surat bukti pemilikan tanah.
3. Akta Ikrar Wakaf.
4. Surat pengesahan Nadzir.

Demikianlah, selanjutnya mohon dicapat pada buku tapah dan sertifikatnya.
Terima kasih.

. Nip: \

TEMBUSAN :
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor :. 6.6/li1/9. J ..  . Tihun. .199$ ..

Pada hirl Ini, harl . . . . .  tanggali.&Vft^ .1413. . H. mu tanggal #  M$Am. Kami Kepala
Kantor Urutan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakil wilayah kacamatanXP̂ JTfVfO,8WU........... , Kabupaten/

 ̂Kotamadya ....................Propinsi flP? ........................ . »teloh mengadakan
J pinilltlan »perlunya, mengesahkan :

1. Nama lengkap
I Tanggal lahir/umur 

Agama 
Pekerjaan 
Ktwarganogaraan 
Tempat tinggal

Jabatan dalam Nadzir sebagai
2. Nama lengkap 

Tanggal lahir/umur 
Agama 
Pekerjaan 
Kewarganegaraan 
Tempat tinggal

Jabatan dalam Nadzir sebagai
3. Nama lengkap 

Tanggal lahir/umur 
Ag »'m a 
Peke.Jaan 
Krwarganegarasn 
Tempat tinggal

Jabatan dalam Nadzir sebagai
4. Nama lengkap 

Tanggal lahir/umur 
A g a m a  
Pekerjaan 
Kev'S'ganegaraan 
Tempat tinggal

Jabatan dalam Nadzir sebagai
5. Nama lengkap 

Tanggal lahir/unvir 
Agama 
Pekerjaan 
Kewarganegaraan 
Tempat tinggal

Jabatan dalam Nadzir sebagai

AHHfD .tfTWiDB*............... ...........................................
31 ] i j ) o ...... '

Ï& W .................................................. ........................
...........................................................................

...............................................................
n*, ivtor. ww/9? . 'w w to ,w w f w f  !
- -E s iy j .  ............................................

T O t3P  8£HB02ACJüU

.............
X riü ......................................... ...............
PWSWfc..............................................„ .............. ........ ...
Pojirtü* Timar RTO04/i>S’ Paikr' X ii^ÿù '

SOTmKS « • .................................
STARir B3SB3JÎ 2WP*
18 ! ! ! ! ! ! !
Iiiiua.....................................................
î^tjûrio..........................................................

RTOOl/pÿ’ küïpUUit«n KeoV Xrès+i Jftii’,
ESim/ÜtAIa ‘

UOOIIl^T) JAI8 i®JUU
10 Yv\xr6?jri' lÿ20
ta l i a ........ :..................................................

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  

tÇpÔ6/66 fc&uxt&a x à ^ rc à  ^ni*

~  jucktftf * - « * !  1 !!!!!!!*!!..
JUKJEAKAS SUÎUB*
Si Vâroï f$4Sf;..................................
' ï a l i a .........
Uir«U*iùrH*'......................................

ÎÎÛO6/O7 ‘Voï* Vâïborcîi 'JaJairii ‘ï^r t̂V

sebagai Nadzir atas tanah wakal vang terletak di Oesa . ..................... Kecamatan .
Kabupaten/Kotamadya . VWV?* P̂ oin.î 180

Surai^pçngetahan ini berlaku sejak tanggai disahkan.

Kotaytrao Baru

••'¡•̂ ¿»piiahkan di J « *
•• ,\k''X*".i!̂ wiVianggal . f. '»U• V/..^ ĤWPl'»Kantor Urusan Agama Kecamatan/

ifsasH
x'Jv »iy /i

jatat Pe kta Ikrar Wakaf, 

Vawvj

Keterangan *.
\. M\ Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan?
7* Lemby ke 2 (dua) umbuvan kepada Kandepag Kabupaten/Kodya. .
3.Af«lp.  JttfSo l»

bst
\ T  $nrrn???yi................ • • • •
^^Js£h\s^*  'N|p. J â q̂ 'yayiî*
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I K R A R  W A K A F  
b is m il l a h ir r a h m An ir r a h im

Yang bertanda tangan dl bawah ini saya : 

Nama lengkap
Tempat dan tanggal lahlr/umur
Agama
Pekerjaan
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum)
Kewarganegaraan 
Tempat tinggal

. K .m w . m .,, m*

Ialo/n.___
Pengaoara«

, Indopes^A».........................................................
. &V. KT.». PP0/P2, Hi Jaya. K norm a... .

Bertindak untuk dan atas nama 
Pada hari ini 
tanggal

dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

ziou» * owtuuumcuj u tUVtUl
W akif.

v Uk x>£*rct v *

Kamib .

. .14. 1993. W. (2 : . R ajab . 1413 .H ) ................

berup?. 1)
Sertifikat/Persil 2) nomor 
Kelas Desa 
Ukuran panjang 

lebar 
luas

Terletak di :
Desa
Kecamatan
Kabuoaten/Kotamadya 2) 
Propinsi
dengan batas-batas : 
Sebelah timur 

barat 
utara 
selatan 

Untuk keperluan 3)

Tanah Pekarangan,

101

1 .H . i r . . . '
..7 ,566 ,69 ,

K o l *  P e t o ^ o ^ a n *

. .Baru/.
^Jakarta.Solatan. 
IKI Jakarta.

Kom ^l«^ .Bank.....................
Ja la n  Nii>ah.
J a la n  Nipah* * ;
Makara .Blok P .
Muaholah Arrific^urr^Lhiim«

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :
Nama lengkap 
Tanggal lahir/umur 
Agama 
Pekerjaan
Jabatan dalam nadzir 
Kewarganegaraan 
Tempat tinggal

. .AHMAD ALTDRU3.....................................................

.  . J q k ^ r t ^  . 3 1 .  D e o c p v b o r .  .1 9 3 0 * .................................................................................

I s la m .
Buruh*

In d o n e s ia .

. .J.U JttP/tfv Kttbpr. KT*P,12/0.1. K el* . P etogogan . 

. ?\0.0. \  .K.e!b.a7.°.r .afl. Baru J a k a r ta .  S a l^ t  p j i , ........

Ikrar Wakaf ini diucapkan/dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan..........................................................\. . .  ..
Keba/ppfifi, .......................................... Kabupaten/Kotamadya 2) . . J a k a rta - S o l a t a n .....................
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Propinsi . . .  .................................................................................dengan disaksikan oleh saksi-saksi:

TOMUK....'..............................
J«kaita , 21 Desember 1938*..............................
Ielaw;.................... .....................................
Kkrjruwun« .

1. Nama lengkap 
Tanggal lahlr/umur 
Agama 
Pekerjaan 
Jabatan
Kewarganegaraan 
Tempat tinggal

2. Nama lengkap 
Tanggal lahlr/umur 
Agama 
Pekerjaan 
Jabatan
Kewarganegaraan 
T empat tingga!

In don esia ,
,KP*.’.P**V4alc i'P»hil>Vc/K’arya
K«o». #P»nd*k.

’•M00HAM4AD vJ/dfl- AEBASv. • •• • • 
Bnmei». .10 ?<$&&&. .I92B*.
Ielara.
Dagang»

IndpnBBifU' .................. .... ................................
??$?£?£?£.??r . 99$/9$.KM« .Kebyt .Baru. 

Jpk&rt a. S e la ta n ............................................................

Ikrar wakaf in» dibuat dalam rangkap tiga :
Lembar pertama untuk Nadzir.
Lembar kedua untuk PPAIW 
Lembar ketiga untuk Wakif.
Demikian I k r a r  Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksanaan pihak lain.

. Jpkprtp.,..

j AHMAD ALYDRUS

Saksi-saksi :

1. H*- S A L IM • B* • USMAN. (

H. HUSIN ABT

Mengetahui
Kantor Urusan Agama Kecamatan/ 

MOCH, . J * I3  . .« 5 4 9  ( f . .¿ ¿ C ^ rrT T T .H  Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

" * —r - r T ^ -----

'.v H. r6 j)ja u . hba  111,

Nip: ,4SK>.____  '

Keterangan : \  \
1

1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak. 11
2). Coret yang tidak perlu. . .
3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.

a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
b. Keperluan umum, termasuk dl dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat 

dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu; tuna netra, tuna wisma 
atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.
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AKTA PENGGANTI AKTA I KRAR WAKAF 

Nomor 6£ / l I l / 93. Tahun : . . W A * . . . .

i, Syawal t  V “1993*
Pada hari ini, hari ................... tanggal*. .•. •. v « . . . v . . . : .  H-atau tanggal ••• • •■ • • ......................... ..  • • •

■  ..  M. datang menghadap kepada kami, nama . J U J W W ^  .K U  •• K«P»L ^ o r  Urman Agama Keca-
matan . Ke^ o r » .  D an .............»lak, Pejabat Pembuat Akta .k,»r Wakaf. Kecamatan . W * ,  . ? « W  • •
Kounudy. 1) . J a k a r t a - S e la t a a . . . .  Va^oUh Menteri Agam, dengan peraturannya NomoH ̂ ahun 11^8 g * «  
iy a t (2) hurul d ditugaskan untuk membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf wi aya ecamij an . . .  . . . .  . . . .
danSan d id ikan  oleh 2 (dua) orang n k,i yang k a m i  kenal/dlperkenalkan kepada kam, 1) dan Nadi,r yang kam, kenal/ 

diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan didatam akta pengganti in i.

I. Nama lengkap
Tempat dan tanggal lahir
Agama
Pekerjaan
Jabatan
Kewarganegaraan 
Tempat tinggal

Ssbagni 2) 
telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah 

Berupa 3)
Persil nomor 
Kelas Desa 
Ukuran panjang 

lebar 
luas

Terletak. di :
Oesa
Kecamatan

Kabupaten/Kotamadya 1)
. Propinsi 

Oengan batas-batas:

Sebelah timur 
'* barat

utara 
selatan 

Untuk keperluan 4) 
dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

II. 1. Nama lengkap
Tanggal lahir/Umur 
Agama 
Pekerjaan 
Jabatan
Kewarganegaraan 
Tempat tinggal

H. H U S IN .^ t .SHt

Islam«

In d o n es ia .
.?Pi .W/9?.s?±» . .

Keo* Petami>uran J a k a r ta B ja r a t • .....................

Wakif.

.Tanah -P akar angan.

.tO V W . "V.. .
. .75 ....... .
.7*5 86».qo ^

Kebayoran .Banu

IKI Jakarta*

.Bank*. 
Jalan  Nip^ah. 
Jalan  H ipah.
Make/T\ B lok P .............................
M u a h o lah  A rrofik ur R o h i im .

M . u m t m . v w w : ...........
J a k a r t a ,  21 Daseinboi«, :|93B<
I bI ê ....................................
^'Karyawan*....................................•_

■Ind*n«oia.
KpVrK*nd#k\iif«n RT.* 02/0'V K«1V Pendek' 

‘ ir'wi K«o* P*hd*k kben T angarang .
. . . . .
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I, Nama lengkap 
Tanggal lahlr/umur 
Agama 
Pekerjaan 
Jabatan
Kewarganegaraan 
Tempat tinggal

ih yvakaf tersebut diurus oleh Nadzir 

Nama lengkap 5)

T a n g g a l  la h ir / u m u r  

Ag a ma  
pekerjaan 

Jabatan

Kewarganegaraan 
Tempat tinoaal

,moc PM4HAP.WP.MW/......
. P.W.®}»*. .1P. P.e>W.4. .19^.
Islam . .

.PsWPfr.

.................. ....... L.................
.??}■? ?T?. ??£/?£.???.* Pw 1
' Jakarta’Sel'atan*

.m iVAVW m* ..................
Jakartaj 31 Desem ber.I^O . 
Ialara.
Buruh.

'Indonesia*.......................... ; .....................
j i .  Nipah Kubur RP* 012/01 K ei, Petogogan

.Baru a ,3el '̂ban .̂............

.H4TO .W1WW .HAWW . .

'1 9 3 5 . ' ...........................................................

¿h tersebut adalah wakaf dari :

Nama 
Tempat tinggal 
Yang diwakafkan pada tahun 

ta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap tiga : 

nbar pertama disimpan oleh PPAIW.
nbar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati Kepala Daerah cq Klpala Subdit Agraria, 
nbar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut

Yang mendaftarkan * 'ri-Vr*'•‘Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ 
■ • 'V -•*»-*----1~ ------- — arWakaf,

S Y A R IE F  #H U *?N  BAP j 

ksi-saksi :
H*iSALIM B* U3MAN----(

MOCH.' JAIS. ABB(lS........... (

et erangan :

L Coret yang tidak perlu. x
K Oiisi salah 'satu dari Nadzir, Wakif atau ahli warisnya, anak keturunan Nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahui 

bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kopala Desa.
). Oiisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak, 
h Diisi salah satu dari tujuan wakaf.

a. Pembangunan peribadatan, termasuk masjid, langgar atau musholla. [
b. Keperluan umum termasuk bidang pendidikan dari tingkat Kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi »rta

tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan tujuan 
ajaran agama Islam. * '

i ) .  Kalau Nadzir Badan Hukumr maka yang bertindak dalam hal Ini ialah Ketua/Sekrelarii/Bendaharanya,dengan menunjuk* 
kan dan menyerahkan susunan pengurusnya.

tanah wakaf menurut bentuk W.3 ini harui diwrtakan surat tanah, surat keterangan Kepala Desa
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'SbR A f' P S W yA T A A A J  

K S 7 & $ A M 3 M / K £ M A r~ /A ^J  •

VAA/S" /3 S ^ 7 > W M  T M /ß A * S  b ¡  /iAVJAM  /A J / ,  \T a y  A  

AM M, A : •

P eK .e /\7 A A * f : / & t /  T?*Af6GA .

A L a  M Ar~ /u '/p a h  K ( /& v f i , / iC o * z  Q - v
f i n  o /S . ^ . u / . a /  K & t . / >e r ° 6 0 £ * r * /
K& &. &A*tXs -¡JWCAyÇtt vífe^ATTW . 

\ik & A < £A -/M 4*S K M S  /S 7 ir X / Á ¿ A \ .  W a a s  A //M a ¿> A ¿A y¿> A í< yS t -
s

Z>£AJ6A*/ /À//" S A y  A  P& ZM yA ?**A S / AT«?/H /5A-< /S A-Aj

yA A /S  'SëS'C/A/êG«#A/yA;&AHYJA< P(/AM / S A y A  ; y  A A /G  A S A M A A S y t

T B ^ 'ie & o r -û /A T v s  4>ÇA/A^ 7BCa h  \aja/=*J~, P a ¿ a  7 ? w e S 4 ¿  :  / S '  J>
\

4 9 S P  J& JJA  'ZAUfiJyA è r /yjATCAWCAcA/ é?'¿JORCAS/ A 4 C /S ¿ ¿ O Í ¿~A>

"Á K R op /§> c/A > ftA # /» 1 "  y /Ù A J /P M  /Cú'& e/t'z /Z 7 .c / ¿ L / o í  r c & C a ^ K / /  

pG T öG öQ A rA J -

¿& AA/xyÁ-AS ¿ A  ¿/ 'fc /G A T  /O s^ /J y A  P T A A A / A - ^ y  /AJfj kPa a  

¿)&A/Gj\ A /  \PiSS£ A /A j<Z_ J&C SSA/ZASyA ,v/fe& A ^ A -/ 7“W /

/ % ^ 0 ^ / W r V A A /  A /* *  Z / ^ //> E A /G c//Z¿yj T A A /A r/V  ^VUASZAJï  "  U ^ A /  S y ,

R/f*AA A&tX/ÜAH A¿~'A¡t>/b",j-¿.A//fi AV K c /Ç o /t  XT'. o/£_ RMS.Q 
t<3e¿. P e rv s o g A + s , a \a s?a  a t^ /a -ô a  / > / ^ v t
■r- - y A 4 >-» y /  X /

X  ¿ ¿ 4  ¿ A A /  Æ / W J )  CIK/7X/K A A B À /G G 'fZ K  ¿-¿-U/ AàArA/y

viM/C'vT/* ;

/ t t - t f u s /v  AD y -T ^ .
K epo*JA -K K *J .

\ A A a - ^ 7 a /  ./ J u t s / j Sjo o j

yA rK /6  M S M Q c/ A  7~ Z ^ /iA /y A  7 V rH  V
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SUKAT KETERANGAN PEMBERIAN KUAS|.

Yang! b e r t a n d a  t a n g a n  dibav/ah i n i ,

N a m a  : H.RUSIN ADY ALAYDRUS SH.

P e k e r j a a n  : P e n g a c a ra

A l a m a t  *. J l . M a s j i d  N u ru l Iman I  N o . ^ A  R T .0 0 8 / 0 2
K e lu r a h a n  D u ri  Kosambi Cengkareng;
J a k a r t a  B a r a t .

K ami a t a s ,  nama W akif  dan s e l a k u  K e tu a  P e n g u ru s  T an a h  P e m a k a m a n -  
W a k a f  "Sy a r i  f  ah  H ab ib  A b d u l la h  A l - A id id u y an g  b e r l o k a s i  d i l i n g k u n g a n  
RT. 0 1 2  RW.01 Kelurahan P e to g o g a n  K eb ay o ran  Baru'. J a k a r t a  S e l a t a n , M a k a  
d e n g a n  i n i  Kami m enun juk  dan  m engangkat s e r t a  memberi K u a s a  s e l a k u .  -  
N A Z I R /P p m e l lh p r a  T anah  Pemakaman Wakaf »dan s e k a l i g u s  s e b a g a i  K e t u a -  
M u s h o l l a  y a n g  b e r a d a  d i a t a 6  Tanah Pemakaman Wakaf t e r s e b u t ,  k e p a d a  :

H .M .M usta r  H .S aab ah  

G uru M en g a ji

J l . N i p a h  Kubur N o . l  RT.0 1 2 /0 1  K e l , P e to g o g a n  
K e b a y o ra n  B aru  J a k a r t a  S e l a t a n  1 2 1 7 0 .

Y a n g  s e l a n j u t n y a  m e n g g a n t ik a n  Almarhum Bapak Achmad A la y d ru s  
s e l a k u  K e t u a  Pengurus Pemakaman y a n £  t e l a h  W a fa t .

Demikian Surat K e te r a n g a n  P e n g a n g k a ta n  S e la k u  NAZIR/ P e m e l i h a r a  
T a n a h  P e m a k a m a n  W akaf,  y a n g  Kami b u a t  dengan  s e s u n g g u h n y a .
M aka kepada Instansi yang berwenang untuk mengetahui adanya.

J a k a r t a ,  13 J u n i  2 0 0 1 .

Y a n g  d j b e x i - K ^ ^ -

( H . M . M u s t a r  H .S a a b a h ) .

A/N.Wakif/Pengurus Tanah Wakaf 
"Syarifah Habib Abdullah Al-Aidi d

Yang memberi Kuasa

(H.HUSIN A1JY ALAYDRUS SH).

N a m a
Pekerjaan
Alamat

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SERI • A 
---------   JAKARTA SELATAN ,

"'R'iiBAY,6'ii/vW”^ARu No. .4 6  7 . 3  5  7
" PETOGOGAN....... Model j PM. I WNI

Kode Kel. t .____ r .

: 1 1̂ 7 10 7
Jalan Raya N0 .1

KOTAMADYA JAKARTA SELaTAN 
KECAMATAN 
KELURAHAN

TciP.7.2Z9.Q&5fe..r..

SURAT -  KETERANGAN
Nomor : / & j? /  1 ,7 5 5 .0 9 / 2 0 0 1

Yang bertanda tangan di bawah’ini Lurah : ....?.e£.Qg.Q.£3R.
Menerangkan bahwa :

H. MUHAMAD MUSTAR.
....J.Q&QXV..I5.... .iw iii.... 195.7*......................... .3 ......
Lak i -1 ak i/Kcmxipuan.
.....
...................................................................................................
.....J l ^ . N i p a b L . K * ) .....
....K£lurahan..P.e.tosQg|in..Ke.caiDataa..Ket>^yppari Baru

: ..............................................................................
: .... yang

t e l a h  d i b e r i  k u a s a - o l e h  •KGtua-E>e n g u ru s . .W a k a X '. .N ip a h . .K u b u r  y ang  b  
Nama • H, HUSIN ADY---ALAYDRUS->-**SH^-y-Syra,b ,-^e-"bprQrigan-.*d.ni-- d i b e r i l c
u n tu k  mengurus NADZIH Pemakaman W akaf N ip a h  K u b u r . ----------__
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

\
^  ____________  2001

Tanda tangan yL‘_

Nama
Tempat/Tanggal Lahir 
Jenis Kelamin 
Agama
No. KTP/S KTLD 
Alamat

Pekerjaan
Maksud/Keperluan

(
H. MUHAMAD MUSTAR.

Mengetahui

Camat

(_________
NIP/N RK

TIDAK DIPUNGUT BAYARAN~|

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



Yang b e r t a n d a  tan g an  dibawah i n i

N a m a : H .Husin Ady A laydrus SK.

P e k e r j a a n  : P engacara

Alamat : J l .M a s j i d  N urul Iman I  N0. 2A-A RT. 0 0 8 /0 2  
K e lu rahan  D uri Kosambi Cengkareng. 
J a k a r t a  B a ra t .

Kami a t a s  nama Wakif dan s e la k u  Ketua Pengurus Tanah Pem aka 
man Wakaf " S y a r i f a h  Habib A bdullah A l-A id id"  yang b e r l o k a s i  d i l i  
Tigkuntgan RT. 012 RW.01" K elu rahan  Petogogan K ebayoran B aru  J a k a r t a  
S e l a t a n ,  Maka dengan i n i  Kami menunjuk dan mengangkat s e r t a  mem­
b e r i  t u g a s  s e l a k u  S e k r e t a r i s  N a z i r  Tanah Pemakaman Wakaf t e r s e b u  
k e p a d a ;

N a m a  : Karail Yusuf S.
i

P e k e r j a a n  : Karyawan

Yang s e l a n j u t n y a  m enggantikan  Almarhum YUSUF SEHBUBAKA'R s e l  
k u  S e k r e t a r i s  P engu rus  Pemakaman yang t e l a h  W afat.

D em ik ian  S u r a t  K e te ran g an  Pemberian Tugas S e la k u  S e k r e t a r i s  
N a z i r  T anah  Pemakaman Wakaf, yang Kami b u a t  dengan s e s u n g g u h n y a .  
M aka k e p a d a  I n s t a n s i  yang berwenang untuk m engetahui a d a n y a .

A lam at : P e ja t e n  Timur RT.00^ RW.06 
K e lu rah an  P e ja t e n  Timur P a sa r  Minggu 
J a k a r t a  S e la t a n .

J a k a r t a ,  13 J u n i  2001

A /N .W akif/Pengurus Tanah W akaf 
" S y a r i f a h  Habib A bdu llah  A l-A id ic

Yan^ d i b e r i  tu g a s Ygng memberi Tugas

(H.Husin Ady A layd rus  SH).

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



HI*N I UK W.l».

2.

SURAT PENGESAHAN NAOZIR

• ' Nomor: / . 9  2 ........Tahun A 99.2 . . .

Pada hari ipi, hari S®?-?.8 * .............. tanggal.??. .J . 'VI?. .Uft?«tautangg»l H .  A&WP. .? 9 W .k a m i Kepala
Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan , .  A i9 T \aR  . . .............................setelah
mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan :

H. KlIHAKAD ̂  MUSTAR H. SAABivK ^
j * fe'ogor)* \\$\ ? u n i ’ *1’9’5^1’

’ i s i a m , ’ * ’ . ¡ 1 ........................
’ G u r u ’ * . ’. ............................. .....................................

! ’ in d o n e V ia  ’ ’ ’ * ’ ................  ’ ’
! ’ j ’lV  *l) i 'p a h  * iiubu r*  h ’lok* . ’ ^  . i y ’ R 1 0*1’¿ / 6 1

* k e l  • * P e t  ogo&aa’ i Le e K e b a y o r a n  * i3 a n i  *
. ^  B?tPA [T7 . , ’ *. ’ ’ * ] ’ * * * * # * * * * * * * *t * * * *

. ; ILAIIIL. YJJ.SUF S  .
! ‘j a k a r t a ,  ¿  A p r i l  '*1*959

‘IbTdili........................................... ............................
’ li&r$&U'8Lti........................................................
: *Ittdctofeb‘i e l ............................................................. ............................
* ‘ P*e J a 6 e n 'T i r n t f r ‘ R t O t K / 0 6 * .........................................

•2Lbl, ;P b ,J« it6 tx # T l ih i iV  ‘K 6 b ‘. T d 6 i i t f  m t i g £ \ i
. ; y ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

'sYARI?* HlisElii BAP . ' * W ..............
* J  a ^ a r t a * /  * 18* UVct ob*er ’ 19*4 3 ...........................

: . t  . . . . . . . . . . . . .  . . .  . .. . . . . . . . . .
*. N o ta r i s *  ’ ................. .. ..................................

’ i n d o a e s ’i ' a ...............* ........................................................................
*. ‘ftVO’CH /ty? ’¿ i l i l i t a t i  • *• • • _.................

‘¿¿ ‘amat* ‘J a t i*  VJafcairt’a ‘T i m u r ..................*. *
......... ......................................

’MOCH^i&AD * JA IS  *ABBAS 1 ’ : .............
; * Uf Y e t ) r u a f r :T 9 a 8 *  * * ................................................ ......
[ ‘I s l ’am.............................................................

'ow a.flt& ................................ ;...................................
; ‘Xadd&6bTrf................. t*.‘ ...............................

‘itttf06/0o  ‘£ e l 7  ‘P e tp j j d g a r i ..........................
'Keoant&t*ati ‘E.& b*a^6rari ’B a r i i ..................r * *'

. ‘ * * ‘ ‘ * * ‘ ' ‘ ■;' •* ‘ ...........
. ABUBAKAR SHAHABv ‘ L /
. * 3 ** K a re V  * 19*49 ........................................... ..

‘v  j ’l s l ’ara*" * * ‘ '  ̂ ’ .................
’¿ ira sw a s ta .............. ; ...................................

! ‘Indo’tieB 'ia ...................■........................................
’ ‘R t0dB /O Y  ‘E.61V ‘P a lb ^ e r a h ’ ’J a k i i r t ^ *  B a 'r a t

3.

Nama lengkap 
Tanggal iahir/Umur 
Agama 
Pekerjaan 
Kewarganegaraan 
Tempat tinggal

Jabatan dalam Nad̂ ir sebagai
Nama lengkap 
Tanggal Iahir/Umur 
Agama 
Pekerjaan 
Kewarganegaraan 
Timpat tinggal

. Jabatan dalam Nadzir S8 baga i

Nama lengkap 
Tanggal Iahir/Umur 
A g i  m a 
Pekerjaan 
Kewarganegaraan •
Tempat tinggal

Jabatan dalam Nadzir sebagai 
. Nama lengkap 

Tanggal Iahir/Umur 
Agama  
Pekerjaan 
Kewarganegaraan 
Tempat tinggal

5.
Jabatan dalam Nadzir sebagai
Nama lengkap 
Tanggal Iahir/Umur 
Agama 
Pekerjaan 
Kewarganegaraan 
Tempat tinggal

Jabaten dalam Nadzir sebagai ‘JOIGGOTA’- -

sebagai Nadzir atas tanah wakaf vanq terletak dj Desa 
Kabupaten/Kotamadya. . .  . .  . ,® . f-. ,a.̂  ,

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

P e to g o g a n

Propinsi
m

K e b a y o ra n  
Sa^jfarta...........

B a r u

m ut ~ J a k a r t a
" i : : : : ,4f fcauatua 

Kantor Urusap Agama 
abat Pembuat

y ny K e b a y d r a h *  'Bar

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN

Jalan Tnmojoyo No. 1, Telp. 7393788 i
Jnlauin Seintiui \

".............. ..................■■■■■'.. - ...... ................... ,■■■*
I

Daftar : Hadir dan Penerimaan Honorarium Panil ia 
Pemeriksaan Tanah (Panitia A dalam tu g a s  
Pemeriksaan Tanah\ sesuai dengan SK Kevala  
/3P.V,Vo. 12 Tahun / 99?.

A. Hari / Tanggal 

D. Waktu

C. Tempat ‘ Letak Tanah 

I). Pemohon

N a m n

13.00 WTD
'l

Jalan Nipah Kubur RT. 012 ^  W. 01 
Kcl. Pelogogan \
Kec. Kebayoran Baru j

t

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Jabatan J Kedudukan dim Banyak

I
§K
*4i:t

. il. NADJ1B TAMAMI, SH.

J K l’SNANJAR. BH.

; SVhJMUAK'TO

; t .  DAHRIZIAL SYOFYAN 
i
j IIAIRUDDIX ANWARi
t

i
! S l:* \V .A R K O

StafPHT 

StafP&PT 

Kasubsi PPT 

Kasie PGT/
Lurah Pelogogan

1
Staf PiH'

Jumlah

Penilia
i

Honorarium •
Rp. 2.501.}.- • l. ( :.......... j

[anda Tangan j

I Anggota

Rp. 2500,- J

Rp. 2 500.- ,

K -
Rp. 2.500;- i

Rp. 15.000,

MENGETAHUI :

A. W KEPALA KANTOR PERTANAHAN 
JAKARTA SELATAN 

KEPALA SKKSI HAK-HAK ATAS TANAH 
(“KETUA PANITIA")

Jakarta............................................ 2001

A.N. KEPALA KANTOR PERTANAHAN 
JAKARTA SELATAN 
Bendaharawan Khusus.

( H A R D J O N O ,  S H J  ( IN A R V A T U N )
NIP. 010164657 NIP. 010071667

Kwiinnsi Tgl.

KJa

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



k:  K SIMPULAN :

1. Bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan dengan Pemberian Hak Klitik.

I 2 . Bahwa pemberian Hak Milik yang dimohon ilu hendaknya disertai syarat -  syarat :

i
I

3 . Bahwa atau melihat letak dan keadaan tanahnya, maka diusulkan untuk meinbaynr uang pemasukan 
kepada Negara berdasarkan harga Dasar setempat ( ) sebesar Rp. ’o,- (nol rupiah) permeter
persegi. ;

4 -  Bahwa ganti rugi tersebut hendaknya ditentukan untuk dibayar sekaligus/dengan sccara angsuran waktu 6 
(enam) bulan.

•inikian Pemeriksaan ini telah kami buat pada tanggal, tersebut dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan 
-bagaimana mestinya.
5

; PANITIA pem er ik sa a n  TANAH TERSEBUT ;

•1

[ " 5 N a m a

11. N AD JIB TAMAMI. 811
I! • • ’

.k .  u sn a n j.-vr. b e .

• S  CH ARJ ANTO 

' I r . DAIIRIZ1AL SYOFYAN ^

H  AIRUDDIN ANAVAR 

S U W A R N O

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



• . » . • » 't '*  .............• i . ' . . ;

: f  -HAFTAR ISIAN 207*.
•nib . : •:

.09.02.05.07. m .

S U R A T . . .  Í Í T O
.......... •
Nomor : .L..: 0 0 5 Z 7 I?...#.

\/
SRllIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : ........................Daerah.Khusus.IbukolaJakarta.
/ Kolamadya : Jakart3 Selaian-........................

Kccamatan : ....................l^6baypfa.n..Bafu.........................

/ Kelurahan : ..........Pstogogan. -Jalaiv Nipeh Kubur -RTvDV?-RW: 0 V..........

I’eia ...........i7.Qlpyf3.r*A?.'.r.i.\a hu n i960............  ............ Nomor Peta Pendaftaran

Lc.nbar : .......36./.A6.....  Kotak : B:C.*.D./.2-.3:d.
t

»r •
;

■ M

Keadaan Tanah : S.e.bj.d.aug..\ñnab..p.5.H5.faogan..si..3tasniía..!sr<í.ap.aL b5ber.3p.5...b.sa9unan..P.er.cQ5r.=

Tanda-tanda batas . 1 .& * £ • . .dan c:d .yang berdiri di d.ala ...............................

.1 embok:Lemb.o.fc....d-.e..e.-L I.-.g. .g:b.. h.-.L j.-K.k:L l:m..rawa. vo.. P-A-fl-r..r.*s..s.i_ 
Vi> SJ;.Y,. V;wt, w-.x, x*y dan y:a yang berdiri di luaf...............

Lua? 8.985 m2 ( Delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima -̂ eter rersegij.

I V m m m U m  i l . m | v i wi ; ! ¡ v!n !vi l : ,s : . ? - r  . . . .

................................................................... D.ip.e.cgur)9ks;y. .uo.iu.k ;.T.cmpal. .P.e.makacn¿,n. .Ucnutn..(.IP.U. 1........

.............................................................Ri.u.k.u.r o.l e h.................. : Sj. ina.rdi S .................................................

S l c  . /. 9 //. -L U  J  A M  l ^ <  h ú c t

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



SKALA. 'í : «........

I

/
f9 -oi

im-;n.iki. \ san •: .. li ;il ;i> I ; 111 I
, *’ V* *, •
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Y A Y A 3 O  
Nomor i 13*

-Pada hari ini, C'»cnin tanggal ennm April seribu nembilai 

rnt.ua delapanpuluh tujuh menghadap kepada r,t
ya, rOBRKON KA.RIM, berdasarkan JJurat J’enPtapan Hakim Pe 

iv>*u>adilnn Meteri Jakarta Pucat, tertanr^al enambelao Pebj 
Ĵlri seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (16-2 198?) 
nomor OVCN/PDT/P/1987, penn^anti dari tuan MUDIYOMO, N c 
taris di Jakarta, dongan dihadiri oloh para saksi yan& 
saya, Wol: ari s kenal dan akan dirjeb\vt nama-namanya p

bnp;ian akhir akte ini :------ ----- 1-- :--- ' ~~
-'Aian irUScilN BTN ABUR AKA'>* ALAYIH-U:’/, kr.rynvan Notaris* bt 
tempat tinggal di Jakarta, Jalan Usya Condet norcor 35»

|iiT.04-:vVi.05, Cililitan, Jakarta Timur;----------------
t ____ -_____

;-dalam hnl ini menurut kateranr*rmya bertindav
i .

a. un buk diri sendiri;---------- \-----------------
j 'b i pclnku kuaoa lison dari dan karrnap.̂ ii u»ituk dan

(nama sorta sebor apa. perlu ^ ' - i - 1̂  G11113
ipjunp; dan menjamin k e p e n t i n g a n  .tuan-tuen »

'l. Insinyur ALI BIN ABUB/u.A- J51T! -'¡‘AlUvB;
Haji iru:>IK ADY B'IU UT; A! i A*.AT;:':U:;> ,‘.<ivrjana Hukum;

|i) 'iUi.'.UF MlEBUDAKAN_______________ .....  " '........
:(i!) AliriAj) BI K UH A1' ALAYimUS;.................... -
15. •■'»Lili BIN UU1AN ALAIIJIT*,---------------------- -

L
— ni>i«s\mnya r s v 'a r t a ,  
“b e r t e m p a t  t i n r . f t & I

■'Ap^r

'/S
\ V s ^  • / /

I 6. ALUiVvKAlv D lis ABJ)UJ..LArl LU N oili\H,\B;--------------
1?. KUNAMAI) BIII ABDULkAltUAN ALA'L'j'ui;----------

Doktorandus Haji MUllAIiAU JAli3 /vBBA-S; — -
. -PGnp^Tac'np bertindak scbap;aiu;ano tersebut diatas menere: 

jkffri dengari- ini, bahwa dengan uan^ sebesar Rp.^O.pOO.- —

Oimnpuluh ribu ru'piah), ------ ‘ ‘ “ "

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



yang to la h  d ip isah k an  d a r i  kekayaan  m'ereka., denpjan i n i  «— 

mendirikan su a tu  Yayasan dencan momakiai anpir.aran d a s a r  s-
»

bap;ai b o r ik u t  i —__________________ ;___________________________

NAMA DAN T.OTAT KllDUDljKAN 

-------  -  P a s a l  1 . -  -J-------

-Yayasan i n i  d i b e r i  namai YAYACAN AMjjLIYAIi A! !li01r ICjOKH AHII 

WAN GYARIFAH* berkedudukan d i  J a k a r  t  ej, d e n g a n  mempunyai • 

Cabang-cabcinfi/perw akilan-perw akilari ' d i t e m p a  t - t e m p a t  l a i n  

yang d i a n ^ a p  p e r l u  o le h  13adan P e n g u ru s  d e n g a n  p e r s e t u j u  

an Badan P e n d i r i . -  _________ - _______________________

LAKANYA BfcrtDIKI 

------ P a s a l  2 * -

-Yayosnn i n i  d im u la i  pada h a r i  dan tan p r^a l  a k t e  i n i  difca: 

da tangan i dan d i d i r i k a n  un tuk  s u a tu  w ak tu  ynnR lamonya

t id a k  d i te n tu k a n  t e r l e b i h  d a h u l u . ------ ------------ ------------------------

___________________A Z A S ___ ;______ -_______________

____________________-  P a s a l  3 . -  ..._J_______________________

-Yayasnn i n i  b e r a s a s k a n  PANCA oI-La se b a R o im a n a  te r c a n tu m  

dalam pembukaan UNDANG-UNDANG D asa r  19^5 ( r . c r i b u  s o m b ila

r a t u s  empatpuluh l i m a ) • - ---------------- :---------------------------------------

_____________ I«AKOUD DAN TUJUAN_______

____________________ = P a s a l  4 , -  ---------------

-Maksud dan tu ju a n  Yayasan i n i ,  i a l a h  : ------- -------------

p e m e l ih a r a ,  mencerah an^kan dan  m e lr .n ju tk a n  A m a l iy a h  Tane 

Wakaf Wan S y a r i f a h  yang t e r l e t a k  d i  ^ o l u r a h a n  P e to g o g a i  

UT .012/01 Kecamatan K ebayoran B aru , J a k a r t a  S e l a t a n ; — 

y ie m e l ih a ra »  mengembangkan dan m em an faa tk an  s e r t a  inomp« 

b a ik i  M ushollah yang t e l a h  ada  yang b e r n a m a :  IlUCIlftLIAH
>

ARROi'IQfflRJR/U-IIM, t e r l e t a k  d i n^ nc w a k a f  kopunyaan  •

Vian »syarifah# ----------------------------  ----------------------------------------:—

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



- 1'ie r .in G k R tk a n  r a e a  s o l i d a r i t a s  o o o ia l  t e r h a d a p  .umraat I s l a m  

k h u s u s n y a  d an  m en ju n p ;ju n c t in ^ e s i r a f ,a  k e m a n u s ia a n  p a d a  

u m u m n y a ;- ------ -------------------------------------------- !—  -------------------------------  

U S A H A

- -  P a s a l  5«“

-U ntuk  lnoncopa^ maksud dan tu ju a n  nebarnimann t e r s e b u t  d a -

lnm p a s a l  d i a t a s ,  Yayasan i n i  berusaha  i ----------------------------

a .  Membentuk dan m endirikan  -kombaca j 'en d id ik an  Is lam  s e p e r  

j t i : M adrasah-madrasah d im u la i  d o r i  t.i.np;kat 'Caman k a n a k -  

! kcmak, .Sekolah Dasar Islajn  ( I b t i d a i y a h ) , Thmiav/iynh, —

A liy n h  sami>ai kepada P erburuan  Tinprpi. -----------------------------

M en d ir ik an  t t a j l i s  T a k l i m ; _________________________________

| c . ‘ Membantu f a k i r  m isk in  dan yatim  p i a t u ; -  --------- :---------------

jd . Membina k e seh a tan  dan k e s e ja h te ra a n  p a ra  k e l u a r p a .y a n g -

| t i d a k  m a m p u ------------------ —---------  — ------------------------------

j*i • B e ru sah a  mengadakan Lieiabn^a-lciabaifa K eteram pilan  d an  j— 

P enyu luhan  s o s i a l  fcni'hadnp uramat islam  afiar b i s a  m a n d i-
i• n ; - ____________________________s__________ s.................................... ........... •-

| f  . Membentuk u sa h a -u sah a  l a i n  yantf t id a k  b e r to n tan p an  d o  - 

 ̂ n r a n  s y a r i a t  anama I s la m , demi t e r c a p a i  maksud dan t u  -

ju a n  s e p e r t i  d i s e b u t  dalam p a s a l  M d i a t a r . ..... .............

---------------------- KbKAYAAN /  KiSU ANGAN-  --------- *-------------

--------------------------------- P a s a l  6 , -  ---- 1 :--------------------

-K ekayaan/K euangan Yayasan i n i  t e r d i i i  d n r i  :

a .  Modal p a n r k a l  eo b o o a ru p . 50 .0 0 0 t_ ;(lima puluh r ib u

r u p ia h ) .
b .  P e n d ap a tan -p en d ap a tan  d a r i  usaha iay asan ;  ______

c .  Murobanftan-sumbangan d a r i  ronnnpun .lu?™ yang t i d a k  raen^i*
l

k a t ; -  ___________________________ :__________ ______

d .  H a d ia h -h a d ia h ,  v /a s ia t - v /a s ia t* h ib ah -h ib a h  dan hibah wa*
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s i a t  yang t i d a k  m eng ika t• -

DADAN PiiNGURUS

— -  F a a a l  7 »~ •

1« Yaynsan i n i  d iu ru s  o loh  s u a tu  Bodan 1‘onpurur. y a n g  to r* -

d i r i  d a r i  seo rang  Ketua a t a u  l e b i h ,  noornnR  !j e l c r o t a r i a
t

a ta u  l e b i h ,  seo rang  Bendahara atrvu l o b i h  dan  b e b o r a p a -  

ornng anggota menurut b id an g  unahja dnn k o a h l i a n n y a t d i  

’ bav/ah pengawa<?:m Badan Pon d i r i ; -  !--------------------------------------- -

2* Anggota-angkoto Badan P engurus  d i p i l i h  dnn d i a n g k a t  -

d a lan  kedudukannya maoinc'.-nrnnin»’; jno rtn  d i t e t a p k a n  o l e h
i

Bodan P e n d i r i  untuk v/aktu 3 ( t i ' ,:a ;  1; a h u n , - -------------------

3 .  I’ienyimpan,". d a r i  jangka waktu pongrm rckatannya mas-ing—ma

ning angro.ta Bndan Pongurua dapn tj  d i b e r h o n  t  i k a n  o l e h  -

Badan P e n d i r i  dengan a la s a n -a ln s a i»  t ^ r i . e n t u ,  a n t a r a  —

l a i n  yang b o rsan g k u tan  h a ru s  d.inarigf'iil u n t u k  d i m i n t a  -  
\

--------------  !< ¿ANC.C’.OTA.Ml BA.DAN UfMUb ......  - ........ —

.............. - __...__ _______ -  P a s a l  0 . -  ---------- --------------------------

1* Keanggotaan Badan Pengurus b e r a k h i r  k a r e n a  : ............ .

' a ,  meninggal d u n ia ;  --------------------- !-------- -----------------------------
i v

b .  a t a s  perm in tann  s e n d i r i  m eleta |cknn  j a b a t a n n y a ; ........

’c !  pemecatan a ta u  a la s a n  l a i n  ol.afc kepufcus;an Badan P en-i
d i r i ;  _______________ _____ ____..................................................... .

I
' d ,  d i t a r u h  dibawah pengampuan; ; __________________

2 '. P engangka tan -pengangka tan  d a n / a t a u  p o m b o rh e n t ia n -p o m  -

b e r h e n t i a n  p a r a  anggo ta  Badan P en g u ru n  a k a n  d i l a k u k a n -

o le h  Badan P e n d i r i , -  ------------------ ------- — ---------— :---------  

3 .  J ik a  t e r j a d i  lowongan, maka p e n g a n g k a ta n  u n t u k  m e n g is i  
i

lowongan* ' i tu  akan d i la k u k a n  o le h .  Badan P e n d i r i ,  akan  -  

t e t a p i  an g g o ta  Badan Pengurun l a i n n y a  d a p a t  m enga jukan
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c a lo n - c a lo n  untuk m engisi lowonr.ani i t u  kepada  »Jadan I^en-
i

d i r i .  i_______________ ;-------------- ’----------- 1............ ....... ...................
I

----------- Ki-.VAJinM o;ai tUvUA.w r^;;ir.:UB -----------

-------------------------- ---- F p o o l  9 * - ------------ :----------1 “

| 1 . Jladan i 'o n ru ru 3 berkew ajiban  menpuoahakan to r c a p a in y a  ma> 

i nuc) »inn tu ju an  iayasan  dan inomolihora kekayaan i a y a n a j i  •

| n o o a ik -b a ik n y a  donfron menf'indahknn p e r a t u r a n - p e r a t u r a n  -

to r r .o b u t  dalom anpr.r-.aran d a a a r  '¿ ay arian .- ._________ ___

j i  • Badan 1‘onRuruo menfjatur sep e rlu n y a  dalom p o r a t u r a n - p e i 'a -  

t u r a n  .¿umah T a n ^ a *  semua h a l  yanr. t id a k  a ta u  t id n k  c u  -  

kup d i a t u r  dalam a n d a r a n  danar ini,, donpran membuat p e r -  

a t u r a n - p e r a t u r a n  yanf: dipandang p e r lu  dan ' bcrnuna  u n t u k -

rnywnp.n,- ------------- r------------------------- :---------------------- --

| 5 .  J e r n t u r a n - p e r a t u r a n  yan^ tieroobnt dal*»n ayat.dimulva i n i -  
t i d n k  b o le h  b o r te n ta n d a n  dftnr.rn antt£arr.n daftar d a r i  ^ a y a

I
tahun  s c l r a l i ,  celai.iboU-lombntn.ya dalam t r i w u l a  

i par'fcann dalcim tahun b e r ik u tn y a  , 1-enrurun mengadakan l a p o  

j ro n  i^n tan r:  keadaan Yayasan dalom tahun yanf. lampau.-  

- i n p o r a n  mana diumumkan dengan selayaknya dan harua d i s a

kan olfth  liadan i e n d i r i , - ---------------- — —-------------

------------ — :------ 'Pi-HGUHUtf hfJtl/U-l -------------------i
-  l*‘ar»al 1 0 • •

| 1 . i 'O tu a ,  bcrr.ama-r.Mma dongan d ib a n tu  ciloh soornnp; ^ e k r e t a -  
\

r i s  (-an seornnf** Jiandahara merupakan ,1 enir.m'Uf5 i ia r ia n  d a n  

;• k a r e n a n y a  k e w a k i l i  ia y a sa n  i n i  d i  dajlam dan d i  l u a r  Peng. 

j d i l a n  tontonc? scp;ala h a l  dan dalain oopiala k e ja d ia n  denp;aj 

l httic u n tu k  melakukan s e g a la  perbuatan  dan t in d a k a n  b a ik  — 

I yahp; mon^enai penirurun&n maupun yon^ m.-'nr.enai p e n i l i k a n ,

| akan  t e t a p i  denpjan pombataaan bahwn t •________________
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a ,  meminjam a ta u  meminjamkan uann utyio nama Y a y a s a n  ( d a ~i
larn h a l  i b i  t id a k  term aouk m en^nribil uanr, Y a y a o a n  — — 

ynnp disimpan d i  Bank-Bank a tar ,  'rokc 'n in r ,  a t a u  k r o d i t —

! yj?np; t e l a h  d ib u k a ) ; -   ------------- :-----:—  “

b .  mombali, m enjual a ta u  denpan c a r a  l a i n  m o lo p ao k o n  ———

• a ta u  mondapatkan h a r t a  t e t a p  a tn u  m e m b e r a tk a n n y a ; - .——•

c l  menggadaikan baranp-baranp; berp .crnk  k e p u n y a a n  Y a y a sa n ;  

- h a ru s la h  mendapat p e r s e tu ju a n  t e r t u l i s ’ t c r l o b i h  d a h u l u -

, d a r i  Uad.an 1 ‘c n d i r i . ----------—---------------------------------------------------- * —

i*,cnp;urur» h a r ia n  memimpin p e k e r ja a n  c - o h a r i - h n r i  d a r i  

nan /1nn d iw ajibkan  dalam m en ja lankah  p o k o r jn n n  t e r a a b u i ;  - 

b<5rtanrr;vm^ jawab kepada Badan ie n n u ru »  dan  iiodan A e n d i r i  

3* ‘--u ra t-au ra t  i'C*lo''T* .vanR b e r s i f a t  p o n t in p  h a r u  r  d i t ran d n  — 

j ta n p sn i  ol'*h Ketu/i a ta u  w ak ilnya  d -n  b n rp a in a - s a a a  denf;nn

! R'iorflno; ¿‘.o k r e ta r i a  a ta u  w a k i ln y a ; -  ------ ------------------------------—

-O urat-:;u .rat mengenai penpoluar?.n  d a n / a t a u  p o n o r i ia a o n  u an 6 ~ 

d a r i  s u r a t - n u r a t  l a in n y a  yanft bnrhubunr.nn d o n g a n  k e u a n g a n  -  

Yayasan, haru* d i t a n d a  t a n p o n i • o le h  K atun  a t n u  w a k i ln y a  bor»  

sama-nann dan^nn aaorani?; Bendahara a ta \ i  w a k i l n y a . -  ----------- -

----- --------  K'SMMGOTAAN BADAN J-^TipiRJ ----------- --------
i

....... ............  -  Punai 1 1 .-  1 ..................... ........
I

-A n.^o t«  Badan i:e n d i r i  t e r d i r i  d a r i  : ! ----------- --------- ----------

1. Mnrokp y«nf;, m end ir ikan  Yayacan i n i . -  ----------------

? .  a .  maraka yonr, a to o  u o u l  aeoranc; anerio t*  i3ndan l ' c n d i r i  —
I
| dan d i s e t u j u i  o leh  r a p a t  anK?;ota r.*n:ian 1 ‘c n d i r i ; -  ----

j b .  marak n yanp; monurut Badan l ’o n d i r i  t  o l a h  m em berikan

r a - j a s a ,  b a ik  m o r r i e l  maupun m a b o r ie l  yanp; b o rp u n a  ba

I 3 . * enp;anrdcatan ancrrota Badan ¿‘e n d i r i  d i l a k u k o n  da lam  r a p a t  

I khusus Badan I o n d i r i  dongan k o to n t i ja n  bahw a k e p u tu s a n n y a
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b i l n  dinnp.Kap p e r lu  o leh  nooranir ÜQ.tua a t a u  nokUTang—lc u -‘

j ra n a n y a  l / 5 ( 3a tu  p o r t i r ,a )  d a r i  jumlah anr;ro tn  yanp; m o m - •

boritahukan kehendaknya i tu  aac.ara« tn r to lin  kepada K e tu a  
| , !
¡ *>* U.i. delnm aemua r a p a t ,  Kotua y an r  momoronr: P im pinan o p a -  

l u l n  r . 'itua  t i d a k  h a d i r ,  Pimpinnn dipor.ann: o lo h  v / a k i l n y a

dnn apab .iln  viakilnr^a jupja t i d a k  b o d i r ,  Pim pinan d ipo  —«

rtjn(“ o le h  oooranp yanr: d i p i l i h  o leh  dan d a r i  a n t a r a  m e -
i

r^Vn y«wn h a d i r  dalam r a p a t , -  ------ --------------------------

I 3 .  Hjmat ftalan Fo.npcurua hanya sah a p a b i la  i irsku ran r.-ku ranc-

; nya 1  A ?(notonkah) d.ari pnra  onr.* otAnya h a d i r , -  ;-----i * .
, 'l 1 A nnhiln  yanr1: h a d i r  t i d a k  oukup, Ketua rn p n t  bo rhak  m o  — 

ro an p ri l  r n p n t  b s r u ,  so c e p a t-c o p a tn y a  dalam l ( a a t u )  m i n g  

r.u dpn «i^l nnbo ^ -In n b a tn y a  dalnin 2 (dua) ^ ’’•n^pu s rc t 'i la t i  —' 

r n p n t  p t ir ta i in ,  dal^.p r a p a t  nr»na dap^t d jn n b i l  k o p u tu n a n  

do.nrrnn t i d a k  nonr.ikat .jumlah anrr.o ta yanrc h a d i r . -  — --
i

! 5 . ' i ' i - ip - t i a p  a j i g o t a  dalam rapn.1: borhak nonj;^luar,can s a tru

fj’n v n , - ------------  ----------------- ~y— • • •

• 6 j i’oroua korm!;usan d ia m b il  dandan su a ra  te rbanyak , n c p o r t i

. bia.na k f tc u a l i  dalam anpraran  iiuftah ‘L'ani ra  d i tan tu k o n
1

c a m  l a i n , -  — --------------------- ------- !................ ..........

7 * A p a b i la  jum lah s u a ra  yanfi s ñ tu ju  dan t id o k  s o tu ju  nama

• b an y ak n y a ,  makn d iadakan  u n d ia n . -  I •

----------------------------------------- BA1)»\N PcMGAWAS ---------------------------------r - ......

-------------------------- -----  _ p Mf>ai  l/t..« -1---------------------  

, 1 . liarían Pengawas t e r d i r i  d a r i  neo ran r  anp,{T0t a  a t a u  lob i  h  

j ynn~ di.ang-.kat dan d ib e rh e n t ik a n  oloh Bedan P e n d i r i . -

?• Badan Pengawas bertufta3  mcnftawani podan ¿ e n c u r u ^ . - _____

? .  P a ra  a n - ^ o ta  Badan Pengawas b a ik  bersama-sama maupun —

( áo n d iri-cen d iiri, berhak se tiap  wakjtu kerja  untuk memo- 
} • 
i rUcna cébala buku-buku, aurat-sura|b dan la in - la in  ba -
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ranc-baranp; kepunyaan Yayasan, m em eriksa  d a n  m e n c o c o k k a n  

koadaan uanf; kno o e r ta  momasuki s e b a l a  r u a n g a n  a t a u  t e t n -  

p n t  ynnp; d ipergunakan a ta u  d ik u a n a i  o lo h  Y nyanon dan  ra o -  

np;etahui semua t in d a k a n  yanrs t o l a h  d i j a l a n k a n  o l o h  B ad a n

P e n p u r u n * - .............................. ............ - . . . .

J Badan Fonpurus d iw a jibkan  membor ik a n  T > ^ n j f i l a n a n - p o n je l a s  

an fcontnnr; h a l - h a l  yang d i ta n y a k a n  o lo h  U n d a n  P en g aw as  -  

untuk kepen tingan  pem eriksaan  t e r s e b u t . -  . . .

.................  T A H U H -  B U 'K U

----------------------  -  P a s a l  15*- * •----------  ------ ----

| 1 . Tahun'buku Yayasan i n i  d im u la i  pnd*¡ nv/nl J a n u r r i  sampai.

| donpan ..tift&puluh c a tu  l)ese:ibor t i a p - t i n p  t n h u n . -  .............

2 ■, BaOan ¿ en ru ru s  d iw a jib k a n  membuat l a p o r a n  t a h u n a n  yanp
II diiscdiaknn berowna denr;an p r-rh itu n ^^n  kouanr,/.\n 1nynsan

dan p o rtan t^m R o n  jawab la in n y a  untUk d i m i n t a  penp.;esahan

nyn upvI. i3->*’an J « n d i r i * -  —.....- ........j

j 3>. JVnj’ooahnn n tan  p e rn i tu n ^ n n  kouan^a i dan portanp;p;ungan -

jawab dimaksud, ad a lah  membebaskan podan lo n i^ u ru s  u n tu k  •

s e p a la  tindakannya  te rh a d a p  iayar.an i da lam  tn h u n  buku —

yon.r b e r s a n g k u ta n . -  ......... .... ...........................

PLKUBAILAN, TAMBAHAN í»AÍ1 Vi.J!irtf MAUAN

------------------  -  P a s a l  1 6 . -

■ 1 . K.onutusan untuk rocrubah dan mcnamlinh anpj’.a r a n  d a s a r  Ya—

' ysr.on i n i  a ta u  membubarkannya, hanya sa h  a p a b i l a  d i n o t u

j u i  o leh  r a p a t  angpota  Badan i e n d i r i . -  ......... — : .........

2 f Kcputunon untuk membuba.rkan Y ay asan -d a p a t  d . ia m b i l  a p a b i

l a  menurut pertim bangan  Badan P e n d i r i  t e r n y a t a  bahwa Ice
i

kayaan Yayasan t e l a h  h a b is  a ta u  s e d e m ik ia n  k u ra n g n y a  o e  

hinf,^a tid 'ak  cukup l a p i  u n tu k  mememjhi t u j u a n  Yayasan 

__________ OMA MENGGUNAKAN r*i: A tfi J\AYA ATI - ......................
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—  -------- - Pasal I?*- ---- ---------- -
~A.pabi.lft Yayasan dibubarkan* moka danzan niunft’indahkan T>ui — 

nyi panal 1665 Kitab Undnnf?;-\Jn'1?.n~ Mvlcvun i> rd a tn t Batían 

Pengurus borkewajibán untuk monrabiui, n¡snbnrccknn s n m u a __

•*nn Mndiri,' dan fliaa- 
rm-hadon yanit tujuan—

hutonir Ynyiaan dibn^ah pesn^oVanan .f?n 

nya a p a b i l a  ada d ib e r ik a n  k^pnria Liad 

nya nama dongan Badan i n i ,  k e c u a l i  npnbilo  r a p a t  IJa>Jau X*on 

d i r i  p»*nii»;uakan c a r a  l a i n ,  tentanp; ponorr-unnan a io n  k o k a y a -  

en Ypynann dengan ¡nenrcindahkan donnr tu ju a n  Y ayaaan .-  ■— -----

--------- ------------ 1*:;;«aiwai? ----:---------- 5
--------- --------------- — --------------- ------- i a  n a l 1 0 . -  -------------------------------------

1 * i',of,ala h a l  yanp t id a k  a ta u  t i - la k  cukup d i a t u r  dalam a a g  

f;at*an d a n a r  i n i  ntnu d a la n  anp^aran  ••unah Tangga. maupun 

dalam  p e r a t u r a n - p e r a tu r a n  l a in n y a ,  d ipu tuakan  o le h  r a  ­

p a t  JJo.tan P a n d i r i . -  ----------------- -—*--------------------

J 2 .  i !onyimpf*.nn d a r i  k e ten tu an  .j'amf /I i  t;.*n bukan dalam p a s a l  ?  

dan o n n a l  1 1  'd in ta n  mcnRenai ponrvui'-.¡catan "odan i-engu -  '* • 
r n a ,  nak?, untuk perta im  k a l in y a  d iangka t sebada i :

-IlADAU \pENDIRI : .................................... ....... ............ ~

1 .  'ftian I n s in y u r  AI»I BIN ABIRAKA-K BTki SHAHAM;

Tuan H a j i  UU';1'N AOY BIN UMA R A.IAYWK •‘■arjana Hukum;

?». '.Puan HiJS&IN RI W AmfDAiiAii ALAV'^U1?*; -------------------

'J.\»an YUSUF OH KAUBAKAR;---------------------------

5 .  T u a n  AHMAtf lilM  IJ IU ii  A LA YJJW U O ;---------------  --------

C>. 'Puan S A L IH  U I iT U’ortAN / i i ,A l  0 1 ; -------------------------------------

7 . T^nn ABtfBAKAtt BTN A30UIJ..AH B T W SHMUfij — ----------------

8 . l'uan MUí í/ií'-Aj) B JÍ! ATOIGRAHMAN A l A T A S ; ------------------------ ñ-----------------

9. Tuan i)ok l-oranduo íía ji íTJHAi A O JAIí? / •íoAf',. ____1----------
-UAD&N PBNGUnUO : ----------------------- ----

( j j  e U u a  j l i a J i  IIIJo IN  A.I*lr í)TN l(MAR AÍ»A.V-.'í• U*7» O a r ja n c t
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y
j- Hukum;-...................................... ......

l IIUSEIN r\TM ADUBAKAR ALA I'DR Uo.-

: Doktornndu* Hn,ji nill?Ai.Ai) JAir, A t t iu s

: yir.uv npi smebubaka^ j --------;------- -—

: ajikah air: in-:v• a».v t :: ui» . ----------------

•jf.;a k i l  ¡\otua 

- t !okretnr.ln  

—’••akil . '•ak re ta r ia

-  Henti« haru

-•‘nkil Itandaborn. : UT W V. 'V -H f,T,Ali 3i:i i ll.V.'Ar*.—

----------------  -  iVKTKTAK l‘?*T -  - -..... ..............

¿ i l iu a t  'J*n .*li«cl.no«iV:an d i  u’nkarln . p*.* s* h a r i  <-!an t a n g g a l  -  

»opoj*ti <Mo:jbiuit pada awal »k te  i n i ,  rifnr:«r». d il ia t i  i r i  o l e h -  

. tuan -tuan  ¿ m v i l l t  dan OUTA^.rA, kprlua-.!uarivn p a r t a i  k a n t o r  
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL 
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPULIK INDONESIA
NOMOR: C-256.HT.0l.02.TH 2006 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Surat permohonan dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH Nomor 09/MW/PT.XI/2005 
tanggal 17 Nopembcr 2005 perihal permohonan pengesahan anggaran dasar Yayasan 
Amaliyah Arrofiqorrahim Wan Syarifah dan Nomor 35/MW/PT.1/2006 tanggal 25 
Jamiari 2006 perihal Yayasan Air.aliyah Arrofiqorrahim Wan Syarifah.

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan' yang 
disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan 
peraturan perundang-utidangnn yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk 
memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4132) juneto Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2001 tentang Yayasan (Lembp.ian Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44?0).

2. Surut Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen 
Hukum Dan Hak Asasi Manus«a R.epublik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 
2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian 
dan Persetujuan Akta PentbMnn Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AMALI VAM ARROFlQORRAHlM WAN SYARIFAH 
NPWP : G2.411.240.1 -005.000

berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 13 tanggal 06 April 1987 yang dibuat 
oleh Pocrkon Karim pengganti Notaris Mudiyomo berkedudukan di Jakarta, Akta 
Nomor 102 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat oleh Yana Valentina, SH.MKN 
pengganti Notaris Misahardi Wilamarta, SH berkedudukan di Jakarta dan Akta 
Nomor 47 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, 
SH berkedudukan di Jakarta.

: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 09 Pebruari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL 
INISTRASI HUKUM UMUM
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PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 
SEKRETARIAT KOTAMADYA

Jl; Prapanca Raya No. 9 Telp. 72789171 • 72789173
Kode Pos 12170

NOTA DINAS

Kepada : Walikotamadya Jakarta Selaian
Dari :• Kabag Adra Sarana Perkotaan
Hal : Rapat masalah Tanah Wakaf Jl. Prapanca
__________________ ( Belakang Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan)

Dasar : Undangan Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan
Peserta rapat r Hadir sesuai undangan l.Sdr. Husein Alaydrus

2.Sdr. H.M.Mustar ' 
3.Sdr. Syarifuddin

Hari/Tgl ; Jumat tanggal 23 Juli 2004
Pimp.rapat ; Kabag Adm Sarana Perkotaan

[a îLppat:
^J-yKawaaan Tanali .Wakaf tersebut direncanakan akan digunakan sebagai perluasan / 

penataan kawasan Kantor WaliLotamadya Jakarta Selaian j
2. Kawasan Tanah Wakaf seluas +J7586,60 m adalah milik dari Yayasan 

Arrofiqorahim dan pada prinsipnya Yayasan mendukung terhadap jtencana 
Fenataan Kawasan tersebut j

. 3. Dialas tanah wakaf tersebut ada + 68 KK yang menempati, lanah tqrsebut cukup ^
lama memelihara tanah wakaf tersebut, Warga meminta kepada W^likotainatly» '* 'v= -i - “
Jakarta Selatar^Camat Kebayoran Baru,Lurah Petogogan untuk memberikan ~
Sosialisasi kepada warga tentang rencana tersebut '

4. Hasil rapat di Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan akau disampaikan Ketua 
Tim Warga sebagai bahan Sosialisasi

5. Akan diadakan rapat dengan warga setelah ada koordinasi Ketua Tim dengan 
Warga

Demikian agar menjadi maklum
KABAG ADM SARANA PERKOTAAN 

KODYA JAKART^jEiE'AT AN,

Tembusan :
Asisten Ekbang Jakarta-Selatan
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t'-' f  '• YAYAS AN
•jVMAUYAH a r r o h q o r r a h im  

WAN SY ARIF AH
St. *

Alamat: Jl. Raya Condet hio. 35 Rt 004/05 Cililitan. Jakarta Timur 13640 
g  (02)) 8001938 Fax. (021) 80883534 E-roail: Lpbhi_alaydru5@cudoramail.coro.

No : 003/1V/IST/WS/2005-. Jakarta, 25 April 2005
Lainp : 1 (satu) berkay^ \
Hal : Pcrmohonnn/RuilslagjFnnali Wakaf

^  Kepada Yth:
Bpk. Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kebayoran Baru 
Di tempat i

Assalamu 'alaikum Wr. IVb.

Sehubungan dengan keberadaan tanah wakaf WAN SYARIFAH yang terletak di Jl. 
Nipah IV (belakang Kantor Walikota Jakarta Selatan), perkenankanlah kami yang 
bertanda tangan dibawah ini YAYASAN AMALIYAH ARROFIQ0RRAHIM “WAN 
SYARIFAH" melaporkan serta mohon kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan 
Kebayoran Baru, hal-hal sebagai berikut: .

|

/  'K Bahwa lokasi tanah maqam wakaf WAN SYAR1FAH yang perada dibclakang 
V_ kantor Walikota Jakarta Selatan telah dimasukkan dan direncanakan oleh PEMDA 

Jakarta Selatan untuk perluasan/penataan kantor Walikotamadya .Jakarta Selatan.
i

Baltwa guna realisasi program tersebut, kami sebagai Pengelola / Pemelihara serta 
Pelestari nilai-nilai wakaf dari keluarga WAN SYAR1FAH pada prinsipnya tidak 
berkeberatan, asal sesuai dengan ketentuan HUKUM AGAMA dan Negara.

Bahwa untuk itu kami mohon, baik kepada PEMDA Jakarta Selatan c.q Bapak 
Walikota juga kepada Bapak Kantor Urusan Agantc dibawah Departemen Agama
c.q KUA Kcc. Kebayoran Baru, dapat memberi pertimbangan tentang hukumnya 
guna ruitslag penukaran lokasi tanah ke tempat lain, sepanjang tidak bertentangan 
dengan Imkum Islam.

(4 .1  Bahwa YAYASAN AMALIYAH ARROFIQORRAHIM WAN SYARIFAM 
bcrcncaua akan menukar / memindahkan ke lokasi di Jakarta Tiirjur.

( J Bahwa penukaran / ruitslag tanah wakaf YAYASAN AMALIYAH 
ARROFlQORRAI IlM WAN SYARIFAH, kami harapkan l)ap;ik Walikota dapat 
memberikan kebijaksanaan, antara lain :
a. Tanah wakaf seluas minimal ± 9.000 mJ.
b. Bangunan kantor yayasan dan rumah penjaga.
c. Musholla / masjid untuk masyarakat sekitarnya dan rumah âlim.
d. Sekedar kas yayasan untuk biaya operasional / perawatan dan pemeliharaan.

Bahwa selanjutnya apabila berkenan mendapat pertimbangan / Fatwa dari Bapak 
Kepala KUA Kee. Kebayoran Baru, penanggung jawab pelepasiin atau persetujuan 
akan dilakukan oleh :
1. Ketua Yayasan Amaliyah ArroliqoiTahim Wan Syarilali. Sdr. I lusin Ady, SI I.
2. Wakil Ketua Yayasan Amaliyah Arroriqorrahim Wan Syarifah. yang juga 

sebagai Nadzir dengan jabatan Bendahara sesuai dengan Surat Pengesahan 
Nadzir No. 66/111/93 tahun 1993, Sdr. S. Husein Alaydrus, SH.

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



Demikian permohonan ini kami sampaikan alas perhatian dan Fatwa / pertimbangan 
dari Bppak kami ucapakan terima kasih. I
Wassalamu 'aJaikuin Wr. Wb. j

Hormat kami,
YAYASAN AMAL1YAH ARROFIQORRAHIM 

“WAN SYARIFAH”

PARANAZ1R:

Sekretaris Ketua

II. MU&IAMAD M l)STAR II. SAABAII

Anggota Anggota

MOUAMADJAIS ABBAS

Catatan:
Bersama ini kami lampirkan :

a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 3589 tanggal 28-9-1074 tentang Keberadaan 
■v Tanah Wakaf Wan Syari fah. 

yb*l Surat No. 002/1H/1ST.WS/2005 tanggal 31 Maret 7.005 untuk/kepada Bapak Walikota 
Jakarta Selatan.

c. Surat ukur No. 00527/2001, tangga! 22-10-2001 dari Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta 
/v Selatan. i
i A Foto copy Akta Yayasan Amaliyali ARROFIQORRAHIM WAN SYARIFAH beserta 

keterangan Domisili, dll. 
le- ) Foto Copy surat lainnya perihal TANAH WAKAF.
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YAYASAN 
U/IALIYAH ARR0FI00RRAH1M 

W A N  S Y A R IF A H

Alamat t Jl. Raya Condel No. 35 Rt* 004/05 CUlUtan,' Jakarta Umur 13640 
??(021) 8001938 Fax. (021) 80883534 E»maU t LpbhLalaydrui9eudoramall.com

Nomor : 027/VII/YA/WS/2006 Jakarta,2IJuli2006
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Persetujuan (Izin) ;

Tukar Menukar Tanah 
Wakaf

Kepada Yth.

B APAK MENTERI AGAMA RI
Up. D IR JEN  BEMAS ISLAM DAN URUSAN HAJI

Melalui:
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kebayoran Bani 
Jakarta Selatan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan liasil musyawarah para Pengurus Yayasan dan Nadzh Yayasan 
Amaliyah Arrofiqo:rohim “WAN SYARIFAH** pada tanggal 2 Juni 2006, kami segenap 
Pengurus/Nadzir menyetujui penukaran Tanah Wakaf WAN SYARIFAH yang terletak 
di Kelurahan Peiogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan 
pertimbangan:

L Bahwa Tanah Wakaf tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. D. m-6143/a/16/75 tanggal 3 

. Nopember 1975 TENTANG PENUTUPAN PEMAKAMAN UMUM NO. 4 
BLOK P KEBAYORAN BARU (TERMASUK PEMAKAMAN WAKAF 
WAN SYARIFAH YANG TERLETAK DISEBELAHNYA) dan Lembaran 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 1975. (foto copy terlampir).

H. Bahwa dengan adanya Penutupan Tanah Makam Wakaf WAN SYARIFAH 
yang telah dipergunakan untuk penguburan (makani), sebagian tanah yang 
belum terisi makam telah diserobot/dibangun rumah-rumah kumuh/liar tanpa 
seizin pihak yayasan; dan sesuai dengan Rencana Penataan Kota Jakarta 
Selatan, pihak Pemerintah Daerah (PEMDA) akan melaksanakan penyesuaian 
pembangunan di atas Tanah Wakaf tersebut

Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan dan persetujuan untuk tukar-menukar 
(Ruslag) Tanah Wakaf tersebut dengan rincian sebagai berikut.

I. Tanah Wakaf yang dimaksud :
a. Status dan Kepemilikan : Belum bersertifikat
b. Luas : 89S5 m1 (gambar situasi BPN terlampir)
c. Letak tanah : Kelurahan Petagogan

Kecamatan Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan

d. NJOP tanah Jl. Nipah : Rp 1.147.000,-
Kubur

H. Tanah Pengganti:
a. Status dan Kepemilikan : Sedang dalam proses sertifikasi
b. Luas : ± 10.600 m3 (foto copy girik, PBB terlampir)

O O
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BI. Pihak Penukar akan menambahkan fasilitas berupa:
- Bangunan Panti Asuhan dan Taraan Pendidikan Al Quran (TPA)
- Bangunan Kantor Yayasan
• Bangunan Rumah Jaga
- Bangunan Mushola
Dengan luas seluruh bangunannya adalah ± 1150 m3.

Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan hal-hal sebagai beriku.

a. Pihak Penukar telah membongkar rumah-rumah liar sebanyak ± 80 rumah di atas 
Tanah Wakaf,

b. Pihak Penukar akan memindahkan kuburan-kuburan/makam tersebut ke lokasi 
tempat lain,

c. Makam WAN SY ARIF AH akan dipugar seperti Makam Ade Irma Suryani 
Nasution,

d. Mushola Arrofiqorrahim akan direnovasi bangunannya.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan dengan harapan semoga mendapat 
pertimbangan Bapak.

Wassalamu 'alaikum fVr. Wb.

.Hormat kami,
Yayasan Amaliyab Arrofiqorrahim

"WANSYARIFAH”

Tembusan Yth:
1. Bapak Walikota Jakarta Selatan
2. Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Jakarta Selatan
3. Arsip.
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YAYASAN 
M /HYAH ARROFIQORRAHIM 

W AN  S Y A R IF A H

A lam at: Jl. Raya Condet No. 35 RU 004/05 CUilltan, Jakarta Timur 13640 
*3“(021) 8001938 Fax. (021) 80883534 E*mail: Lpbhl_alaydnis@eudoramalI.coro

LAMPIRAN
SURAT NO 027/VTI/YA/WS/2006 TANGGAL 21 JULI 2006 

TENTANG PERMOHONAN IZIN TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF 
YANG DITUJUKAN KEPADA BAPAK MENTERI AGAMA RI 

Up. DIRJEN BEYIAS ISLAM DAN URUSAN HAJI

1. Foto Copy KEPMEN HUKUM DAN HAM RI No. C-256.HT.01.02.TH 2006 
Tentang Pengesahan akta Pendirian Yayasan Amaliyah Arrofiqorrahim Wan Syarifah ^

*7 ( 2. j a. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 3589 tanggal 28 September
X) ^u 1974 dan Direktorat Agraria DKI (Tanah Wakaf WAN SYARIFAH).

b. Foto Copy Surat Ukur No. 00527/2001 tertanggal 22 Oktober 2001 dari Kantor

Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan. ^

c. Foto Copy Surat Ukur dari suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan.4»
3. Foto Copy Keputusan . Gubernur DKI Jakarta No. D.HI-6143/a/16/75 Tentang 

Penutupan Tempat Pemakaman Umum No. 4 Blek P Kebayoran Bani (Termasuk 

Pemakaman Wakaf Wan Syarifah yang Terletak di Sebelahnya).
4. Foto Copy Surat Pernyataan Persetujuan dan Kuasa Dewan Pembina Yayasan 

Amaliyah Arrofiqorrahim Wan Syarifah yang ditandatangani pada, tanggal 27 Maret 
2006.

5. Kesepakatan Tukar-Menukar Tanah Wakaf Antara Yayasan Amaliyah 

Arrofiqormhim Wan Syarifah dengan PT Multi Promo Mandiri.
6. Foto Copy Surat Perjanjian Ruislah/Tukar-Menukar Tanah Wakaf Sesuai UU No. 41 

Tahun 2004 Tentang Tanah wakaf Pasal 41 ayat i, 2,3, dan 4.

7. Foto Copy Girik No. 156 tanggal 20 Juni 1984 Jl. Kp. Rawa Bacang RT 06 RW 012 
Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, a/n Dean bin Dekok.

8. Foto Copy PBB Tahun 2005 s.d 2006 a/n Nenti Bin Dean (Dean bin Dekok).
9. Foto Cocy Peta Lokasi Tanah Penukaran.

10. Foto Copy Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi tertanggal 17 
Februari 2006.

11. Foto Copy Berkas Keterangan/ Permohonan Pendaftaran Tanah No. 736/17559/XI/92 

pada Kantor Urusan Agama.

Jakarta, 21 Juli 2006 

YASAN WAN SYARIFAH

SEIN ALAYDRUS, SH)

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009
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Tand* - tongî W •.tSlM'-s--.. • ^
T^ng^U- A  0

' .asasmaFTAR*^

D D / GI R I K U ^ ^ & icA I
* ER U  K

1 •:m,r* m*'jer4iA!tJW,m

f f f f t P T A R  ’ KF-TFR ANfiAM OBYEK UNTUK KETE^APA.N; I R ^ P A j^  

^ fe is E K T O R  PEDESAAN DAN S(jKTQB R E R K q ^ g V ^ | |^
1 | ••:. '

„ItVlliS’Vki ' *

KECjAMATAN t ' i p f S f f e l  
KABUPATEN/KOTAMfDy'ISi

bahwa tanah-tanah tersebutldi bawah ini t e I ah :te cca 
;i Iuran Pembangunon Dajorah Bekasi. " 1:

Pe^^O'^Pji^l^kiterahgan diwajibkan 
rp am b’ o rj| l̂ a p oraii' apabila terjadi perubah*
•;n;Ro.cob^^n. ..

■ , . . . • - V-»*s •
: •/.“  ••..•■.••■**; .v-tef.-.. ••

- • '  ' V ’? 'Jl ' ': '•

f EKASI........

1̂. G U N ^ P ^ E J  
• ie» i ■ Pji mjS ph»j‘»i«

■-’■ •'-. v'.' {£.3

Ujuux̂ uuv

Uies (Ha)

- V’--v -'y • Vrt'’ *.  ̂•/ V*.t .-C

s
(S* Wah)

Hf

O
(Darat)

Keterang­
an

H«

Z

da

t
Np. Porsil 
datiBaglan 
’• [persil

• I

Kolas Na$rw “• »â i*M2Vuji
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Kwltansi! Ini-Jangan hilang, harap dlbawe pada saat pengam bilan! 
Sartlfikat. Salinan /  Foto )?opy Kwltanal lol tidak keml layani.*
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DEPARTEMEN AGAMA 
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAYORAN BARU

Jl. Kerinci Blok E No. 20 Telp. 739333$
Jakarta Selatan •

Jakarta» 25 Juli 2006

Kepada

Yth. Bapak Kepala Kandepag. Agama 

Kota Jakarta Selatan 

Di

Jakarta 

Assalmu'alaikum Wr. Wb.-

Menindak lanjuti surat permohonan Pengurus Yayasan Amaliyah • Arrofiqorrohim 

“WAN S Y ARIF AH” tertanggal 21 Juli 2006, perihal sebagaimana'pada pokok surat di 

atas. Dengan ini Kami mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar tanah 

wakaf yang terletak di Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta 

Selatan, Untuk dapat penyelesaian semestinya, adapun sebagai bahan pertimbangan 

Bapak, Kami lampirkan data-data pendukung sebagaimana terlampir.*^

Demikian, atas perhatian Bapak Kami haturkan banyak terima kasify. 

Wassalamu’alaikum Wr, Wb.-

N om or : KK.09.01/KP.01/63/2006

Lam p. : Satu Bundel

Perihal :. Persetujuan Perubahan Status/
Tukar Menukar Tanah Wakaf

Tembusan :
1. Yth. Ka. Kanwil Depag DKI Jakarta
2. Arsip

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



DEPARTEMEN AGAMA 
KANTOR KOTA JAKARTA SELATAN

' .JLBuncit RayaNo. 2 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarla Selaian Telp.7W 007 l:ax.7940217 Jakarta 12510

Nomor : Kd.09.01/7/BA.01/ 2791 /2006
Lamp : 1 ( satu ) Bendel
Hal : Permohonan Ruislag

Jakoila. M Juli 2006

Kepada Yih,
Bapak Walikotainudya Jakarla Seialau 

Jakarta

Assalamu ‘alaikum Wr WB .

Sehubungan dengan surat Kepala KUA Kec. Kebayoran Baru Kodya Jakarta 

Selatan No KK.09-.01/K.P.01/63/^.006 tanggal 25 Juli 2006 tcutau^ Kuishtg Tukar 

Menukar Taaali Wakaf di Kel. Pelogogan Jl. Nipah Kubur 111.012/01 Kebayoran 
Baru Jakarta Selaian, dengan ini kami mohon kepada llanak kiranya dapat 

mengundang Tnn Ruislag untuk menuadakan rapal_,dan pt>nimn»r.\n lokn<;i tnnah 

wakaf Yavasan Amoliyah Arrofigurrohim U\VAN SYARlivAl \" dar. lokasi tanah 

pengganti.

Demikian alas perhatian Bapak kami ucapkan teiimn kasih. •

Wassalam

INH». M. I’d

Tembusan: 
Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jnkniln

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009
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DEPARTEMEN AGAMA 
KANTOR KOTA JAKARTA SELATAN ’

J l .  Buncit Raya No. 2 Pejaten Barai Pasar Minggu Jakarta Selatan Telp. 7994007 Fax. 7940217 Jakarta 1251 0
Jakana, 3 1 - / -  ¿OudNomor

Hal
Lamp

Kd .09 .UT/T/B A.U l ¡1 /54/2006

Ruislag Tanah Wakaf

Kepada Yth,
1. Ketua Yayasan Amaliyah Arrofiqurrohim Wan Syarifah
2. Direktur Utama PT. Multi Promo Mandiri 

di
Jakarta

Assalamu ’Alaikum, Wr Wb
I

Sehubungan dengan surat permohonan pengurus Yayasan Amaliyah Arrafiqurahim “ Wan 
Syarifah M tg! 21 Juli 2006 dan surat dari kepala KUA Kec. Keb. Baru Jakarta Selatan No. 
KK.09.1/KP.01/63/2006 tgl 25 Juli 2006 tentang persetujuan perubahan status tukar 
menukar Tanah Wakaf dengan ini kami beritahukan:

1. Bahwa sesuai Undang-undang No 41 Tim 2004 tentang Wakaf paaal 41 ayal 3 
harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang

1 manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf 
semula.

2. Bahwa sesuai surat edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag Depag 
RI No.D.l 1/5/HK.007/901/1989 Fotocopy terlampir.

3. Bahwa setelah kami meneliti permohonan dari Yayasan Amaliyah 
Arrafigurrahim Wan Syarifah belum terpenuhi sesuai yang disyaratkan Undang- 
undang No 41 Thn 2004 tentang Wakaf dan surat Edaran Dinen Bimas Islam 
dan Urusan Haji Depag RI No.Dl l/S/Hfc.007/901/1989 yaitu : 

a! Calon lanah penukar harus sudah bersertifat
b. Nilai tanah penukar harus senilai seimbang dengan lanah wakaf.

Demikian agar menjadi maklum.

dan Wakaf

Wassalam, 
^---A^nKepala, 

iii^nV^Zakat da
,7* N/ \//y- : 'ffvj/

l : Jr ioV-—. bre.'H.Myid Usiran (p-
.1S0225210 i r

Tembusan :
1. K epala K andepag Jak-Sel sebagai laporan
2. Kakanwil Provii\si DKI Jakarta
3. Walikotamadya Jak-Sel

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



Nomor
Lampiran
Sifat
Hal

C o )

WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN

0 '

1 2 6 5  /-071 .3  
1 (satu) eks

Tukar Menukar (Ruislag) 
Tanah Wakaf

29 September 2006

Kepada
Yth. Ka. Kantor Departemen Agama 

Kotamadya Jakarta Selatan 
di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor KD.09.01/7/PA.01/2754/2006 tanggal 
31 Juli .2006, hal Ruislag Tanah Wakaf, setelah diadakan peninjauan lapangan dan • 
penelitian administrasi serta hasil rapat Tim dengan ini disampaikan hal-hal sebagai 
berikut:

1. Bahwa tanah wakaf Yayasan Amaliah Arrofiqorrohim Wan £yarifah seluas 8.985 m2 
yang terletak dl Jalan Nipah Kubur RT.0012/02 Kelurahan Petogogan, Kecamatan - 
Kebayoran Baru, Kodya Jakarta Selatan, ternyata telah ‘ditutup pemanfaatannya 
berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor D.ni-6143/a/16/75 tanggal 3 
November 1975 tentang Penutupan Tempat Pemakaman Umum No.4 Blok P 
Kebayoran Baru (Termasuk Pemakaman Wakaf Wan Sarifah yang terletak 
dlsebelahnya).

2. Bahwa sejak penutupan tersebut dilakukan, maka pelayanan Pemakaman Umum 8lok 
P maupun Pemakaman Wakaf Wan Syarifah terhenti; lokasi: Pemakaman Umum Blok 
P p(J(Ja saat Ini telah dimanfaatkan untuk Pembangunan Kantor Walikotamadya 
Jakarta’ Selatan dan Taman Koto, sedangkan jokasi tanah! wakaf Yayasan Amaliah 
Arrofiqurrohim Wan Syarifah kondisinya ftfak'terawdt lapi sehingga sebahagian 
arealnya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung untufc (uendiritian 
bangunan/rumah hunian tanpa ijin (liar). AkJbatnya mengganggu kondisi lingkungan 
(kumuh, rawan sosial/rawan kamtibmas), terutama pada ma|am hari dijadikan tempat 
mangkal para WTS/PSK dan transaksi Narkoba. ^

3. Lokasi tanah pengganti berada di daerah perumahan yang sangat strategis untuk 
pengembangan usaha dalam rangka peningkatan kemaslahatan/ kesejahteraan umat

4. Adapun nilai keseimbangan terhadap rencana tukar-menukar tersebut dapat dirinci 
seperti berikut:

a. Tanah Wakaf Yayasan Amaliah Arrofiqurrohim Wan Syarifah seluas 8.985m2 yang 
terletak dl Jl.Nipah Kubur RT.0012/02 Kelurahan Petogogan Kecamatan 
Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan dengan NJOP Tahun 2006 = 
Rp 2.013.288,- dibulatkan menjadi Rp. 2.015.000,- mempunyai nilai keseluruhan 
8.985m2 x Rp 2.015.000,- = Rp18.104.775.000,- (Delapan Belas Miliar Seratus 
Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



b. Rincian Nilai pengganti dari PT. MULTI PROMO MANDIRI adalah :

iVr.v,
1 '!*. U* i ‘

1). Lokasi di JLRawa Bacang RT.006/013 Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan 
Pondok Melati, Bekasi.

- Tanah seluas 10.6p0 m2 x Rp
- Bangunan 2.472 m2 x R(£

2). /Tanah seluas 300m2 dilengkapi bangunarj 
/ (Rehab Total) + fasilitas penunjangnya dl Jlj 
\ Nipah Kubur Kelurahan Petogogan

3). Pembongkaran bangunan/rumah penghuni liar di 
31. Nipah Kubur Kelurahan Petogogan

4). Pemindahan makam 2000 x Rp 2.000.000,-
5). Biaya Perijinan dan Pajak-pajak
6). Dana Taktis Operasional

Jumlah Keseluruha

2 .12 0 .000.000,—
6 .180.000.000^ 
8.300.000.000,-

= Rp^ 1.250.000.000,-^

= Rp 3.poo.ooo!oooA
= Rp 4.000.000.000,- 

.= Rp 2.500.000.000,- 
= Rn 2 250.000.(
= Rp 21.300.000.000.* 

(Dua puluh satu miliarUgaTatdSiuta-rtJpt

5. Bahwa setelah diadakan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan oletuDm 
Keseimbangan Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf Yayasn Amaliah 
Arrofiqurrohim Wan Syarifah dengan PT. MULTI PROMO. MANDIRI diperoleh hasil 
sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahyn 1977 dan Surat Edaran 
Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Republik 
Indonesia Nomor DII/5/HK3007/901/1989.

6. Berkenaan hal-hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya saya dapat menyetujui 
proses Ruislag/Tukar-Menukar dimaksud sesuai ketentuan yarig berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

/ * / <  .... 'w\t$mAMADYA JAKARTA SELATAN?

í i  f f i f ñ  u J Py, »A .. i, • v. .v I J * hV 7 \  /  J-

Tembusan:
1. Ka. Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan
3. Asisten Kesmas Setkodya Jakarta. Selatan

DADUNG K&FRAWI, M.Si 
NIP 470044337

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



T IM  PE L A K SA  DAN MONITORING PEMINDAH M A K A M  

YAYASAN  ARROFIQURROHIM[ WAN SYARIFAH 
K E L U R A H A N  PETOGOGAN - KECAMATAN KEBAYORAN BARU  

KOTAM AD YA  JAKARTA SELATAN__________

Peker jaan : ..................................................................................
N o . K TP : .............................................................................................

Sebagai keluarga/ahli waris dari :

N a m a  : .............................. .................................................................
K e lu a rg a  d a r i : A yah, Ib u , K akek , N enek , A nak, S au d ara ,

S audari.............................................................................
Meninggal Tahun : ............................................................................................

1. M enyatakan , mohon dapat dipindahkan kerangka nama tersebut di atas
ke lokasi.................................... ............................................. ..... .......... pada
h a r i .......................... ....... tanggal....................................................................................

2 . M e n y a ta k a n  akan  m em indahkan sen d iri kerangka jenazah  nama
tersebu t ke lokasi ................................ ......................................................................

D em ikian pernyataan/permohonan ini kami bual dengan seBenar-benornyo, tanpa 
paksaan  dari pihak manapun, dan kami bertanggung jawab sepenuhnya, apabila 
ada pihak lain menuntut/menggugat atas pemindahan kerangka jenazah tersebut.

FORM ULIR PENDAFTARAN 
PERM O H O N AN  PEMINDAHAN KERANGKA JENAZAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
Alamat

\

Jakarta,

Pihak Keluarga 
Ahli Waris

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



T IM  PELAKSA DAN MONITORING PEM INDAH M A K A M  
YAYASAN ARROFIQURROHIM W AN SY A R IFA H  

KELURAHAN PETOGOGAN • KECAMATAN K E B A Y O R A N  B A R U  
KOTAM ADYA JAKARTA SELATAN ____

0.33 .• 

■Z.S. S- ic o l-

FORMULIR PENDAFTARAN 
PERMOHONAN PEMINDAHAN K ER A N G K A  J E N A Z A H

Yang bertandatangan dibawah in i:

Nama : ...........................................................
A U » * t  : ............................ . .

/ ¿ f .  g

P e k e r ja a n
No. KTP : ...............................

Sebagai keluarga/ahli waris dari:

Nama /»J&i-JZ?*-. C*?/.'... 't?.?*.?.-. .X ..
K eiu arg a  dari : Ay a h , (fb u /(i^ak T ?) N e n e k , (^ n a p  S a u d a r a ,

S a u d a r i , ............................................... ...............................
Meninggal Tahun : ................................................................. .

1. Menyatakan, m^hon dapat dipindahkan kerangka nama te rseb u t di a tas
ke lokasi ......... ................pada
hari.....•&!&!;...............tanggal .....................................................................

2. M enyatakan akan m em indahkan send iri k e ran g k a  je n a z a h  n a m a
tersebut ke lokasi ............................................................................

Demikian pernyataan/permohonan ini kami buat dengan^bencr-benarnya, tanpa 
p*ksaan dari pihak manapun, dan kami bertanggung jawab sepenuhnya, apabila 
ada pihak lain menuntut/menggugat atas pemindahan kerangka jenazah tersebut.

Jak a rta , 

Pihak Keluarga 
•&Wi.Waris

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



PEMAKAMAN WAKAF 
SYARIFAK ABDULLAH AL-‘AIDID“

J  L .  N I P A H  K U B U i t  K T .  0 1 2  U \ V .  0 1  

B L O K  Q .  V  K U L .  i ' l s T O G O C i  A N  

K l i ß A V O R A N  U A R I )  - J A K A R T A  S I - L A T A N

SURAT KETERANGAN
NOMOR: '

i Vaiig berlanda iangan d i bawa h ini. kami selaku pengurus pemak;un;m W.-ikaf “ Syarilah
i  « ’ s

Abdul iur« :itciicr;;ni*K;ui :

Nama

Tcinpat/Tgl. Lahir 

Jenis Kelamin 

Agama 

Pekerjaan 

Alamat

I ß cr S uK a r /  ........................
G /fte ,scm/, 7- . ¿?36"-

L>afeuJ«tlu/Pcrcmpitan
/SC a /w  •

yjZ. 3 <*ms&/Ka Ra v a  -K K W g /ö O g  M
-N<?w77Ki *

B ah w a  nam a (crsebui dialas, lelah melaksanakan pemindahan Makani Kerangka

Jenazah Almarhum /  Almarhumah ..................

Pada liari -¿&S&Z3L................ Tanggal: .........................................

untuk dipindahkan dan dimakamkan kembali ds icmpnt.Pctv.ufcnma« Ko;«/Dac.*r.h : „
7 'P c / .  ^Tig^ /gjgyc/<agira/i5~

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinyii.

NIPyNRK: 01017S772/86523

Jakarta, . ^ ^ . ^ £ ^ . . 5 ^ . 4 . : . .........
Pengurus Pemakaman Wakaf

ivarifah Abdullah AL-*AIDID“ 
^Tk^^AN VyjT/ffod

SYMUW A3UCIU? KV’AIOIO
^ / r ^ g n o i iv g ^ .  
S ' - ^ 2 S  T 0  G 0 ®

V.M-MC/STA/r.'- 
HtTftöSttWcBViUwUWUiS7«<1 )

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



YAYASAN 
AMALIYAH ARROFIQORRAHIM 

WANSYARIFAH
Alamat: Jl. Raya Condet No. 35 RU 004/05 Cililitan, Jakarta Um ur 13640 

g (02 l) 8001938 Fax. (021) 80883534 E-mail: Lpbhi_alaydrus@eudoraitiail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, Syarief Husein Alaydnis, S H, selaku Ketua Yayasan 

. Amaliyah Arrofiqorrahini “ Wan Syarifah M menerangkan serta menyatakan sebagai 
berikut:

1. Bahwa tanali wakaf Wan Syarifah yang terletak di Jl. Nipah I.A. Kelurahan 
Petogogau, Kecamatan Kebayoran Baru, tdali kami kosongkan dari bangunau> 
bangunan Uar yang berdiri/dibangun diatas tanah wakaf tersebut.

2. Bahwa pemindahan kerangka jenazah diareaJ pemakaman tersebut, telah kami 

angkat/dipindahkan kelokasi lain sesuai dengan persetujuan para kerpbat/ahli waris 
yang bersangkutan.

Demikian pemyataan/keteraugan ini kami buat dengan sebeuamya untuk menjadi 
maklum.

v • Jakarta, 23 Desember 200&T- 
Yanj* meuyatakart

. ... Ketua Yayasan Amaliyah
Arroficjorrahim Wan Syarifah

(Syarief Husein Alaydnis, SH)

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009
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YAYASAN 
AMALIYAH ARROFIQURRAHIM 

WAN SYARIFAH

Kepada Y th .:

Ahli Waris keluarga yang dimakamkan
DI Pemakaman Wakaf Wan Syarifah
Jl. Nipah Kubur, Kel.Petogogan, Kec.Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan.

Perihal : Pemberitahuan.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan ini kami selaku Pembina Yayasan Amaliyah Arrofiqurrahim Wan Syarifah 
memberitahukan, hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak pemah mengeluarkan Surat Edaran Pendaftaran Permohonan 
Pemindahan Kerangka Jenazah dengan mengatasnamakan Yayasan.i .

2. Bahwa kami selaku Pembina dan Pengurus pada saat pertemuan di kediaman Saudara 
Syarif Husein Alaydrus.SH pada tanggal 25 Mei 2007 Telah diaku» bahwa Yayasan tidak

, pemah dan tidak akan pemah mengeluarkan Surat Edaran atau formulir dalam bentuk
apapun juga.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Apabila beredar surat-surat tersebut kami 
selaku Pembina Yayasan Amaliyah Arrofiqurrahim Wan Syarifah tidak bertanggung jawab.

Jakarta, 27 Mei 2007.

PEMBINA,

Anggota Ketua

C C : 1. Pengurus
2. Pengawas
3. Arsip

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009
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DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAYORAN BARU

31. Kerinci No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan Telp. 7393335

■Nomor: KK.09.01 /KgM/ * / • /2007 Jakarta, 04Juni 2007
Sifat : Penting
Lamp : 1 Berkas ■ •
Perihal: Penjelasan Tanah Wakaf

i
Kepada
Yth. Bapak Kepala Kantor Dep. Agama
Kota Jakarta Selatan
Di

Jakarta

Assalamu’alaikum Wr. \Vb

Sehubungan dengan maraknya pemberitaan Tanah Wakaf Arrofiqurrohim Wan
Syarifah yang berlokasi di Jalan Nipah Kubur Rt.012/09 Kel. Petogogan Kec.

Kebayoran Baru, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan buku daftar AKta Ikrar Wakaf yang ada pada Kantor Urusan 

Agama Kec. Kebayoran Baru, tercatat pada APAIW ( Akta Pengganti Akta 

Ikrar Wakaf ) No. 66/HI/1993, tanggal 29 Maret 1993.
2. Sesuai dengan APAIW ( Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ) tersebut 

peruntukkannya Musholla dan JPemakaman, yang dikelola oleh : Yayasan 
Amaliah Arrofiqurrohim Wan Syarifah.

3. Sesuai dengan surat dari Yayasan Amaliyah Arrofiqurrohim Wan Syarifah 

No. 027/VII/YA/WS/2006, tanggal, 21 Juli 2006, teniang permohonan 

Persetujuan Tukar Menukar / Ruislag Tanah Wakaf yang ditujukan kepada 

Menteri Agama RI, melalui KUA ( Kantor Urusan Agama ) Kec. Kebayoran 

Baru, Kotamdya Jakarta Selatan kemudian KUA Kec. Kebayoran Baru 

meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Kandepag Kotamadya 

Jakarta Selatan ( Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen B i mas Islam dan 

Urusan Haji : DII/5/HK 00.7/901/1989, Tentang Petunjuk Perubahan 
Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf).

Demikian, atas perhatiam^a Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kepala

JUBAEDI. SH 
NIP. 150 212 521

Tembusan:
1. Kepala. Kanwil Depag 

Prov. DKI Jakarta
2. Camat Kebayoran Baru
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PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
SUKU DiNAS TATA KOTA

Jl. Prapanca Raya No. 9 Lantai 9, Kebayoran Baru Telp. 7220911
JAKARTA

No.
Sifat
Lampiran
Perihal

94/-1.711.5Biasa

Informasi peruntukan tanah

Jakarta, 4 Juni 2007 

Kepada

Yth: Ikatan Keluarga Besar Ahli 
Waris Makam Tanah Wakaf 

“ Wan Syarifah “

di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No. 002/Sek. 
BAKBAM/V/2007, Tanggal 30 Mei 2007 , perihal 44 Permohonan 
Informasi Data tentang peruntukan tanah yang terletak di Jl. Nipah 
Kubur Rt.012 / 001, KeL Petogogan , Kec. Kebayoran Baru’* bersama ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa lokasi dimaksud terletak di Jl. Nipah Kubur, Rt.012 / 0 0 1 ,  
Kel. Petogogan Kec. Kebayoran Baru Kotamadya Jak«u ¿a Selatan.

2X Bahwa sesuai rencana kota , peruntukan atas bidang tanah tersebut 
adalah Penyempurna Hijau Makam (PHM).

Demikian penjelasan kami, agar menjadi maklum.

DIPL. tNG. ERMANSYAH UMAR, MSi 
NIP.470056541
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DEPARTEMEN AGAMA. 
KANTOR KOTA JAKARTA SELATAN

Jl. Buncit Raya No. 2 Pejaten Barat Pasar Minggu - Jakarta Selatan Telp. 7994007.Fax. 7940217 Jakarta 12510

Nomor : Kd.09.01/7/BA.03.2/ 5826 /2007 Jakarta, 05 Juni 2007

Lampiran : - V
Hal : Laporan Tanah Wakaf Wan Syarifah

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi DKI Jakarta 
di
J A K A R T A  

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Bersania ini kami sampaikan laporan Tanah Wakaf Yayasan Amallah 
Arrofiqurrohim Wan Syarifah, yang berlokasi di Jl. Nipah Kubur RT.012/01 kel. 

Petogogan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang pada saat ini menjadi sorotan 
publik sbb:

^1. Tanah Wakaf Yayasan Amaliah Arrofiqorrahim Wan Syarifah telah ditutup 

berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

No. D.Ill-6143/a/16/l975 tanggal 3 November 1975 tentang Penutupan Tempat 

Pemakaman Umum No.4 Biok P Kebayoran Baru (Termasuk Pemakaman

Wakaf Wan Syarifah yang terletak disebelahnya);

2. Diatas tanah wakaf Yayasan Amaliah Anrofiqurrohim Wan Syarifah terdapat 

bangunan liar yang dihuni sebanyak 85 KK (delapan; puluh lima Kepala

Keluarga) dan kuburan ± 1.000 makam; |

Tanggal 23 Juli 2004 Walikotamadya Jakarta Selatan pengundang Yayasan 

Amaliah Arronqurrohim Wan Syarifah guna membicarakan rencana 
pengosongan bangunan liar yang berada diatas tanah wakaf;

4. Sura! permohonan Yayasan Amaliah Arrof,qurrohim Wan Syarifah kepada 

Walikotamadya Jakarta Selatan tanggal 22 September 2004. perihal agar Tanah 

Wakaf dibelakang Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan dapa. dijadikap

gian Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan dengan catatan dapat diberikan
penggantinya;
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5. Tanggal 31 Maret 2005 pihak Yayasan Amaliah Arrofiqurrohim Wan Syarifah 

kembali membuat surat ke Walikotamadya Jakarta Selatan perihal tidak 

keberatan diserahkan ke Pemda asal diberikan konpensasi;

6. Pada tanggal 08 September 2005, kami diundang Walikotamadya Jakarta

Selatan untuk membicarakan masalah wakaf tersebut. Kantor Dep. Agama Kota

Jakarta Selatan menjelaskan kepada pimpinan rapat (Walikotamadya Jakarta
i

Selatan) sesuai UUD No. 41 tahun 2004, bahwa tanah wakaf tidak boleh
* i

diperjual belikan kecuali dengan proses ruislag (tukar menukar) sesuai Surat 

Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dep. Agama RI No : 

D.II/5/HK/007/901/1989, sedangkan Ruislag harus memenuhi syarat:

a. Tanah wakaf tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai ikrar wakaf.

b. Tanah wakaf tersebut diperlukan untuk keperlupn keagamaan yang
i

^  langsung dan sangat mendesak. j

'c. Calon tanah penukar harus sudah bersertifikat. '

•d.yNilai tanah penukar harus senilai dan sesuai dengan tanah wakaf.

7. Kemudian Yayasan Amaliah Arrofiqurrohim Wan Syarifah mengajukan 

permohonan _ melalui Kantor Urusan Agama Kebayoran liaru
. . No. 003/1V/IST/WS/2005, kemudian KUA Kebayoran Baru, meneruskan 

permohonan terf&but ke Kantor Dep. Agama Kota Jakarta Selatan tanggal 25 

Juli 2006 dan kemudian Kantor Dep. Agama Kota Jakarta Selatan menjawab
e

Surat Permohonan Ruislag tersebut tanggal 31 Juli 2006 belum bisa 

meneruskan/merekomendasikan ke Kanwil mengingat persyaratan yang belum 

terpenuhi sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji; seperti pada 
point 6.

Demikian kronologis rencana Pemindahan makam ‘ Yayasan Amaliah 

ArroPiqunohiin Wan Syarifah Kelurahan Pelogogan kccanialat) Kebayoran Baru di 

sampaikan, atas perhatian dan bantuan bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

K E P A L A \

s ^ r s .  H.M. Sholeh HMG, M.Pd 

NIP. 150 269 374
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DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA JAKARTA SELATAN •

Jl. Buncit Roya*No. 2 Pejaten Berat Pasar Minggu • Jakarta Selatan Teip. 7904007 Fax, 7940217 Jakarta 12610

Nomor : Kd.09.01/7/BA.03.2/ 5853 /2007 Jakarta, 07 Juni 2007 '  ' *"
Lamp : ] ( Satu) Bendel
Hal : Rufslav Tanah Wakaf Wan Svarifah

Kepada Yth, \
Bapak Walikota Jakarta Selatan
Jakarta

Assalamualaikum Wr. Wb *

Sehubungan dengan Surat Bapak Walikota Madya Jakarta Selatan
Nomor:1265/071.3, Tanggal 29 Septerrfber 2006 tentang Ruislag Tanah Wakaf
Wan Syarifah. Maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A, UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, berbunyi sebagW berikut:
Pasal 40;
Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilwang: '
a. d\jadikan jaminan
b. disita
c. dikabulkan
d. dijual >
e. wariskan ..
f. di tukar atau dialihkan dalam pengalihan lainnya 

Pasal'41;
1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 tenif f  dikecualikan 

apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk 
kepentingan umum, sesuai dengan Rencana Umum Tata R xsg 
(RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan penmdang-undangan yang 
berlaku dan tidak bertentangan-dengan syajfah.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Mentri Agama RI 
atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan 
pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar 
dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya

. sama dengan harta benda wakaf semula. %
4. Ketentuan mengfenai perubahan status harta benda wticaf sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur lefih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah tersebut.

B. Peraturan Pemerintah N o.42 tahun 2006, tentang Pelaksanaan UU No.41 
tahun 2004 tentang Wakaf,dalam pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:
2. Izin tertulis dari Mentri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. perubahan harta benda wakaf tersebut digimakan untuk kepentingan 

umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 
berdasrkan ketentuan peraturan perundang-undanrcan dan tidak 

—-bertentangan dengan prinsip syariah.
( b. hjarta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar 
^ ----- 'wakaf atau
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c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung
dan mendesak. ' ,

Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin
pertukaran harta benda wakafnya dapat dibenkan jik a :
a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti pcmilikun sah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnyu snmu

dengan harta benda wakuf semula. !
Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3)huruf b ditetapkan oleb: Bupati/Walikota berdasarkan
rekomendasi Tim Penilai yang anggotanya terdiri dari unsur :
a .  P e m e r i n t a h  Daerah Kabupaten/Kota; b. Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota; c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/ 

• Kota; d. Kantor Dep. Agama Kabupaten/ Kota dan Nadzir tanah 
. wakaf yang bersangkutan«

m asin uipcnutuui porsyaiauu» w i m u i ,

a. Alasan mengapa Tanah Wakaf Yayasan Wan Syarifah tersebut harus 
harus ditukarkan sebagai berikut:
(1). Setelah ditukarkan tanah wakaf yung akan digunakan 

untukkepentingan umum apa ?
(2). Apakah rencana pemilikan itu karena disebabkan oleh perubahan 

RUTR sehingga benda wakaf tersebut tidak dapat lagi digunakan 
sesuai dengan ikrar wakaf ? atau adanya keperluan keagamaan 
yang mendesak ? dan

(3). Akan digunakan untuk kepentingan apa tanah wakaf tersebut ? 
apakah penggunaan tanah wakaf tersebut, setelah dipertukarkan 
tidak bertentangan dengan syariah ?

b. Apakah benar bahwa nilai harta penukar telah sekurang-kurangnya sam a 
dengan nilai harta wakaf tersebut ? perlu ada SK Walikota untuk hal ini 
yang didukung oleh hasil kajian dari tim penilai yang dibentuk 
Walikota, untuk keperluan tersebut yang terdiri dari:
(1). Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota
(2). Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota
(3). Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/ Kota
(4). Kantor Dep. Agama Kabupaten/ Kota dan 

JS ). Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.
cr^Tanah yang akan dijadikan penukar harus sudah memiliki sertifikat 

¿^^(kepemilikan yang sah). ~~
'd. Untuk menyikapi hal-hal yang sedang berlangsung sekarpng ini, kami 

ingin menyampaikan kepada Bapak Walikota bahwa kewenangan untuk 
melakukan tukar menukar harta benda wakaf hanya ada pada Mentri 
Agama. Karena itu peijanjian atas kesepakatan dengan pihak manapun 
yang dilakukan oleh Nadzir tidak akan merubah status tanah wakaf 
tersebut.
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Karena itu kami menyarankan kiranya kegiatan-kegiatan dialas tanah 
wakaf tersebut untuk sementara tidak dilarutkan. Mudah-mudahan 
Bapak Walikota Jakarta Selatan mendapat lindungan Allah SWT.

Demikianlah atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Tembusan:
1. Kepala Kanwil Dep. Agama Prov. DKI Jakarta
2. POLRES Jakarta Selatan
3. KODIM Jakarta Selatan
4. Camat Kebayoran Baru
5. Lurah Petogogan
6. KUA Kec. Kebayoran Baru
7. Yayasan Wan Syarifah
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YAYASAN
AM ALIYAH ARROFIOORRAHIM 

WAN SYARIFAH

Jakarta, 15 Juni 2007
Kepada Ytb:
Bapak Syarief Husein Alaydrus S.H.

Selaku Ketua Yayasan.

Jl. CondetRayaNo. 35 

Jakarta Timur.

Perihal: Pemberitahuan

Assalamualaikum Warahmatulahi Wrbarakatuh, ^

Untuk dan atas nama Pembina & Pengawas Yayasan Amaliyah Arrofiqorrahim 
Wan,Syarifah, kami beritahukan hal-hal sebagaai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga Yayasan 
nomor 13 , tertanggal 6 April 1987 pasal 9, tentang tugas dan wewenang 

Pembina berbunyi;
1. Pembina berwenang untuk dan atas nama Pembina t

2. Kewenangan Pembina meliputi;

a. keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;

b. pengangkatan dan penghentian am»£?ota Pengurus dan anggota Pengawas,

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan.

d. Pengesahan program keija dan rancangan anggaran tahunan Yayasan

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan

f. Pengesahan laoporan tahunan

g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina , maka segala tugas dan 

wewenang Yayasan yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota 

Pembina berlaku pula baginya.

2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan 
Nomor 13 , tertanggal 6 April 1987, pasal 16, tentang Tugas dan Wewenang 
pengurus, butir 5 berbunyi;

Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan diluar Pengadilan tentang 
segala hal dan dalam segala kejadian , dengan pembatasan terhadap hal-hal 
sebagai berikut;

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk 
mengambil uang Yayasan di Bank)

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai 
bentuk usaha baik didalam maupun diluar 'Negeri.

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas 

nama Yayasan;
e. Menjual atau dengan, cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta 

mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan 

Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang 
yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi 
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan;

3. Bahwa Berdasarkan Pasal 40 Undang-undang no.41 tahun 2004, tentang 

w akaf, berbunyi sebagai berikut;

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a. Dijadikan jaminan;

b. Disita;

c. Dihibahkan;
d. Dijual;

e. Diwariskan;

f. Ditukar; atau

g. Dial ihkari dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

4. Bahwa Menunjuk Surat Departemen Agama nomor Kd.09.01/7/RA/03. 
2/5853/2007, tanggal 07 Juni 2007 tentang Ruislag Tanah Wakaf Wap. 
Syarifah.

5. Bahwa mendengar himbauan dari Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia 
DKI Jakarta secara lisan yang mengatakan bahwa mohon dihentikannya 
Pembongkaran kerangka Jenazah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka dengan ini kami Pembina dan 

Pengaw as Yayasan Amaliyah Arrotiqorrahim Wan Syarifah memerintahkan kepada 

Saudara., agar segera:

l . Menarik Surat Edaran mengangkat Kerangka Jenazah yang mengatasnamakan 
Yayasan Sesuai pertemuan dengan Saudara pada hari Jum’at tanggal 25 Mei 
pk. 14.00 WIB dan Rapat Pengurus hari Jum’at tanggal 8 Juni 2007 pk. 14.30 
WIB;

Menghentikan Pembongkaran Kerangka Jenazah walaupun ada permintaan 
dari Ahli Waris / Kerabat Makam, menutup kembali pagar-pagar yang 
terbuka dan hanya ada pinlu masuk satu seperti semula, tidak mendirikan 
bangunan-bangunan lain seperti MCK, Pos, Posko dll. serta tidak ad$. lagi 
melakukan aktivitas apapun yang berkaitan dengan Pengangkatan atau 
Pemindahan Kerangka Jenazah; tidak ada orang yang mengaku dari PT. 
Promo Mandiri yang berada di lokasi.
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SURAT PERJMTJIAN RUISLAH/TPK&R MENUKAR TANAH WAKAF 
S e s u a i  UU N o .41 Tahun 2004 T e n ta n g  W akaf 

P a s a l  41 a y a t  1, a y a t  2, a y a t  3 d a n  a y a t  4 .

Pada h a r i  i n i ,  S e n in ,  t a n g g a l  2 4 - 7 - 2 0 0 6  (d u a  p u l u h ,  
em p a t J u l i  dua r i b u  enam) t e l a h  t e r j a d i  k a t a  s e p a k a t  
a n t a r a :

1 . 1 .  Tuan YENDRA FAHMI, l a h i r  d i  P ek an  B a r u ,  p a d a  
t a n g g a l  22 -1 -1971  (dua p u lu h  dua  J a n u a r i  s e r i b u  
s e m b i la n  r a t u s  t u j u h  p u lu h  s a t u ) ,  W arga  N e g a r a  
I n d o n e s i a ,  D i r e k tu r  Utama PT MULTI PROMO MANDIRI, 
b e r t e m p a t  t i n g g a l  d i  J a k a r t a ,  J a l a n  Mampang P r a p a t a n  I I  
nomor 9, J a k a r t a  S e l a t a n ;
d a la m  h a l  i n i  b e r t i n d a k  da lam  j a b a t a n n y a  t e r s e b u t  d i  
a t a s ,  d e m ik ia n  s a h  m e w a k i l i  D i r e k s i  d a n  b e r t i n d a k  a t a s  
nama PT MULTI PROMO MANDIRI, b e r k e d u d u k a n  d i  J a k a r t a ,  
y a n g  a n g g a ra n  d a s a rn y a  d im u a t  d a lam  a k t a  t e r t a n g g a l  
2 5 -5 -2 0 0 1  (dua p u lu h  l im a  Mei dua r i b u  s a t u )  n o m o r  3 ,  
d i b u a t  d i  hadapan  SHINTA DEWI, S a r j a n a  . Hukum, N o t a r i s  
d i  T an g e ra n g ,  yang t e l a h  m en d ap a t  p e n g e s a h a n  d a r i  
M e n te r i  Kehakiman dan Hak A s a s i  M a n u s ia  R e p u b l i k  
I n d o n e s i a ,  sebaga im ana  t e r n y a t a  d a r i  S u r a t  K e p u t u s a n  
M e n te r i  Kehakiman dan Hak A s a s i  M a n u s ia  R e p u b l i k  
I n d o n e s i a  t e r t a n g g a l  1 8 - i0 - 2 0 0 1  ( d e l a p a n  b e l a s  O k t o b e r  
d u a  r i b u  s a tu )  nomor C-10B38 H T.0 1 . 0 1 .T H . 2 0 0 1  d a n  
t e l a h  d i d a f t a r k a n  dalam  D a f t a r  P e r u s a h a a n  d i  K a n t o r  
P e n d a f t a r a n  P e ru s a h a a n  Kotamadya J a k a r t a  S e l a t a n  p a d a  
t a n g g a l  4 -5 -2004  (empat Mei dua  r i b u  e m p a t )  n o m o r  
800/BH 0 9 . 0 3 /V /2004 ;
p e r u b a h a n  a n g g o ta  D i r e k s i  dan  K o m is a r i s  PT MULTI PROMO 
MANDIRI d im u a t  da lam  a k t a  t e r t a n g g a l  3 - 7 - 2 0 0 6  ( t i g a  
J u l i  dua r i b u  enam) nomor 1 , d i b u a t  d i  h a d a p a n  HADIJAH, 
S a r j a n a  Hukum, N o t a r i s  d i  J a k a r t a ;
d a n  u n tu k  m elakukan  p e r b u a t a n  hukum d im a k s u d  d a l a m  
p e r j a n j i a n  i n i  D i r e k s i  PT MULTI PROMO MANDIRI t e l a h  
m e n d a p a t  p e r s e t u j u a n  d a r i  K o m is a r i s  Utama FT MULTI 
PROMO MANDIRI, se b a g a im a n a  a k a n  d i s e b u t  d ib a w a h  i n i :
2 .  Tuan ACHMAD MOHDAR, l a h i r  d i  J a k a r t a ,  p a d a  t a n g g a l  
2 9 -8 -1 9 7 1  (dua p u lu h  s e m b i la n  A g u s tu s  s e r i b u  s e m b i l a n  
r a t u s  t u j u h  p u lu h  s a t u ) ,  Warga N e g a ra  I n d o n e s i a ,  
K o m is a r i s  Utama PT MULTI PROMO MANDIRI, b e r t e m p a t  
t i n g g a l  d i  J a k a r t a ,  P u r i  S a k t i  Buntu  I  nom or 9 , J a k a r t a  
S e l a t a n ;
d a la m  h a l  i n i  b e r t i n d a k  d a lam  j a b a t a n n y a  t e r s e b u t  d i  
a t a s  dan  s e l a k u  d e m ik ia n  m em berikan  p e r s e t u j u a n  k e p a d a
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D i r e k s i  PT MULTI PROMO MANDIRI u n tu k  m e la k u k a n ’ 
p e r b u a t a n  hukum d im aksud  d a lam  p e r j a n j i a n  i n i .

S e l a n j u t n y a  d i s e b u t  s e b a g a i  P ih a k  P e r u i s l a h  ( P e n g g a n t i )  .
I I .  1 .  T uan  SYARIEF HUSEIN ALAYDRUS (HUSEIN b i n  ABUBAKAR 
ALAYDRUS), S a r j a n a  Hukum, l a h i r  d i  J a k a r t a ,  p a d a  
t a n g g a l  1 8 - 1 0 - 1 9 4 3  (d e la p a n  b e l a s  O k to b e r  s e r i b u  
s e m b i l a n  r a t u s  em pat p u lu h  t i g a ) , Warga- N e g a ra  
I n d o n e s i a ,  K e tu a  YAYASAN AMALIYAH ARROFIQORRAHIM WAN 
SYARIFAH, b e r t e m p a t  t i n g g a l  d i  J a k a r t a ,  Kampung K ram at 
J a l a n  R aya  C o n d e t ,  Rukun T e ta n g g a  004 , Rukun Warga 0 0 5 ,  
K e l u r a h a n  C i l i l i t a n ,  K ecam atan K ram at J a t i ,  J a k a r t a  
T i m u r ;
2 .  T u a n  H a j i  MUHAMMAD MUSTAR b i n  H a j i  SAABAH, l a h i r  d i  
B o g o r ,  p a d a  t a n g g a l  1 5 -6 -1 9 5 7  ( l im a  b e l a s  J u n i  s e r i b u  
s e m b i l a n  r a t u s  l im a  p u lu h  t u j u h ) ,  S e k r e t a r i s  YAYASAN 
AMALIYAH ARR.OFIQORRAHIM WAN SYARIFAH, b e r t e m p a t  t i n g g a l  
d i  J a k a r t a ,  J a l a n  N ipah  Kubur Q IV, Rukun T e ta n g g a  0 1 2 ,  
R u k u n  W arga  0 1 ,  K e lu ra h a n  P e to g o g a n ,  K ecam atan  
K e b a y o r a n  B a r u ,  J a k a r t a  S e l a t a n ;
d a l a m  h a l  i n i  b e r t i n d a k  d a la m  j a b a t a n  m ereka  m a s in g -  
m a s i n g  t e r s e b u t  d i  a t a s ,  d e m ik ia n  . s a h  b e r t i n d a k  u n tu k  
d a n  a t a s  nama YAYASAN AMALIYAH ARROFIOORRAHIM WAN 
SYARIFAH, b e r k e d u d u k a n  d i  J a k a r t a ,  yang  a n g g a ra n  d a s a r  
d a n  p e r u b a h a n - p e r u b a h a n n v a  d im u a t  d a la m  a k t a :
-  a k t a  t e r t a n g g a l  6—1-1987 (enam A p r i l  s e r i b u  s e m b i la n  
r a t u s  d e l a p a n  p u l u h  tu j u h )  nomor 13 , d i b u a t  d ih a d a p a n  
POERKON KARIM, p e n g g a n t i  MUDIYONO, S a r j a n a  Hukum, 
N o t a r i s  d i  J a k a r t a ;
-  a k t a  t e r t a n g g a l  1 9 -1 0 -2 0 0 5  ( s e m o i la n  b e l a s  O k to b e r  
d u a  r i b u  l i m a )  nomor 1 0 2 ,  d i b u a t  d ih a d a p a n  YANA 
VALENTINA, S a r j a n a  Hukum, M a g i s t e r  K e n o t a r i a t a n ,  
p e n g g a n t i  MISAHARDI WILAMARTA, S a r j a n a  Hukum, N o t a r i s  
d i  J a k a r t a ;
-  a k t a  t e r t a n g g a l  1 6 -1 -2 0 0 6  (enam b e l a s  J a n u a r i  d u a  
r i b u  enam ) nom or 47, d i b u a t  d ih a d a p a n  MISAHARDI 
WILAMARTA, S a r j a n a  Hukum, N o t a r i s  d i  J a k a r t a ;
y a n g  t e l a h  m e n d a p a t  p e n g e s a h a n  d a r i  M e n te r i  Hukum dan  
H ak  A s a s i  M a n u s ia  R e p u b l ik  I n d o n e s i a ,  s e b a g a im a n a  
t e r n y a t a  d a r i  S u r a t  ' K e p u tu sa n  M e n te r i  Hukum dan  Hak

- A s a s i  M a n u s i a  R e p u b l ik  I n d o n e s i a ,  t e r t a n g g a l  9 -2 - 2 0 0 6  
( s e m b i l a n  P e b r u a ' r i  du a  r i b u  enam) nomor 
C - 2 5 6 . H T . 0 1 . 0 2 . T H .2006;
S e l a n j u t n y a  d i s e b u t  s e b a g a i  P ih a k  P enerim a  R u i s l a h  
( P e n e r i m a  G a n t i ) .
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P a r a  p i h a k  m enerangkan dalam  p e r j a n j i a n  i n i :  
a .  Bahwa P ih a k  P e n g g a n t i  t e l a h  s e p a k a t  d e n g a n  Pi h a k  
P e n e r im a  P e n q g a n t i  ak an .m en g a d ak an  t u k a t  m e n u k a r  t a n a h  
w ak a f  YAYASAN AMALIYAH ARROFIOORRAHIM WAN SYARIFAH Yi*ng 
t e r l e t a k  d i  D aerah Khusus I b u k o ta  J a k a r t a , K o ta m a d y a  
J a k a r t a  S e l a t a n ,  Kecam atan K ebayoran  B a ru ,  K e l u r a h a n  
P e to g o g a n ,  s e te m p a t  d i k e n a l  s e b a g a i  J a l a n  N ip a h  K u b u r»
Rukun T e ta n g g a  012, Rukun Warga 01 , s e l u a s  + 8 . 9 8 5  M2 
( d e l a p a n  r i b u  s e m b i la n  r a t u s  d e l a p a n  p u l u h  l i m a  m e t e r  
p e r s e g i ) ,  dengan  -Nomor I d e n t i f i k a s i  B id a n g  T a n a h  (N I3 )  
0 9 .0 2 .0 5 . 0 7 .0 0 5 2 7 ,  m e n u ru t  S u r a t  Ukur t e r t a n g g a l  2 2 - 1 0 -  
2001  (dua p u lu h  dua O k to b e r  dua r i b u  s a t u )  n o m o r  
0 0 5 2 7 /2 0 0 1 ,  vang d i p e r o l e h  P ih a k  P e r ta m a  . b e r d a s a r k a n  
w ak a f  d a r i  tu a n  HABIB ABDULLAH AIDIT ( a lm a r h u m )  , 
s e b a g a im ana t e r n y a t a  d a r i  A k ta  P e n g g a n t i  a k t a  I k r a r  
Wakaf " t e r t a n g g a l  2 9 -3 -1 9 9 3  (dua p u lu h  s e m b i l a n  M a r e t
3 e~ribu~“ s e m b i lan ratus  s e mb44a-n— p u lu h  t i g a )  n o m o r
66/ IIT /Q3 Tahiin-1333^
d e m ik ia n  b e r i k u t  s e g a l a  s e s u a t u  yang d i d i r i k a n  d i  a t a s  
maupun d i  bawah perm ukaan  t a n a h  yang m e l e k a t  m e n j a d i  
s a t u  k e s a tu a n  yang t i 'd a k  t e r p i s a h k a n ,  s e r t a  y a n g  . 
d i t a n a m  dan  d i t e m p a tk a n  * d i  a t a s  t a n a h  t e r s e b u t ,  y a n g  
m e n u ru t  s i f a t n y a ,  p e ru n tu k a n n y a  d an  u n d a n g - u n d a n g  d a p a t  
d i k a t e g o r i k a n  s e b a g a i  b en d a  b e r i k u t  s e g a l a  s e s u a t u  y a n g  
b e r k a i t a n  dengan  • t a n a h ,  t i d a k  ad a  y an g  d i k e c u a l i f c a n ,  
( s e l a n j u t n y a  d i s e b u t  T anah  N ip a h ) ; 

i d e n g a n :
\J  s e b id a n g  t a n a h  b e k a s  Hak M i l i k  A d a t nom or 1 5 6  p e r s i l  

nomor 53, “t e r l a c a k  d i  P r o p i n s i  Jawa B a r a t ,  K a b u p a t e n  
B e k a s i ,  Kecamatan Pondok Gede ( s e k a r a n g  P o n d o k  M e l a t i )  J 
D e s a /K e lu ra h a n  J a t i r a h a y u ,  s e l u a s  +* 1 0 . 6 0 0  M2 ( l e b i h  
k u ra n g  sepuluh r i b u  enam r a t u s  m e te r  p e r s e g i )  , t e r t u l i s  
a t a s  nama Deari b i a  PekojE;
d e ih ik ia n  b e r i k u t  bangunan  d a n  s e g a l a  s e s u a t u  y a n g  
d i d i r i k a n  d i  a t a s  maupun d i  baw ah p e rm u k a a n  t a n a h  y a n g  
m e le k a t  menjadi s a t u  k e s a t u a n  yang t i d a k  t e r p i s a h k a n ,  
s e r t a  yang d i t a n a m  d an  d i t e m p a t k a n  d i  a t a s  t a n a h  
t e r s e b u t ,  yang m en u ru t  s i f a t n y a ,  p e r u n t u k a n n y a  d a n  
u n d a n g -u n d a n g  d a p a t  d i k a t e g o r i k a n  s e b a g a i  b e n d a  b e r i k u t  
s e g a l a  sesuatu yang b e r k a i t a n  d e n g a n  t a n a h ,  t i d a k  a d a  
yang  d i k e c u a l i k a n ,  ( s e l a n j u t n y a  d i s e b u t  T a n a h  P o n d o k

/ d . bahwa P ih a k  P e n g g a n t i  m e n y a ta k a n  a k a n  m e n y e l e s a i k a n  
^—c£>embayaran Tanah Pondok Gede (T anah  P e n g g a n t i )  t e r s e b u t  

d en g an  p e r h i t u n g a n  + Rp 5 0 0 . 0 0 0 , -/M 2 ( k u r a n g  l e b i h  l i m a  
r a t u s  r i b u  p e r  m e te r  p e r s e g i )  a t a u  s e l u r u h n y a  s e b e s a r  
Rp 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  ( l im a  m i l y a r  R u p ia h )  .
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S e la n ju tn y a  kedua be lah  p ihak  t e l a h  se p a k a t  u n tu k  
memenuhi a tu r a n - a tu r a n  dan s y a r a t - s y a r a t  s e b i g a i  
b e r i k u t :

P asa l 1
1. P ih a k  P enggan ti  b e rse d ia  m enyelesaikan s e r t i p i k a t  
dan  p a j a k - p a j a k  a t a s  Tanah Pondok Gede dan p a j a k - p a ja k  
a t a s  Tanah Nipah t e r s e b u t .
2 .  P ih a k  Penggan ti b e r se d ia  membangun f a s i l i t a s -
f a s i l i t a s  (muohola, kan to r  yayasan, rumah p e n ja g a ,  
rumah y a t im  dan TPA (Taman Pendidikan Al Quran) d i  • 
l o k a s i  Tanah Pondok Gede t e r s e b u t  (Lokasi Baru/Tanah 
P e n g g a n t i )  dengan kese lu ruhan  lu a s  + 1.150 M2 (kurang 
l e b i h  s e r i b u  s e r a t u s  lima puluh m eter p e r se g i )  dengan 
p e r k i r a a n  b ia y a  pembangunan Rp 1.500.000/M2 ( sa tu
j u t a  l im a  r a t u s  r ib u  Rupiah per  m eter p e r s e g i ) ,  
s e h in g g a  pembangunan t e r s e b u t  akan membutuhkan b ia y a  + 
Rp 1 .6 5 0 .0 0 0 .0 0 0 , -  ( le b ih  kurang s a tu  m ily a r  enam r a tu s  
l im a  p u lu h  j u t a  R u p iah ) .

P a sa l  2
1 .  P ih a k  Penerim a G anti  akan menyerahkan Tanah Wakaf 
d a n  A k ta  I k r a r  Wakaf kepada Pihak Pengg-nti.
2 .  P ih a k  Penerim a G an ti  b e r s e d ia  menyerahkan bangunan 
m u s h o l l a  yang lama dan makam WAN SY/\MFAH d i  Tanah 
N ip a h  t e r s e b u t  kepada Pihak P engganti ,  *.:ituk d ip u g a r .

P asa l  3
1 .  P ih a k  Penerim a G anti t e l a h  sepak;*- dengan Pihak
P e n u k a r  t e n t a n g  p e m b o n g k a r a n ---- hangynanj»
b a n g u n a n  l i a r  d i  a t a s  tanah v»*Vaf n»:r.iadi tanggung 
ja w a b  Peme r i n t a h  Daerah _ Kntnmnrtyn iTaV^,-a s e la t a n ,  a ta u  
y a n g  d im aksud  dalam p e r j a n j i a n  i n i  ¿^.alah— Hali-ko£.a 
J a k a r t a _S e l a t an dan Pihak Pengganti  •
2 .  P ih a k  P e n g g a n t i  akan membiayai peij.oongkaran rumah
l i a r  d i  a t a s  ta n a h  wakaf tersebut >.iengan ban tuan  
P e m e r in ta h  Daerah Kotamadya J a k a r ta  la ta n  (seb ag a i 
f a s i l i t a t o r )  yang memakan b iay a  pembongkaran/- 
p e n g o s o n g a n  s e b e s a r  Rp 3 0 .0 0 0 .0 0 0 ,-  •'* ga pu luh  j u t a
R u p ia h )  p e r  k e lu a rg a  a ta u  se lu ruhnya s e b e sa r  + Rp
3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  (kurang l e b ih  t i g a  pului* m ily a r  R upiah).

P asa l  4
P ih a k  P ener im a G&nti t e l a h  sepaka t dengan Pihak 
P e m e r in t a h  Daerah J a k a r t a  S e la ta n  p e r i-v . l  kemungkinan 
p e m in d a h a n  kuburan  akan d i a t u r / d i t a t u  K-.vih l a n j u t  o leh  
P e m e r in t a h  Daerah dengan se g a la  biayo» dan l a i n - l a i n
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m e n ja d i  k e w a j ib a n / ta n g g u n g  jaw ab  p i h a k  P e m e r i n t a h  
D ae rah  J a k a r t a  S e l a t a n  dan  P ih a k  P e n g g a n t i  d e n g a n  b i a y a  
pem indahan  t i a p  m akam /kuburan s e b e s a r  Rp 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  
(dua  j u t a  Rupiah) a t a u  d i p e r k i r a k a n  k e s e l u r u h a n n y a  
s e b e s a r  + Rp 4 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 / -  (k u ra n g  l e b i h  e m p a t  m i l y a r  
R u p i a h ) .

P a s a l  5
P a r a  P ih a k  s e p a k a t  bahwa p e r j a n j i a n  i n i  m e n j a d i  
l a n d a s a n / d a s a r  tu k a r - m e n u k a r .
S e l a n j u t n y a  p a r a  p ih a k  ju g a  t e l a h  s e p a k a t  b a h w a  t u k a r  
m en u k ar  i n i  b e rp e g a n g  p a d a  U ndang-U ndang  R e p u b l i k  
I n d o n e s i a  Nomor 41 Tahun 2004 (dua r i b u  e m p a t)  T e n t a n g  
W akaf dan  P e r a tu r a n  P e m e r in ta h  R e p u b l ik  I n d o n e s i a  N om or 
28 Tahun 1997 bahwa t u k a r  m enukar t e r s e b u t  m e m p u n y a i  
n i l a i  yang s e t a r a / s e p a d a n  a n t a r a  y an g  d i t u k a r  d e n g a n  
p e n u k a rn y a  yang d i l a k s a n a k a n  o l e h  t i m  r u i s l a h .

P a s a l  6

J i k a  Dalam* p e r j a n j i a n  i n i  t e r j a d i  b e d a  p e n d a p a t  a n t a r a  
P ih a k  P e n g g a n t i  dengan  P ih a k  P e n e r im a  G a n t i ,  m a k a  k e d u a  
b e l a h  p ih a k  akan  m e n y e le s a ik a n n y a  d e n g a n  m u s y a w a r a h .

P a s a l  7
P e r j a n j i a n  i n i  d i b u a t  dan  m e n ja d i  p e g a n g a n  m a s i n g -  
m a s in g  p ih a k  yang kem udian  d i t a a t i  s e g a l a  
p e r s y a r a t a n n y a  dan  p e r j a n j i a n  i n i  d i t a n d a t a n g a n i  o l e h  
k ed u a  b e l a h  p ih a k  t a n p a  a d a  p a k s a a n  d a r i  p i h a k  m a n a p u n  
d a n  da lam  kead aan  s a d a r  a g a r  - d a p a t  d i p e r g u n a k a n  
s e b a g a im a n a  m e s t in y a .

D em ik ian  P e r j a n j i a n  i n i  d i b u a t  d a la m  r a n g k a p  d u a ,  
m a s in g -m a s in g  b e r m e t e r a i  s e h e l a i  u n t u k  m a s i n g - m a s i n g  
p i h a k  dan  mempunyai k e k u a t a n  hukum y an g  s a m a .

J a k a r t a ,  2 4  J u l i  2 0 0 6  

P ih a k  P e n g g a n t i ,  -

Tukar menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



ACHMAD MOCHDAR 

P i h a k  P e n e r im a  G a n t i ,

SYARIEF HUSEIN
ALAYDRUS b i n ________  ___ — r--------
ABU BAKAR ' --------------------------------• *
ALAYDRUS, SH

H.MUHAMMAD MUSTAR 
b i n  H a j i  SAABAH

Noraor: 1S.901/MW/VII/L/2006
di^Jakarta,^ranerangkan9bahva Sarjana Hukum, Hotaris
su ra t Perjanjian Kul,Uh/Takar « L ik »  -

k J £ . * S 2  » • ^ • g ^ r y s !

Slii,?? ii' " T«*»99a 001. Rukun Harga U05. Kelurahan  Cilil*tan, Kecamatan Kramat Jal;i, Jakarta Timur*_-
4. Tuan HUHAMAD MUSTAR (Haji KUHAMMAb MUSTAR bin
YAYASAN AMALIYAH ARRQF1Q0RRAHIM H AU SYARIFAH h ! r ! I L f  w  ,
Jalan Nipah Kubur O IV, Rukun Tetangoa 0^2 k u i u f S ^ ^  K " 9!*! d\ ' --------
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta s l u t & n ; 9 0l# Kelucahan Petogogan, ~
SSSS^iibatii^SSia^SSrt wie,m,,u-*nTaya Notaris ?-! Perjaniian Bislah/Tukar Menukar Tanah Wakaf ini di hadapan —
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YAYASAN 
AMAUYAH ARROFIQORRAHIM 

WAN SYARIFAH
Ala mal : JL Raya Coodc» K o . 35 Ri 004/05 C U iliun . Jakarta T in» n-13640 

» (0 2 1  ) 8001938 Fax. (021) 808835H E-mail : U M 1i_^ yd m ag>g u W ^ ,;i ^

PERNYATAAN PERSETUJUAN 
DAN 

K U A S A

V /

Yang bertanda tangan dibawah in i:

DEWAN PEMBINA YAYASAN AMALIYAH ARROFIQORRAHIM
“WAN SYARIFAH”

berdasarkan Akta No : 47 tangga! 16 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Misahardi 
Wilamarta, S.H. menyatakan / menyetujui:

- Bahwa tanah WAKAF yang terletak di Jl. Nipah Kubur Rt.012/Rw.01, Kelurahan 
Petogogan, luas ± 8.985 m3 sesuai dengan Surat Ukur No : 00527/2001 dari Kantor 
Pertanahan Kotamadya -  Jakarta Selatan tanggal 22 Oktober 2001.

- Tanah tersebut lebih dikenal dengan Tanah Wakaf WAN SYARIFAH sesuai dengan' SKPT 
No. 3589 dari Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta tanggal 28 September 1974 
dipindahkan ke tempat lain.

di ruitslag l  dialihkan oleh Pengurus Yayasan yang sekarang, sesuai dengan Anggaran' Dasar 
Akta Yayasan No : 47 tanggal 16 Januari 2006 pasal 16 ayat 5 butir c, d, dan c serta ayat 6 
te n ta n g  Pengalihan Kekayaan Yayasan.

Selanjutnya guna kepentingan tersebut, dengan ini memberi KUASA kepada Sdr. Syarief 
Husein AJaydrus, SH untuk dan / atau atas nama Yayasan bertindak :

Menandatangani surat-surat yang diperlukan serta akta-akta dan peijanjian-peijanjian antara 
Pihak Yayasan dengan instansi-instansi yang terkait sehubungan dengan pemindahan 
pengalihan/rw tslag tersebut, serta melakukan segala sesuatu (tidak ada yang dikecualikan), 
menandatangani kwitansi penerimaan uang dan sebagainya, guna kepentingan untuk dan atas 
nama Yayasan Amaliyah Arrofiqorrahim Wan Syarifah

Demikian Surat Pernyataan Persetujuan dan Kuasa ini diberikan untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya.

Jakarta. 27 Maret 2006

DEWAN PEMBINA

SVARTF NTTH AT.AYDRUS, SH ÿ *  ß  KAMIL YUSTOF SHEBUBAKAR
Anggota
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